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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

a.

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih perlu
dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana P«embangunani Jangka Panjang Daerah dan
diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal
264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;

bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah
maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif,
diperlukan dokumen perencanaan daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan
Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor K 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negéra Republik Indonesia Nomor 47 00);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembarn 5234);an Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun
2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010

Nomor 2);



17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota iProbolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN
2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

e

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5
(lima) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pémerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.



9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, yang
selanjutnya  disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)
tahun terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 yang memuat
penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga.

Pasal 3
RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;

e. BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;

f. BABVI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH;

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH,;

h. BABVIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

i. BABIX : PENUTUP;

Pasal 4
Penjabaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
| :
RPJMD Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Probolinggo Tahun 2005-2025.



Pasal 6
Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun
2019-2024.

Pasal 7
PD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra PD.

Pasal 8
PD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDALITBANG dalam
menyusun Renstra PD dan Renja PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepalii Perangkat Daerah yang membidangi
pengendalian dan evaluasi RPJMD.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 10
RPJMIj sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima)
Tahun masa Jabatan Walikota terpilih periode 2019-2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd, |
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 172-6/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680 108Uf99403 2014




L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024

PENJELASAN UMUM :

1.

Dasar Pemikiran :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan
kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik”.

Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan

masyarakat.

Prinsip-prinsip :

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

meliputi :

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



1I.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun selain berpedoman
pada dokumen RPJPD Kota Probolinggo, juga memperhatikan keselarasan
dengan dokumen RTRW, integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD
yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses
meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down);
dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-
tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan
partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari
Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan mempertimbangkarll keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan
ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 42
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa
“Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan
tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam
implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana
dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi
dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Probolinggo Periode Tahun 2019-2024 yakni Habib Hadi Zainal
Abidin dan M Soufis Subri yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur
pada Rabu 30 Januari 2019 harus diterjemahkan kedalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka

menengah yang dimaksud pada penjelasan  sebelumnya
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merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima
tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih
yang harus diterfemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja
periode sebelumnya, capaian SDG's, isu-isu strategis serta potensi-
potensi unggulan Kota Probolinggo juga harus diakomodir dalam
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Keseluruhan hal tersebut
dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu ftferhadap tahun perencanaan, RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan tahapan ke 4 dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun
2005 - 2025. Artinya dokumen RPJMD Kota Probolinggo pada
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periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kota
Probolinggo, sehingga pada periode ini Pemerintah Kota
Probolinggo tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian
RPIJMD Tahun 2019-2024. Namun juga memiliki misi memastikan
seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir
periode RPJMD.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Permen Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kota
Probolinggo harus menggunakan empat pendekatan utama yakni
Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan
Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas
(bottom-up).

Pendekatan pertama yakni “Pendekatan Teknokratik” yang
dimaksud adalah dimana dalam penyusunan RPJMD disusun
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis
pendekatan teknokratik dalam penyususnan  RPJMD  Kota
Probolinggo tahun 2019-2024 direpersentasikan melalui  telah
tersusunya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Probolinggo yang
disusun lebih dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai
upaya dalam melihat objekfifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu
strategis di Kota Probolinggo.

Pendekatan kedua yakni “Pendekatan Partisipatif’ yang
dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD, segala proses dan
tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau
pemangku kepentingan tferkait dilingkup Kota Probolinggo.
Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 dapat direpresentasikan melalui

stakeholder yang terlibat yang meliputi Pemerintah Daerah Kota
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Probolinggo sendiri, Akademisi, masyarakat Kota Probolinggo,
Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sector di
Kota Probolinggo.

Pendekatan ketiga yakni “Pendekatan Politis” yang dimaksud
adalah  dalom  penyusunan RPJMD  dilaksanakan  proses
peneriemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam
dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitanya
dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah
diterfemahkan dalam Dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan juga
dengan indikatornya. Penerjemahan Visi dan Misi Wali Kota
Probolinggo melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar,
berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau
indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Probolinggo yang diterjemahkan melalui visi dan misi Wali Kota
terpilih  juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam
menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni “Pendekatan Top-Down
dan Bottom-Up”, yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD
Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan hasil perencanaan
yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai  dari Desa, Kecamatan, dan Daerah
Kabupaten/Kota. Praktisnya penetapan RPJMD Kota Probolinggo
nanti akan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang
baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Selanjuthya dengan disusunya dokumen RPJMD Kota
Probolinggo tahun 2019-2024 ini, nantinya akan menjadi dokumen
rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan perangkat daerah
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dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 fentfang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
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10.

1.

12.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalion dan  Evaluasi
Peloksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
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17.

18.

Negara Republik Indonesia Nomor 19, Taombahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4816) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalion dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 — 2028 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;

Peraturan Pemerinfah  Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209) ;

Peraturan Pemerinfah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5041) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ;

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 131.35-5973
Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo
Provinsi Jawa Timur;

Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 132.35-5974
Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Probolinggo
Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2012 Nomor 3 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun
2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010
Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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(RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembenftukan Dan Susunan

Perangkat Daerah.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian
diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun
2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen
perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri 86
Tahun 2017, bahwa sebelum disusunya RPJMD baik di level
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
/ Kota disusun dulu Rancangan Teknokratis RPJMD yang berujung
terhadap munculnya isu strategis  sebagai pedoman
pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah disaat platform politik dari Wali
Kota terpilih telah muncul, maka rancangan teknokratik RPJMD
dapat disempurnakan menjadi Dokumen RPJMD. Merujuk terhadap
sinkronisasi  perencanaan, RPJMD merupakan bagion yang
terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD
Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan
untuk  mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi  antar level
pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar

fungsi pemerintah serta menjomin keterkaitan dan konsistensi
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antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan Ilima tahunan
merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun.
RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan
menjadi pedoman dalam penyusunan  Rencana  Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Probolinggo.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui

NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO

Menjadi Perhatian

Menjadi Perhatian

RPJPD Jatim
2005-2025

RPJPN
2005-2025

RTRW RPJPD
Kota Probolinggo Kota Probolinggo
Pedoman 2005-2025 2006-2025

Pedoman

Pedoman

RPJMD Jatim
2020-2024

RPJMN
2020-2024

1 RPJMD
L O B BN B BN SN BN N BN BN B S B B . o Kota Probolinggo
Menjadi Perhatian 2019-2024

: Menjadi Perhatian :

Pedoman
RPJMD RTRW DAERAH
DAERAH SEKITAR SEKITAR
Pedoman
RTRW NASIONAL > RTRW JATIM

gambar berikut.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki
keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPIMD Kota Probolinggo memperhatikan dan selaras

dengan Rancangan RPJMN Tahun 2019-2024, hal tersebut

dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari
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pembangunan nasional. Pedoman terhadap RPJMD Kota
Probolinggo bertujuan adalah untuk melihat arah
pembangunan nasional 2020-2024. Pada  prinsipnya,
melalui Bappenas arah pembangunan nasional tahun
2020-2024 dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-
2025 periode ke IV.

2. RPIMD Kota Probolinggo 2019-2024 disusun dengan
memperhatikan dan selaras terhadap RPJMD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2023. Acuan terhadap RPJMD
Provinsi  Jawa Timur  dilakukan  sebagai  upaya
sinkronisasi  pembangunan antar wilayah baik Kota
maupun Kabupaten diruanglingkup pemerintahan Provinsi
Jawa Timur.

3. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan
penjabaran RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025
Tahap IV. Dengan demikion dalam penyusunannyaq, juga
memperhatikan arah kebijakan dan sasaran
pembangunan RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025
Tahap IV.

4, Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
memperhatikan rencana pemanfaatan dan
pengembangan tata ruang wilayah Kota Probolinggo,
seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo. Hal yang perlu
diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang

sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024.
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan
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Kota Probolinggo tahun 2019-2024. RPJMD Kota Probolinggo juga
memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat
daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan dalom rangka menjamin keberlanjutan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2005-2025.
Tujuan dari disusunya dokumen RPJMD Kota Probolinggo
tahun 2019-2024 yakni:
1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah
pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap
kebijokan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, dan kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam
penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun
2019-2024
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dan
RAPBD Kota Probolinggo Tahun 2019-2021
5. Sebagai tolok ukur dalom mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tahun
2019-2024

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-
2024 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya
mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang terdiri atas

? (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB Il

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Lvas Wilayah dan Batas Wilayah

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah

bagian utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo berada

pada 7° 43" 41" sampai dengan 7° 49’ 04" Lintang Selatan dan 113°

10° sampai dengan 113° 15 Bujur Timur dengan luas wilayah

56.667 Km?2. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah

transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota):

Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan

kota-kota (sebelah barat) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi:

1. Sebelah Utara
2. Sebelah Timur

3. Sebelah Selatan :

4. Sebelah Barat

Selat Madura

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
Kecamatan Leces, Wonomerto, dan
Sumberasin Kabupaten Probolinggo
Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Probolinggo
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Gambar 2. 1 : Peta Kota Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,667 km2 Dan
secara administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima)
wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan
Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan
terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan,
Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan
Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan
Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Adapun pembagian
luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 2. 1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian
Wilayah Administrasi Tahun 2017

LUAS JUMLAH

KECAMATAN Wllkpr:ZAH KELURAHAN RW RT

1. Kademangan 12,754 6 33 175
2. Kedopok 13,624 6 35 143
3. Wonoasih 10,981 6 & 189
4. Mayangan 8,655 5 42 258
5. Kanigaran 10,653 6 51 260
Jumlah 56,667 29 200 1,025

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0
< 50 mdpl. Topografi di Kota Probolinggo dikelompokkan berada
pada ketinggian 0 — 25 mdpl; ketinggian 25 — 50 mdpl; ketinggian >
50 mdpl. Semakin ke selatan wilayah Kota Probolinggo memiliki
ketinggian diatas permukaan laut yang semakin besar. Namun
seluruh wilayah Kota Probolinggo didominasi ketinggian 0 — 25
seluas 3.156,55 mdpl. Sedangkan berdasarkan kelerengan wilayah
Kota Probolinggo memiliki permukaan tanah relatif datar dengan
kelerengan antara 0 — 8%. Berikut adalah tabel luas topografi Kota
Probolinggo:

Tabel 2. 2 : Luas Topografi Kota Probolinggo
Topografi

No. Kecamatan 0-25 25-50 Total (Ha)
mdpl mdpl

1 Kademangan 824,91 420,81 29,68 1.275,40

2 Wonoasih 164,51 933,59 0,00 1.098,10

3 Mayangan 865,50 0,00 0,00 865,50

4 Kanigaran 1.065,30 0,00 0,00 1.065,30

5 Kedopok 236,34 1.069,50 56,56 1.362,40
Jumlah 3.156,55 2.423.91 86,24 5.666,70

Sumber: Peta Bakosurtanal



2.1.3. Hidrologi

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kota Probolinggo
adalah Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah,
dan Pancur. Rata-rata panjang aliran sungai mencapai 3,87 km.
Sungai dengan daliran tferpanjang di Kota Probolinggo adalah
Sungai Legundi dengan panjaong aliran mencapai 7,42 km
sedangkan sungai dengan aliran terpendek di Kota Probolinggo
adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran mencapai 2,04 km.
Sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dari arah selatan ke
utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Air sungai di Kota
Probolinggo dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan
perikanan, hal ini dimungkinkan karena sungai tersebut belum
tercemar oleh industri-industri besar yang memang fidak terdapat
di Kota Probolinggo. Berikut ini adalah tabel sungai yang ada di
Kota Probolinggo:

Aliran Sungai Kota Probolinggo
Panjang Aliran Sungai

Tabel 2. 3 : Rata-rata Panjang

Nama Sungai

(Km)
1 Sungai Kedunggaleng 5,75
2 Sungai Umbul 5,14
3. | Sungai Banger 2,87
4. | SungaiLegundi 7,42
5 Sungai Kasbah 2,04
6 Sungai Pancur 4,24

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018

2.1.4. Klimatologi

Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis
dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411
mm sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari
selama 13 hari hujan. Curah hujan terendah pada bulan Agustus,
dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan tertinggi

mencapai 32°C.
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Tabel 2. 4: Data Klimatologi Kota Probolinggo

Uraian Satuan y{] K] 2014 2015 2016
Jumlah Stasiun Hujan unit 4 4 4 4
Jumlah Bulan Hujan bulan 10 10 8 12
Jumlah Bulan Tanpa bulan 2 2 4 0
Hujan
Rata-rata Curah Hujan mm 1867,00 784,50 1231,00 2044,25
Rata-rata Hari Hujan hari 96,50 53,25 56,50 91,00
Rata-rata Curah Hujan mm/hari 5,12 2,15 3.37 5,59
per hari setahun
Rata-rata Curah Hujan mm/hari 19,35 14,73 21,78 22,46

per hari Hujan

Sumber: BPS Kota Probolinggo

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2
musim sefiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim
kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan berada pada
bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada
pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya.
Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang
bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang

populer dengan sebutan “Angin Gending".

2.1.5. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang
mencerminkan aktivitas manusia. Dalam  akfivitas ini tercermin
tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk
memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan.
Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran
ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia
dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di
suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang

berada di daerah tersebut. Penggunaan lahan di Kota Probolinggo
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terdiri dari lahan pertanion dan lahan bukan pertanian. Lahan
pertanian meliputi lahan sawah sebesar 1.822 Ha atu 32,3% dari luas
wilayah Kota Probolinggo dan bukan lahan sawah sebesar 928,33
Ha atau 16,4% dari seluruh wilayah Kota Probolinggo. Sedangkan
bukan lahan pertanian adalah 2.906,37 Ha atau 51,3%. Berikut ini
adalah tabel penggunaan lahan Kota Probolinggo di setiap

kecamatan pada tahun 2017:

Tabel 2. 5: Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2017
Luas Pembagian Lahan

No. Kecamatan

QL))
1. Kademangan 1.275,36
- Lahan Sawah (Pertanian) 567,00

- Bukan Lahan Sawah (Pertanian) 129,84

- Lahan Bukan Pertanian 578,52
2. Kedopok 1362,40
3. Lahan Sawah (Pertanian) 417,00

4. Bulan Lahan Sawah (Pertanian) 433,53

5. Lahan Bukan Pertanian 511,87
3. | Wonoasih 1.098,09
6. Lahan Sawah (Pertanian) 428,00

7. Bukan Lahan Sawah (Pertanian) 234,60

8. Lahan Bukan Pertanian 435,49

4. | Mayangan 865,54
9. Lahan Sawah (Pertanian) 128,00

10. Bukan Lahan Sawah (Pertanian) 73,60

11. Bukan Lahan Pertanian 663,94

5. | Kanigaran 1.065,31
12. Lahan Sawah (Pertanian) 292,00

13. Bukan Lahan Sawah (Pertanian) 56,76

14. Bukan Lahan Pertanian 716,55

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2017

I-6



PENGGUNAAN LAHAN KOTA PROBOLINGGO

Lahan Sawah; 32,30

Lahan Bukan Pertanian;
51,300%;51%

Gambar 2. 2: Penggunaan Lahan Kota Probolinggo

2.1.6. Kawasan Rawan Bencana

Kota Probolinggo terdapat beberapa daerah yang rawan
bencana. Bencana-bencana vyang sering terjadi di  Kota
Probolinggo diantaranya yaitu kebakaran, angin gending, abrasi
pantai, banjir, dan banjir lahar dingin. Berikut ini adalah wilayah-
wilayah yang rawan terkena bencana di Kota Probolinggo:

a. Rawan kebakaran meliputi: Kelurahan Mayangan, Kelurahan
Mangunharjo, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Jati, Kelurahan
Kebonsari Lor, Kelurahan Tisnowegaran, Kelurahan Kanigaran,
Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan
Curahgrinting.

b. Rawan angin gending meliputi: Kelurahan Mangunharjo,
Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan
Sumbertaman, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng
Kidul, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng,
Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Kedopok,
Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan
Jrebeng Kulon, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kademangan,
Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung

Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul.

-7



c. Rawan abrasi pantai meliputi: Kelurahan Mangunharjo,
Kelurahan Mayangan, sebagian Kelurahan  Sukabumi,
sebagian Kelurahan Pilang, sebagian Kelurahan Ketapang.

d. Rawan banjr meliputi: Kelurahan Wiborang, sebagian
Kelurahan Tisnonegaran, sebagian Kelurahan Kebonsari
Wetan, sebagian Kelurahan Sumbertaman, sebagian
Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, sebagian
Kelurahan Wonoasih, sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian
Kelurahan Curahgrinting, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul,
sebagian Kelurahan Triwung Kidul.

e. Rawan banjir lahar dingin meliputi: Kelurahan Kareng Lor,
sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian Kelurahan Sumber

Wetan, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul.

KOTA PROBOLINGO

WEVISI
MENCANA TATA RUANG WILAYAN
| morarsosoumcee |
T IAMENCANA WILAS BENUANA
KO A HOBOLNLCL




2.1.7. Demogrdfi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi

sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam
jumlah individu dalom sebuah populasi menggunakan "per waktu
unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin
cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang

meliputi  aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan

sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Probolinggo
selama ini menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6: Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2013-2017
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. | Jumlah 224.235 | 225.754 | 226.276 | 232.285 | 235.440
Penduduk
(Jiwa)

2. Rata-rata
kepadatan
Penduduk
(km2)

3. | Laju
Pertumbuhan
Penduduk (%)
4. | Penduduk
Menurut:

a. Jenis Kelamin

3.957 3.984 3.993 4.099 4.155

0.4 0.67 0.23 2,65 1,35

- Laki-laki

112.080

112.889

112.275

115.424

116.887

- Wanita

112.155

112.865

114.001

116.861

118.553

b. Sex ratio

99.93

100,02

98,49

98,77

98,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo

Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 235.440 jiwa,
dengan laju pertumbuhan penduduk tahun bervariasi antara 2,65%
hingga 1,53%, Sex ratio mencapai angka rata-rata dibawah 100%,
pada akhir tahun 2017 sebesar 98,59 persen artinya pada setiap
100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki.
Ratio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa
angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka
harapan hidup laki-laki.
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Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya
fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga
disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana
terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar
(migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota
Probolinggo.

Gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia
dan jenis kelamin secara detai tersqji pada grafik berikut:

Tabel 2. 7: Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang
Ditamatkan Tahun 2014 - 2017

No Kelompok Umur 2014 2015 2016 2017
1 | Tidak / Belum 47.587 | 47.714 | 47.988 | 49.265
Sekolah
2 | Belum Tamat SD 18.745 20.331 19.586 | 20.436
3 | Tamat SD 56.950 | 56.531 | 56.946 | 56.286
4 | Tamat SLTP 30.331 29.871 | 31.189 | 31.625
5 | Tamat SLTA 55.231 54.894 | 58.453 | 59.284
6 | Diplomal /i 1.503 1391 1.356 1.299
7 | Diplomallll 2.381 2.446 2.596 2.649
8 | Sarjana (S1) 12.124 12.154 | 13.122 | 13.513
9 | Sarjana (S2) 887 927 1.030 1.061
10 | Sarjana (S3) 15 17 19 22
Jumlah 225754 226.276 232.285 | 235.440

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, Juni 2018

Penduduk berdasarkan

pendidikan

terakhir

yang

ditamatkan selama kurun waktu Tahun 2014 - 2017 mengalami
peningkatan untuk lulusan SLTP, SLTA, Diploma lll, Sarjana sampai
dengan fingkat doktor, hal ini menggambarkan kualitas sumber

daya manusia (pendidikan) penduduk Kota Probolinggo semakin
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meningkat dan berkualitas. Dan Kota Probolinggo memiliki daya
tarik tfersendiri guna peningkatan layanan jasa pendidikan

formal maupun informal.

2.1.8. Potensi Penggunaan Wilayah
Kota Probolinggo merupakan pusat SWP  Probolingo-

Lumajang, yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

dan Kabupaten Lumajang. Ditinjau dari konstelasi regional,

berdasarkan potensi perkembangan perkotaan di Jawa Timur, Kota

Probolinggo termasuk Perkotaan Menengah. Rencana Sistem dan

Fungsi Perwilayahan Kota Probolinggo diarahkan sesuai dengan

potensi wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut:

a. Pusat Kota berpusat di Kanigaran meliputi : Kelurahan
Tisnonegaran, Kelurahan Curah Grinting, Kelurahan Kanigaran,
Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan,
Kelurahan Sukoharjo; diarahkan mempunyai fungsi sebagai
pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran,
perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijou dan
kawasan hankam;

b. Sub Pusat Kota A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan
Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo,
Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang; diarahkan mempunyai
fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasq,
pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri,
pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove,
pengembangan pelabuhan, permukimannelayan,
pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau,
pariwisata dan sarana olahraga;

c. Sub Pusat Kota B berpusat di Kademangan meliputi

Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan
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Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul,
Kelurahan Pohsangit Kidul; diarahkan mempunyai fungsi
sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas
pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan,
fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;

d. Sub Pusat Kota C berpusat di Kedopok meliputi : Kelurahan
Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Jrebeng
Kulon, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor,
Kelurahan Kedopok; diarahkan mempunyai fungsi sebagai
pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro
industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum,
perumahan, jalur hijau;

e. Sub Pusat Kota D berpusat di Wonoasin meliputi : Kelurahan
Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji,
Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan
Sumber Taman; diarahkan mempunyai fungsi sebagai
pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum,
perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanion dan

sarana olahraga.

2.2. CAPAIAN KINERJA
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 — 2019 terdapat
Indikator-Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan
penyelenggaraan sub urusan. Indikator kinerja dimaksud dapat
menjadi folok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan di Kota
Probolinggo, selain mengacu pada readlisasi pelaksanaan program
dan kegiatan. Adapun realisasi capaian pelaksanaan IKU RPJMD

dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 8: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo
Tahun 2015-2017

Urusan/Indikator Kinerja

Utama

] | Indeks Pembangunan Indeks | 72.5 73 71,01 | 71,5 | 72.09 | 72,53
Manusia

o | Indeks Pembangunan Indeks | 9676 | 96.765 | 96,65 | 96,11 | 96,07 | 95,56
Gender

3 Pertumbuhan Ekonomi % 6.13 6.18 5,86 5,88 5,88 5,89

4 | Persentase Penduduk % 28 | n/a | 817 | 797 | 784 | 720
Miskin

5 Indeks Infrastruktur Indeks 76.7 80.36 72,08 74,01 75.6 69,29

1) Indeks Toleransi Indeks 4.8 53 2,32 4.65 4,65

7 | Indeks Kualitas Indeks | 59.18 | 6278 | 53.18 | 57,04 | 58.80 | 59,49
Lingkungan Hidup

8 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 58 61 N/A N/A 62,66 70

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dan LKPJ AMJ Kota Probolinggo
Tahun 2014-2019
Tabel 2.8 menunjukkan capaian IKU Kota Probolinggo Tahun
2018 sudah mendekati target tahun 2019, kondisi ini memungkinkan
untuk tercapai di tahun 2019. Namun ada 1 indikator yang sudah
mampu melebihi target 2019, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Gap
expectation capaian Tahun 2018 terhadap target tahun 2019
dapat dilihat di grafik berikut:

Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Gender
Pertumbuhan Ekonomi
Persentase Penduduk Miskin
Indeks Infrastruktur

Indeks Toleransi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Reformasi Birokrasi

M Capaian ™ Target

Gambar 2. 4: Gap Expectation Capaian IKU Tahun 2018 terhadap
Target Tahun 2019
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2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 — 2019 terdapat
Indikator-Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terkait dengan
penyelenggaraan sub urusan. Indikator kinerja dimaksud dapat
menjadi folok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan di Kota
Probolinggo, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan. Adapun realisasi capaian pelaksanaan IKD RPJMD

dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9: Capaian Indikator Kinejq Daerah (IKD) Tahun 2015-2017
Aspek/Fokus/Bidang Capaian

Urusan/Indikator
Kinerja 2017
Pembangunan
Daerah
Persentase

1 Perfumbuhan PDRB % 8,5 8,7 12,49 | 12,96 | 10,06 | 10,06
Sektor Perdagangan

Persentase
5 Per’rumbuhoq PDRB % 7 50 775 11,01 7 47 7,74 7.74
Sektor Industri
Pengolahan
Persentase
Pertumbuhan PDRB
3 | Sektor Perfanian, % 700 | 725 | 935 | 789 | 696 | n/a
Perkebunan,
Kehutanan, dan

Perikanan
4 | Indeks Pendidikan Indeks 0,69 0,70 0,65 0,66 0,66 0,67
5 | Indeks Kesehatan Indeks 0,77 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77
6 | Indeks PPP Indeks 0,75 0,76 0,72 0,72 0,74

Persentase
Infrastruktur Dasar
7 . % 94,17 | 96,00 | 79,21 81,66 | 88,71 69,21
yang Berkualitas
Baik
Persentase

8 | ketersediaan % 72,21 76,24 | 67,92 | 69,41 71,27 | 69.36
infrastruktur dasar
Persentase

9 | Penurunan Luas % 20,00 | 25,00 N/A 10,72 | 14,09 n/a
Permukiman Kumuh
Persentase n/a
10 | Penurunan Persen | 22,50 25,00 0,07 0,14 21,02
Kriminalitas
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Urusan/Indikator

Kinerja
Pembangunan
Daerah

Persentase Potensi n/a
11 | Konflik yang Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
terselesaikan
WilkayahTangguh |, 0n | 9,00 | 1400 | 400 | 500 | 600
Bencana
Persentase PMKS n/a
13 | Terhadap Jumlah % 0,58 0,34 2,62 1,60 0,96
Penduduk
Tingkat
14 | Pengangguran % 3,20 3,00 4,01 3,75 3.42 3,64
Terbuka
Indeks
15 | Pemberdayaan Indeks | 67,71 68,15 | 66,28 | 66,71 66,69 | 66,53
Gender
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Persentase n/a
Perangkat Daerah % 40,00 | 42,50 | 32,50 | 3500 | 37,50
yang Menerapkan E
Goverment
Persentase n/a
1g | Perfumbuhan nilai % | 800 | 800 | 3959 | 11,23 | 5620

investasi daerah
(PMA dan PMDN)
Rasio PAD terhadap n/a
ferhadap fotal Skor | 137 | 233 | NJA | N/A | 1903
pendapatan
daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Opini BPK Terhadap
21 | Laporan Keuangan Skor WTP WTP WDP WDP WTP WTP
Daerah

22 | Nilai SAKIP Rasio 7500 | 80,00 | 44,05 | 51,11 60,14 85
23 | Nilai LPPD Skor 3,40 3,50 | 3,209 | 3,244 N/A 3.25
Indeks
24 | Profesionalisme % 88,00 | 88,00 N/A N/A 87.04 62
Aparatur
Sumber: Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dan LKPJ AMJ
Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

12 n/a

16 % 90,00 | 90,00 | 89,40 | 89,67 | 57,19 | 90,15

17

19

20 Skor 80,00 | 80,50 | 80,00 | 79,30 | 81,25 | 815

Tabel 2.9 menunjukkan capaian IKD Kota Probolinggo Tahun
2017 sudah mendekati target tahun 2019, kondisi ini memungkinkan
untuk tercapai di tahun 2019, meskipun terdapat beberapa

Indikator ang masih jauh dari target 2019. Namun ada 10 indikator
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yang sudah mampu memenuhi target 2019. Jika dibandingkan
dengan 14 indikator lain yang belum memenuhi target, maka untuk
mencapai target 2019 optimis dapat tercapai di akhir periode
RPJMD. Gap expectation capaian Tahun 2017 terhadap target
tahun 2019 dapat dilihat di grafik berikut:

Indeks Profesionalisme Aparatur

Nilai LPPD

Nilai SAKIP

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah
Persentase Pertumbuhan nilai investasi daerah (PMA dan PMDN)
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E Goverment
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indeks Pemberdayaan Gender

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase PMKS Terhadap Jumlah Penduduk

Wilayah Tangguh Bencana

Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan

Persentase Penurunan Kriminalitas

Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh

Persentase ketersediaan infrastruktur dasar

Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik

Indeks PPP

Indeks Kesehatan

Indeks Pendidikan

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

IIIIIIII'II'°"I|I'I||IIl §

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

W Capaian Target

Gambar 2. 5: Gap Expactation Capaian Tahun 2017 Terhadap
Target Tahun 2019
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2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.3.1.1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah fertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi
pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas
dasar harga konstan menunjukkan nilai fambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga
berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya
ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui
perftumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun atau
pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga
dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks impilisit).
Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga

berlaku dan PDRB menurut harga konstan.
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Tabel 2. 10: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar harga

Konstan Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 (dalam juta
Lapangan Usaha

Industry
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agriculture, Forestry
and Fishing

425 323,60

443 796,13

455 966,89

451 980,72

Pertambangan dan Penggao-
lian/Mining and Quarrying

0,00

0.00

0,00

0.00

Industri
Pengolahan/Manufacturing

1105 873,91

1141 326,76

1202 832,18

1274 089,37

Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas

8 054,95

8347,73

8 652,40

8 941,42

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang/Water Supply,
Sewerage, Waste
Management and
Remediation Activities

1578881

16 513,99

17 591,70

18 351,06

Konstruksi/Construction

400 900,29

426 797,11

461 008,62

494 665,56

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/Wholesale and
Retail Trade; Repair of Motor
Vehicles and Motorcycles

1 602 241,06

1710 435,04

1825 584,75

1 945 884,93

Transportasi dan
Pergudangan/Transportation
and Storage

899 346,65

959 822,56

1027 953,74

1103 005,74

Penyediaan Akomodasi dan
Makan
Minum/Accommodation and
Food Service Activities

215 552,58

234 347,11

254 924,10

274 999,43

Informassi dan
Komunikasi/Information and
Communication

388 243,06

417 865,01

448 355,98

479 632,36

Jasa Keuangan dan
Asuransi/Financial and
Insurance Activities

399 467,06

427 174,08

441 967,37

464 765,57

Real Estat/Real Estate Activities

204 321,54

216 887,61

227 658,89

242 186,41

Jasa Perusahaan/Business
Activities

42 472,37

44 698,42

47 401,25

50 858,57

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waijib/Public Administration
and Defence; Compulsory
Social Security

322 738,02

338 439,70

349 937,79

364 732,84

Jasa Pendidikan/Education

310 861,08

329 264,05

344 394,18

363 396,81

Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial/Human Health and

58 439,20

62102,95

65 551,23

70 619,99

11-18




Lapangan Usaha

Industry
Social Work Activities

2015 2016 2017 2018

Jasa lainnya/Other Services
Activities

229 130,58 240 472,54 250 834,47 263 705,90

C |4 |»n|Ao

Produk Domestik Regional Bruto

Gross Regional Domestic Product 6628 754,75 | 7018 290,81 7430 615,53 | 7871 816,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur
perekonomian suatu wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB
pada diatas, sektor terbesar pembentuk PDRB Kota Probolinggo
adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Repasasi Mobil dan
Sepeda Motor dengan angka mencapai Rp. 1.945.884.930.000,-
pada tahun 2018, disusul oleh sektor Industri Pengolahan sebesar
Rp. 1.274.089.370.000,- pada Tahun 2018 serta Transportasi dan
Pergudangan dengan angka 1.103.005.740.000,- pada tahun 2018.
3 besar pembentuk struktur perekonomian Kota Probolinggo dapat

dilihat pada gambar berikut:

B Perdagangan Besar
dan Eceran

Transportasi dan
Pergudangan

45%
Industri Pengolahan

14%

15% Sektor Lain

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 6: 3 Besar Pembentuk Struktur Perekonomian
Kota Probolinggo Tahun 2017
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Tabel 2. 11: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar harga
Berlaku Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 (dalam juta

Lapangan Usaha
Industry
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agriculture, Forestry
and Fishing

2015

550781.76

2016

594 248.64

2017

635 562,60

2018

659 674,65

Pertambangan dan Penggo-
lian/Mining and Quarrying

0.00

0.00

Industri
Pengolahan/Manufacturing

1269 479.81

1 364 366.09

1469 934,15

1596 901,83

Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas

9 067.97

9 832.57

11 487,78

12 329,45

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang/Water Supply,
Sewerage, Waste
Management and
Remediation Activities

18 036.52

19 434.30

21 026,58

2212017

Konstruksi/Constfruction

481 159.47

541 539.10

592 638,97

640 544,76

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/Wholesale and
Retail Trade; Repair of Motor
Vehicles and Motorcycles

1 995 689.40

2254 297.61

2481 111,50

2745 397,52

Transportasi dan
Pergudangan/Transportation
and Storage

1081576.15

1169 753.16

1305 844,34

1427 318,95

Penyediaan Akomodasi dan
Makan
Minum/Accommodation and
Food Service Activities

295 490.38

338 892.01

376 706,18

410 797,92

Informasi dan
Komunikasi/Information and
Communication

398 538.40

440 916.01

481 050,31

514 809,94

Jasa Keuangan dan
Asuransi/Financial and
Insurance Activities

539 094.26

601 370.33

646 377,68

699 834,69

Real Estat/Real Estate
Activities

243 997.00

267 702.22

286 057,16

317 946,08

Jasa Perusahaan/Business
Activities

51 150.28

55 682.94

60 888,43

67 991,69

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Waijib/Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security

402 911.29

440 047.84

469 281,75

520 170,44

Jasa Pendidikan/Education

392 399.19

420 325.83

448 183,84

479 226,07
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Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018
Industry
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q | Sosial/Human Health and 71 079.48 77 154.06 84 092,92 90 727.65
Social Work Activities
R
S . .
Jasalainnya/Other Services 271 652.59 | 292546.19 |  309790,86 | 336 650,37
T Activities
U
Produk Domestik Regional Bruto 10 542
Gross Regional Domestic Product 8072103.96 | 8888108.89 9 680 035,06 442,18

Sumber: Badan Statfistik Kota Probolinggo

Berbanding lurus dengan PDRB atas dasar harga konstan, 3
besar penyumbang PDRB Kota Probolinggo masih di dominasi oleh
sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor dengan konftribusi sebesar Rp. 2.745.397.520.000,- di tahun
2018. Sektor kedua adalah Industri Pengolahan dengan konftribusi
sebesar Rp. 1.596.901.830.000,- pada tahun 2018, serta Sektor
Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 1.427.318.950.000,-
ditahun 2018.

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi
fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah
industri, pertambahan produksi sektor-sektor  ekonomi,
pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah
sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-
kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-
perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar
harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat
sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan

paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat
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mengakibatkan tferhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah  sektor
mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka
sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik
perftumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan
ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun
pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan
sangat  berpengaruh terhadap pergerakan  pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2. 12: Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota
Probolinggo Tahun 2011-2018

Lapangan Usaha

2015 2016 2017 2018

Industry
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing 3,52 4,34 2,74 - 087
Pertambangan dan Pengga-lian/Mining and
Quarrying
Industri Pengolahan/Manufacturing 5,51 3,21 5,39 5,92
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and 3.20 3.63 3.65 3.34
Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang/Water Supply, 2 45 459 6,53 432
Sewerage, Waste Management and
Remediation Activities
Konstruksi/Construction 3,83 6,46 8,02 7.30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and
Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and 6,46 6,75 6.73 6,59
Motorcycles
Transportasi dan
Pergudangan/Transportation and Storage 6.79 6,72 7.10 730
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum/Accommodation and Food Service 9.08 8,72 8,78 7.88
Activities
Informasi .don. Komunikasi/Information and 726 7 63 730 6.98
Communication
Jasa Keuongqn. glcm Asuransi/Financial and 710 6.94 346 516
Insurance Activities
Real Estat/Real Estate Activities 5,92 6,15 4,97 6,38
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Lapangan Usaha

Industr 2015 2016 2017
Jasa Perusahaan/Business Activities 6,12 5,24 6,05 7.29
N
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O Jaminan Sosial Wajib/Public Administration 4,55 4,87 3.40 4,23
and Defence; Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education 5,48 5,92 4,60 5,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human
Q Health and Social Work Activities 6.76 6.27 5,55 7.73
R
S ) . .
T Jasa lainnya/Other Services Activities 2,85 4,95 4,31 5,13
U
Produk Domestik Regional Bruto
Gross Regional Domestic Product 5.86 5.88 5.88 5,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

30.00

25.00

B Perdagangan Besar dan
20.00 - Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

15.00 - Industri Pengolahan
10.00 -

B Transportasi dan
500 - Pergudangan
0.00 -

2015 2016 2017 2018

Sumber: Badan Pusat Stafistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 7: 3 Besar Pertumbuhan PDRB Sektor Dominan
Kota Probolinggo Tahun 2015-2018

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari

kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan

11-23



produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Laoju pertumbuhan
ekonomi Kota Probolinggo tahun 2017 sebesar 5,88 persen,
terhitung konstan dibanding tahun 2016 yang dengan capaian 5,88
persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Tahun 2017 dicapai oleh
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor sebesar 10,06 persen, Disusul Industri
Pengolahan sebesar 7,63 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan sebesar 6,96 persen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 8: Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo 2012-2017

2.3.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan
pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan
pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di
masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah
perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang

telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna
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dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan
barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup
tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya
beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai
ril uang menurun).

Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga
barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti
terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh
barang/jasa (nilai ril yang menurun), tidak hanya merugikan
golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi
produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman
modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara,
daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil
keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam
menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data
inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan
pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

Tabel 2. 13: Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2013-2017

° U 014 U 016 U

Januari 1,02 0,95 -0,17 0,42 1,13
Pebruari 0,86 0,02 -0,42 -0,08 -0,06
Maret 0,92 0,16 0,02 -0,08 -0,29
April -0,82 -0,14 0,36 -0,16 0,44
Mei -0,07 0,12 0,44 0,15 0,68
Juni 0,93 0.47 0,46 0.35 0.54
Juli 3.13 0,99 0,7 0,63 -0,07
Agustus 1,41 0,07 0,02 -0,2 -0,19
September -0,5 0,04 0,23 -0,14 0,11
Oktober -0,15 0,46 0,02 -0,21 -0,17
Nopember 0,12 1,31 0,05 0,47 0.27
Desember 0,9 2,15 0,41 0,38 0,69
Kumulatif 7,98 6,79 2,11 1,53 3,18

Sumber: Badan Pusat Stastistik
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
Gambar 2. 9: Tingkat Inflasi Tahunan Kota Probolinggo
Tahun 2013-2017

Mulai tahun 1999 penghitungan inflasi tidak seperti tahun-
tahun sebelumnya dimana inflasi 1 tahun merupakan penjumlahan
inflasi 12 bulan, tetapi dihitung point demi point. Dalam
penghitungan Inflasi tahun 2012, digunakan tahun dasar 2002.
Pada tahun 2012 inflasi sebesar 4,63% terbagi dalam 7 kelompok.
Inflasi terbesar pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau sebesar 6,83% diikuti kelompok makanan yaitu sebesar

5,95% dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,16%.

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
23.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan unfuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan

komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
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evaluative. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan
terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung
parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat
pada umumnya juga belum optimal. Indeks kemiskinan merupakan
sebuah indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan
manusia) dalam figa dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan
standar hidup layak. Indeks ini mengartikan tingkatan status
kemiskinan manusia di suatu wilayah. Berikut data kemiskinan di
Kota Probolinggo;

Tabel 2. 14: Tingkat Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2015-2017

2015 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk 19396 18350 18015  16.900
Miskin

Pe.rse.an’rase Penduduk 8.17 797 7 84 790
Miskin

Indeks Keparahan

kemiskinan P2 0,37 0,20 0,18 0.17
Indeks kedalaman 1,36 0,98 0,92 0.89
Kemiskinan P1

Garis Kemiskinan

(Rp/Perkapita/Bulan) 403.037  418.480 427 .392 479 267

Sumber: BPS Provinsi jawa Timur
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2014 2015 2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa timur

Gambar 2. 10: Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo

Jika disgjikan dalam bentuk grafik, maka terlihat bahwa
tingkat kemiskinan kota Probolinggo memiliki kecenderungan yang
positif, yaitu selalu menurun setiap tahunnya. Indikator utama
adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2015
sebesar 18.660 menjadi 18.230 pada tahun 2017. Tren penurunan
secara otomatis di ikuti persentase penduduk miskin, dimana pada
tahun 2015 sebesar 8,37 menurun menjadi 7,84 pada tahun 2017.
Data terakhir 2018, persentase penduduk miskin kembali menurun

menjadi 7,20.

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga
indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan
Indeks Daya beli. Dari tahun 2010 hingga 2016 IPM Probolinggo
selalu mengalami kenaikan, meskipun masih berada di bawah
angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari

naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks
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Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Indikator
IPM saat ini terdiri dari 3 bariabel pembentuk yang meliputi Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks PPP. Di Kota Probolinggo
sendiri menggunakan 4 indikator untuk mengukur IPM, antara lain
Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama

sekolah, dan Daya Beli (PPP).

Tabel 2. 15: Indikator Pembentuk IPM

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018
Usia Harapan Hidup 69,52 69,72 69,79 69,86 70,00
Harapan Lama Sekolah 13,29 13,32 13,54 13,55 13,56
Rata-rata Lama Sekolah 8,44 8,46 8,47 8,48 8,49
Daya Beli (000 Rupiah) 10.182 10.558 10.792 11.390 11,796

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

72.53
72.09 >

Jor— 150
7049 : 057

70.27
1095 69.76

68.93 68.95

68.14 67.75 68.14

66.74

67.3

66.06
65.36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Probolinggo Jawa timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Gambar 2. 11: Perkembangan IPM Kota Probolinggo

Sejak IPM kabupaten/kota dihitung pertama kalinya oleh BPS

Provinsi Jawa Timur pada tahun 1990, Upaya pembangunan
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sumber daya manusia (SDM) di Kota Probolinggo memiliki tren
peningkatan yang cukup baik. Sejok tahun 2010 IPM Kota
Probolinggo terus mengalomi peningkatan seiring dengan
berbagai program  peningkatan  kesejahteraan  warganya.
Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Probolinggo
tahun 2014 mencapai 70,49 dibanding tahun 2010 yang 67,3. Untuk
mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup
(AHH), Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-
rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sementara dimensi
hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari

rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya, memiliki
indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang tferdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks
Purchasing Power Parity (PPP). Selain variabel yang sama indicator
pembentuk varibelnyapun juga sama yakni Angka Harapan Hidup,
Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan
Pengeluaran Perkapita. Perebedaan yang mendasar antara IPG
dan IPM adalah tereletak pada tujuan data dan penghitungannya.
Berbeda dengan IPM yang melihat pembangunan manusia secara
keseluruhan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi disuatu daerah, IPG bertujuan untuk melihat tingkat
pembangunan gender (perempuan) dari tiga aspek yang sama
dengan IPM. Sedangkan penghitungan IPM dan IPG sejatinya
masin menggunakan metode yang sama, namun IPG memisahkan
antara penghitungan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan

kemudian dicari rasio diantara keduanya. Nilai IPG yang mendekati
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100 menunjukkan pembangunan gender antara laki-laki dan
perempuan seimbang, dan begitu pula sebaliknya jika menjauhi
100, maka pembangunan gender makin fimpang antar
jenis kelamin.

Pembangunan responsif gender belum sepenuhnya
terealisasi di seluruh wilayah. Terlebih lagi jika melihat lebih dalam
ke wilayah yang lebih kecil. Disparitas pembangunan antara laki-
loki dan perempuan pada level kabupaten/kota terlihat lebih jelas.
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM perempuan
pada kategori tinggi dan sangat tinggi terlihat sangat sedikit. Di
tahun 2015, meskipun IPM perempuan tidak ada yang mengalami
penurunan, kesenjangan dengan IPM lakilaki masih terlihat sangat
signifikan. Kabupaten/kota dengan capaian IPM laki laki berada di
atas 70 sudah mencapai 292 kabupaten/kota. Sementara itu,
kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan pada kategori
yang sama, baru mencapai 106 kabupaten/kota. Bahkan
kabupaten/kota dengan kategori pencapaian IPM laki-laki sangat
tinggi (lebih dari 80) jumlahnya mencapai 5 kali lipat dari jumlah
kabupaten/ kota dengan kategori pencapaian IPM perempuan

dalam kategori yang sama.

98
97
96
95
94
93

92
91 — = — —
90
89
88
87

‘_‘-—"‘—'——-__4

L 4

2015 2016 2017 2018
=—4—Kota Probolinggo 96.65 96.11 96.07 95.56
== ProvinsiJawa Timur 91.07 91.5 91.9 90.77

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur
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Gambar 2. 12: perkembangan IPG Kota Probolinggo dan
Jawa Timur

Indeks pembangunan gender Kota Probolinggo mengalami
penurunan 3 tahun terakhir. Terhitung sejah 2015 menuju 2017
mengalami penurunan, namun angka IPG masih diatas rat-rata
jowa timur. Tahun 2015 yang mencapai 96,65 menurun 96,11
ditahun 2016 dan semakin menurun di tahun 2017 sebesar 96,07.
Berbeda dengan Provinsi jawa timur yang memiliki kecenderungan

stabil, di 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.4.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
2.4.1.1. Pendidikan
> Kinerja Daerah

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang
sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia
yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta
memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam lima tahun
terakhir kinerja layanan pendidikan telah mengalami beberapa
peningkatan. Adapun capaian kinerja pembangunan pendidikan
antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 16: Realisasi Kinerja Daerah Bidang Pendidikan
CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pendidikan Dasar :

Angka Partisipasi 110,13 109,93 110,78 111,14 109,05 103,12
Kasar (APK)

SD/MI/Paket A (%)

Angka Partisipasi 102,80 101,08 101,02 101,90 99.87 94,87
Murni (APM)

SD/MI/Paket A (%)
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Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B
(%)

116,63

118,32

120,45

124,11

122,57

114,15

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
(%)

94,51

81,52

95,56

97.58

95,44

93.47

Rasio Ketersediaan
Sekolah / Penduduk
Usia Sekolah

1:163

1:164

1:165

1:181

210,12

1:228,7

Rasio Guru/Murid

1:15

1:16

1:15

1:13

1:14,15

1:14,36

Pendidikan
Menengah:

Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket
C (%)

126,19

126,9

127,91

123,63

125,58

115,87

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C (%)

89.83

98,45

95,96

95,54

98,25

90,89

Rasio Ketersediaan
Sekolah / Penduduk
Usia Sekolah

1:195*

1:256*

1:258*

1:319*

1:
257,20

1:277,32

Rasio Guru/Murid

1:10

1:10

1:10

1:10,87

1:10,87

Fasilitas Pendidikan

Gedung SD/MI
dalam kondisi baik

139

139

139

116

137

131

Gedung SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA
dalam kondisi baik

80

80

80

72

72*

Angka Putus
Sekolah :

APS SD/MI (%)

0.07

0.05

0.08

0,07

0,02

0.02

APS SMP/MTs (%)

0.16

0,23

0.18

0.04

0,09

0.12

APS SMA/SMK/MA
(%)

1,6

1.4

0.85

0,66

0.89

0.97

Angka Kelulusan :

AL SD/MI (%)

99,57

100

100

100

100

100

AL SMP/MTs (%)

99,93

100

100

100

100

100

AL SMA/SMK/MA
(%)

99,18

100

100

100

100

100

Angka Melanjutkan

AM SD/MI ke
SMP/MTs (%)

105,67

121,02

117,38

111,51

117

114,10
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2 AMSMP/MTs ke 143,68 139,74 135,74 101,17 123,60 123,18
SMA/ SMK/MA (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas, indikator Pendidikan dasar daloam
lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik dari
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs rata-rata pada
tahun 2012 sampai dengan 2017 angka capainnya lebih dari 100%.
Tidak hanya pada pendidikan dasar, pada pendidikan menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA juga meningkat hingga
mencapai 125,58 % pada tahun 2016 namun pada tahun 2017
menurun hingga 115,87. Sedangkan pada fasilitas pendidikan
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2012 sampai
dengan 2014 tetap stabil tetapi pada tahun 2015 hingga 2017
cenderung fluktuatif. Dari data layanan pendidikan angka putus
sekolah SD/MI dan SMP/MTs sampai dengan tahun 2017 tidak
mencapai 1% dan semakin menurun dari tahun ke tahun hal inipun
juga berlaku pada angka putus sekolah SMA sampai tahun 2017
mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,97. Angka
Kelulusan Kota Probolinggo konsisten sampai tahun terakhir 100%
lulus pada tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Rata-rata
siswa SD/MI melanjutkan pada jenjang selanjutnya hal ini juga
berlaku pada tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dapat
disimpulkan bahwa layanan pendidikan di Kota Probolinggo dari
tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pembangunan di bidang pendidikan Kota Probolinggo juga
dipengaruhi oleh jumlah pengangguran yang besar. Berikut adalah
data terkait jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di
Kota Probolinggo:

Tabel 2. 17 : Daftar Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat
Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2017

m Awal Tahun Terdaftar Ditempatrkan
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Kualifikasi Awal Tahun Terdaftar Ditempatrkan

Tidak Tamat SD 28 0 -

SD 200 56 40
SLTP/SMP/sederajat 683 118 40
SLTA/SMA/sederajat 7.884 1.167 709
Akademi/Universitas 4,186 270 56

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa para pencari kerja
Kota Probolinggo tahun 2017 yang terbesar adalah pada lulusan
SLTA/SMA/sederajat. Diawal tahun saja jumlah pencari kerja lulusan
SLTA/SMA/sedergjat  sejumlah 7.884, sementara yang sudah
terdaftar yaitu sebesar 1.167, dan yang sudah berhasil ditempatkan
sebesar 709. Jumlah pencari kerja diatas ikut menyumbang
pengangguran terbesar di Kota Probolinggo. Untuk itu diperlukan
solusi pembangunan perguruan tinggi vokasi di Kota Probolinggo.
Pembangunan perguruan tinggi vokasi dimaksudkan agar para
lulusan  SMK dapat melanjutkan  pendidikan sesuai dengan
bidangnya sehingga memperluas peluang kerja dari perusahaan

yang bisa dimasuki oleh lulusan SMK.

> Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Dasar Bidang Pendidikan terdapat 14 indikator
yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Pendidikan ini pada
SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan
dalam Segala Bentuk Dimanapun serta Tujuan 4 yaitu Menjamin
Kualitas Pendidikan yang Inklusif. Secara rinci capaian indikator-
indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Waijib Dasar Bidang Urusan

Pendidikan terdapat pada tabel berikut:

11-35



Tabel 2. 18: Capaian Indikator SDGs Bidang

Capaian

Pendidikan

Indikator 2014 2017 Target 2019 Keterangan
Angka Partisipasi  Murni Meningkat
(APM) SD/MI/sederajat 99.87% 94,87% menjadi
94,78%
Angka Partisipasi  Murni Meningkat
(APM) 95,44% 93.,47% menjadi
SMP/MTs/sederagjat 94,78%
Proporsi anak-anak dan
remaja: (a) pada kelas 4,
(b) tingkat akhir SD/kelas
6, (c) tingkat  akhir
SMP/kelas 9 yang 94,40% 96,14% Meningkat
mencapaqi standar
kemampuan  minimum
dalam: (i) membaca, (i)
matematika
Persentase SD/MI Meningkat
berakreditasi minimal B 93.62% 93.43% menjadi 84,2%
Persentase SMP/MTs Meningkat
berakreditasi minimal B 76.19% 77.27% menjadi 81%
Angka Partisipasi  Kasar Meningkat
(APK) SD/Ml/sederajat 109,05% 103,12% menjadi
114,09%
Angka Partisipasi  Kasar Meningkat
(APK) SMP/MTs/sederajat 122,57% 114,15% menjadi
106,94%
Rata-rata lama sekolah Meningkat
penduduk  umur 215 9,71 9.84 menjadi 8,8
tahun tfahun
Angka Partisipasi  Kasar .
(APK) Pendidikan Anak | 94,28% 97,36% mg"gg';‘ig;f;%
Usia Dini (PAUD) '
Rasio Angka Partisipasi 99,87 94,87
Murni (APM) (APM (APM
perempuan/laki-laki  di SD/MI/ SD/MI/
(1) SD/Ml/sederajat; (2) | Paket A); Paket A);
SMP/MTs/sederajat;  (3) 95,44 93,47
SMA/SMK/MA/sederajat; (APM (APM
dan Rasio Angka | SMP/MTs/ | SMP/MTs/ Meningkat
Partisipasi  Kasar (APK) | Paket B); Paket B);
perempuan/laki-laki  di 98,25 90,89
(4) Perguruan Tinggi (APM (APM
SMA/SMK/ | SMA/SMK/
MA/ Paket | MA/ Paket
C) C)
Persentase angka melek Meningkat
aksara penduduk umur 95,04% 95,44% o
>15 tahun menjadi 96,1%
Persentase angka melek .
aksara penduduk  umur 95.04% 95,44% Meningkat -
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) .
Indikator - Capaian Target 2019 Keterangan

15-24 tahun dan umur 15-
59 tahun

Proporsi sekolah dengan
akses ke: (a) listrik (b)
infernet  untuk  tujuan

pengajaran, (c)
komputer untuk tujuan
pengajaran, (d)

infrastruktur dan materi
memadai  bagi siswa
disabilitas, (e) air minum
layak, (f) fasilitas sanitasi
dasar per jenis kelamin,
(g) fasilitas cuci tangan
(terdiri air, sanitasi, dan
higienis  bagi semua
(WASH)

(@) 170 (b) | () 170 (b)

62(c) 170 | 62 (c)170 | Meningkat

Persentase guru TK, SD,
SMP, SMA, SMK, dan PLB
yang bersertifikat
pendidik

1,822 3,939 Meningkat

Sumber: KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018
Keterangan:

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
BELUM mencapai target nasional

N
. Data BELUM tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan
BELUM mencapai target nasional
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-
indikator berikut: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederqjat,
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat, Proporsi anak-
anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c)
tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan
minimum dalam: (i) membaca, (i) matematika, Persentase SD/MI
berakreditasi  minimal B, Angka Partisipasi  Kasar  (APK)
SMP/MTs/sederajat, Rata-rata lama sekolah penduduk umur =15
tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24
tahun dan umur 15-59 tahun, Persentase guru TK, SD, SMP, SMA,
SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik merupakan indikator yang
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sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.
Sementara untuk indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi
minimal B, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Ml/sederajat, Rasio
Angka Partisipasi Murni (APM)  perempuan/laki-laki - di (1)
SD/MI/sederqjat; (2) SMP/MTs/sederqjat; (3)
SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)
perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi, Persentase angka
melek aksara penduduk umur 215 tahun merupakan indikator yang
sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional.
Sedangkan untuk indikator Proporsi sekolah dengan akses ke: (a)
listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk
tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa
disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis
kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis

bagi semua (WASH) datanya masih belum tersedia.

64,000%

29,000%

7,000%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 13: Capaian Indikator SDGs Bidang Pendidikan

11-38



» Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Pendidikan terdapat 27 indikator yang
dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 19: Capaian Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan
Standar Pelayanan

No -

Minimum

Target Capaian

2016 2017 2018 2016 2017 2018
I- Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/ Kota
1. Tersedia satuan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pendidikan dalam
jarak yang
terjangkau dengan
berjalan kaki yaitu
maksimal 3 km untuk
SD/MI dan 6 km
untuk SMP/MTs dari
kelompok
permukiman
permanen di daerah
terpencil
2. Jumlah peserta didik 85% 100% 100% 82,13%  79,48% 75,36%
dalam setiap
rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang,
dan untuk SMP/MTs
tidak melebihi 36
orang. Unfuk setiap
rombongan belajar
tersedia 1 (satu)
ruang kelas yang
dilengkapi dengan
meja dan kursi yang
cukup untuk peserta
didik dan guru, serta
papan fulis
3. Disetiap SMP dan 45% 100% 100%  31,05% 33,66% 33,66%
MTs tersedia ruang
laboratorium IPA
yang dilengkapi
dengan meja dan
kursi yang cukup
untuk 36 peserta
didik dan minimal
satu set peralatan
praktek IPA untuk
demonstrasi dan
eksperimen peserta
didik
4. Disetiap SD/MI dan 90% 100% 100%  82,32% 98,08% 98,08%
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Standar Pelayanan
Minimum

Target Capaian

2016 2017 2018 2016 2017 2018

75% 100%  100% 97.18%  94,74% 91,29%

100% 100%  100% 95.83% 96,17% 96.31%

5. Disetiap SD/MI
tersedia 1 (safu)
orang guru untuk
setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam)
orang guru untuk
setiap satuan
pendidikan, dan
untuk daerah khusus
4 (empat) orang
guru setfiap satuan

pendidikan

. Disefiap SD/MI
tersedia 2 (dua)
orang guru yang
memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-
IV dan 2 (dua) orang
guru yang telah
memiliki serfifikat
pendidik
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10.

11.

12.

13.

Standar Pelayanan
Minimum

Target

2014 2017
diantaranya (35%
dari keseluruhan
guru) telah memiliki
serfifikat pendidik,
untuk daerah khusus
masing-masing
sebanyak 40% dan
20%
Di setiap SMP/MTs 60% 100%
tersedia guru
dengan kualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik masing-
masing satu orang
untuk mata
pelajaran
Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris dan
PKn
Di setiap 95% 100%
Kabupaten/Kota
semua kepala SD/MI
berkualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik
Di setiap 80% 100%
kabupaten/kota
semua kepala
SMP/MTs
berkualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik
Di setiap 100%  100%
kabupaten/kota
semua pengawas
sekolah dan
madrasah memiliki
kualifikasi akademik
S-1 atau D-IV dan
telah memiliki
sertifikat pendidik
Pemerintah 100%  100%
kabupaten/kota
memiliki rencana

100%

100%

100%

100%

100%

62,31%

92,43%

77.57%

100%

100%

Capaian
2017

66,78%

92,80%

74,51%

100%

100%

2018

60,13%

921.88%

72,66%

100%

100%
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Stand’\f\:irnli’ril‘?ryrl‘anan Target Capaian
2016 2017 2018 2016 2017 2018

dan melaksanakan

kegiatan untuk

membantu satuan

pendidikan dalam

mengembangkan

kurikulum dan proses

pembelajaran yang

efektif

Peloyonon Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

16. Setiap SMP/MTs 45% 100%  100%  24,73% 30,28% 46,19%
menyediakan buku
teks yang sudah
ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah
mencakup semua
mata pelajaran
dengan
perbandingan satu
set untuk setiap
peserta didik
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Standar Pelayanan
Minimum

Target Capaian

2016 2017 2017 2018

tubuh manusia, bola
dunia (globe),
contoh peralatan
optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar,
dan poster/carta IPA

18. Setiap SD/MI memiliki 45% 100% 100%  59.35% 59.90% 64,05%
100 judul buku
pengayaan dan 10
buku referensi, dan
setiap SMP/MTs
memiliki 200 judul
buku pengayaan
dan 20 buku
referensi

19. Setiap guru tetap 100% 100%  100%  81,54% 84,55% 92.81%
bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan
pendidikan,
termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran,
menilai hasil
pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta
didik, dan
melaksanakan tugas
tambahan

20. Saftuan pendidikan 100%  100% 100% 98.5%  96,13% 96,13%
menyelenggarakan
proses
pembelajaran
selama 34 minggu
per tahun dengan
kegiatan tatap
muka sebagai
berikut: a) Kelas | -1l :
18 jam per minggu;
b) Kelas Il : 24 jam
per minggu; c) Kelas
IV - VI : 27 jam per
minggu; atau d)
Kelas VII - IX : 27 jam
per minggu

21. Satuan pendidikan 100%  100% 100%  97.58% 99.07% 99.07%
menerapkan
kurikulum tingkat
satuan pendidikan

11-43



Standar Pelayanan
Minimum

Target

2016 2017

Capaian
2017 2018

22.

23.

24.

25,

26.

(KTSP) sesuai
ketentuan yang
berlaku

Sefiap guru
menerapkan
rencana
pelaksanaan
pembelajaran (RPP)
yang disusun
berdasarkan silabus
untuk setiap mata
pelajaran yang
diampunya

Sefiap guru
mengembangkan
dan menerapkan
program penilaian
untuk membantu
meningkatkan
kemampuan belajar
peserta didik
Kepala sekolah
melakukan supervisi
kelas dan
memberikan umpan
balik kepada guru
dua kali dalam
sefiap semester
Setiap guru
menyampaikan
laporan hasil
evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setfiap
peserta didik
kepada kepala
sekolah pada akhir
semester dalam
bentuk laporan hasil
prestasi belajar
peserta didik
Kepala sekolah atau
madrasah
menyampaikan
laporan hasil
ulangan akhir
semester (UAS) dan
Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta
ujian akhir (US/UN)
kepada orang fua

100%  100%
100%  100%
100%  100%
100%  100%
100%  100%

100%

100%

100%

100%

100%

94,28%

95,21%

921.91%

98,15%

100%

94,44% 95.37%

96,30% 97.22%

93.83% 98.15%

98.15% 99.04%

99.07% 100%
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Standar Pelayanan
Minimum

Target Capaian

2016 2017 2018 2016 2017 2018
peserta didik dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau Kantor
Kementerian Agama
di kabupaten/kota
pada setiap akhir
semester
27. Setiap satuan 100%  100%  100%  79.25% 87.69% 96,30%
pendidikan
menerapkan prinsip-
prinsip manajemen
berbasis sekolah
(MBS
Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo
Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator
SPM  berupa Tersedia satuan pendidikan dalom jarak yang
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI
dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di
daerah terpencil telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018.
Capaian SPM untuk indikator tersebut pada tahun 2016-2018
adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi target tahun
2016-2018 vyakni 100%. Indikator lainnya yang telah mampu
memenuhi target tahun 2016-2018 yaitu Di setiap kabupaten/kota
semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki - kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah
sebesar 100% dan telah memenuhi target tahun 2016-2018 yakni
100%. Selain kedua indikator tersebut, terdapat satu indikator lagi
yang tfelah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yaitu
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan

kegiatan  untuk  membantu  satuan  pendidikan  dalam
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mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 yaitu sebesar
100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yakni
100%.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-
indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini
dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya
masih belum mampu memenuhi target tahun 2016-2018. Sebagai
contoh yaitu indikator Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang
cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan
praktek IPA unfuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah
sebesar 31,05% - 33,66% serta masih belum mampu memenuhi
target tahun 2016-2018 yakni 45% - 100%. Indikator yang perlu
mendapat perhatian lebih lainnya yaitu  Setiap  SMP/MTs
menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah  mencakup semua mata pelogjaran  dengan
perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Capaian dari
indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 24,73% -
46,19% serta belum mampu memenuhi target tahun 2016-2018
yakni 45% - 100%. Indikator-indikator SPM Bidang Pendidikan lainnya
juga memiliki capaian seperti halnya kedua indikator diatas.
Kurangnya lahan pada satuan lembaga sekolah, tidak meratanya
kualitas pendidikan di Kota Probolinggo serta anggaran BOS yang
masin belum diprioritaskan untuk pemenuhan SPM menjadi faktor
belum terpenuhinya capaian SPM seperti yang diharapkan.
Sehingga diperlukan beberapa solusi seperti pengadaan dana

untuk bantuan hibah pembangunan lab, perlunya pemerataan
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kualitas pendidikan dan sosialisasi kepada satuan lembaga sekolah

terkait Dana BOS agar diprioritaskan untuk pemenuhan SPM.

2.4.1.2.

> Kinerja Daerah

Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama
yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan
di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dir.
Moh. Saleh. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh
Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota Probolinggo terdapat 6
Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi pelayanan
secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh
beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan
bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum
Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum
yang berada di tengah kota juga perlu mendapat perhatian
mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat kecil
kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut
harus menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten
Probolinggo.

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian
pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan
pada tabel berikut :

Tabel 2. 20: Data Kinerja Indikator Kesehatan Kota Probolinggo
Tahun 2013 - 2014

O aikaro U D14 U D16 U

1 | Angka Harapan Hidup | 69.5 69.52 69.72 69.79 69.79
2 | Jumlah kematian Bayi 72 94 86 98 88
3 | Angkakematianbayi | 19.14 | 24.58 | 23.37 | 26.64 | 23.5]
4 jumlah kematian ibu 8 8 3 6 4
5 angka kematian ibu 81.54 163 106.89

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
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Data indikator kesehatan Kota Probolinggo terdapat lima
indikator. Pertama Angka harapan hidup, indikator ini pada tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan
yang konsisten tahun 2012 mencapai angka 69.46 hingga tahun
2016 mencapai angka 69.79 , seperti digambarkan pada grafik

dibawah ini:

ANGKA HARAPAN HIDUP

Gambar 2. 14: Angka Harapan Hidup

Meningkatnya angka harapan ini didukung oleh beberapa
faktor salah satunya adalah faktor kesehatan. Apabila angka
harapan hidup kota Probolinggo setiap tahunnya mengalami
kenaikan dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat
Probolinggu sudah terbilang mulai mengalami perbaikan.

Kedua indikator jumlah kematian bayi pada tahun 2012
sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cenderung
tidak stabil, tahun 2012 jumlah bayi yang meninggal sebesar 41,
tahun 2013 meningkat menjadi 72, tahun 2014 kembali mengalami
peningkatan sebesar 94, sedangkan pada tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 86 dan tahun 2016 kembali mengalami
peningkatan lagi sebesar 98, angka ini terbilang cukup besar

apabila dibandingkan dengan empat tahun lalu. Ketiga, indikator
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angka kematian bayi sejalan dengan jumlah kematian bayi
persentase angka kematian bayi pun mengalami ketidak stabilan
pada tahun 2012 sebesar 10.95%, tahun 2013 sebesar 19.14%, tahun
2014 sebesar 24.58%, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi
23.37% dan tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar
26.64%. Keempat, indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2012
sebesar 4 kasus, tahun 2013 sebesar 8 kasus, tahun 2014 fidak
mengalami peningkatan maupun penurunan dan tetap sebesar 8
kasus tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3 kasus angka ini
terbilang kecil dalam empat tahun terakhir dan tahun 2016 kembali
mengalami peningkatan kembali sebesar 6 kasus. Kelima, indikator
angka kematian ibu tahun 2015 sebesar 81,54% dan tahun 2016
sebesar 163%. Pada tahun terakhir angka ini sudah mencapai lebih
dari 100% yang artinya target dengan realisasi tidak seimbang,

realisasi melebihi target.

Tabel 2. 21: Data Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

Bayi (AKB)
TAHUN
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018
1 Angka Kematian 81,54/ 163,13/ 106,89 / 107,78 /
lbu (AKI) 100.000 KH  100.000 KH  100.000 KH  100.000 KH
2  Angka Kematian 23,3/ 26,6/ 23,51/ 11,85/
Bayi (AKB) 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

Data kesehatan menunjukkah bahwa AKlI meningkat dari
tahun 2015 sebesar 81,54 menjadi 107,78 pada tahun 2018.
Sedangkan AKB menurun dari tahun 2015 sebesar 23,3 menjadi
11,85 pada tahun 2018 meskipun pada tahun 2016 mengalami
kenaikan menjadi 26,6. Dengan kondisi ini, pelayanan terhadap
ibu hamil penting untuk ditingkatkan untuk mengurangi resiko

kematian ibu.
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> Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Suistanable Development Goals

Indikator  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Fokus
Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan di Kota
Probolinggo terdapat 44 indikator yang dapat dihitung. Dari 44
indikator tersebut yang sudah melebihi target sebanyak 20
indikator, indikator yang tidak memenuhi target sebanyak 9
indikator, Indikator yang belum dilaksanakan dan belum memenuhi

target sebanyak 3 indikator, dan indikator yang masih belum
memiliki data sebanyak 12 indikator. Secara rinci capaian indikator-
indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan
Kesehatan terdapat pada tabel 2.22.

Berdasarkan data diketahui bahwa sebagian besar dari
indikator TPB bidang kesehatan Kota Probolinggo mengalami
perkembangan yang positif. Hal tersebut terlihat dari 44 indikator,
terdapat 20 indikator yang mengalami kenaikan positif, sedangkan
9 indikator masih belum memenuhi target, Indikator yang belum
dilaksanakan dan belum memenuhi target sebanyak 3 indikator
sehingga capain dari tahun 2016-2017 masih 0%, dan indikator yang
masih belum memiliki data sebanyak 12 indikator sehingga capain
dari tahun 2016-2017 masih 0%. Pada tabel diatas yang mengalami
kenaikan adalah indikator Persentase perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas
kesehatan, Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
imunisasi dasar lengkap, Prevalensi kekurangan gizi (underweight)
pada anak balita, Prevalensi anemia pada ibu hamil, Persentase
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif,
Angka Kematian Ibu (AKIl), Proporsi perempuan pernah kawin umur
15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih, Persentase perempuan pernah kawin
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umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas
kesehatan, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup,
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Persentase
kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap
pada bayi, Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, Jumlah
orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang
terabaikan (Filariasis dan Kusta), Prevalensi obesitas pada
penduduk umur 218 tahun, Jumlah penduduk yang dicakup
asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000
penduduk, Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas,
Kepadatan  dan  distribusi  tenaga kesehatan,  Jumlah
desa/kelurahan  yang melaksanakan Sanitasi  Total Berbasis
Masyarakat (STBM), dan Jumlah desa/kelurahan yang Open
Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
termasuk dalam indikator yang telah mencapai target realisasi
nasional. Selain itu indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan
melalui SISN Bidang Kesehatan, Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, Prevalensi
malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5
tahun, berdasarkan ftipe, Prevalensi HIV pada populasi dewasq,
Prevalensi tekanan darah tinggi, Angka kelahiran pada perempuan
umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Cakupan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Angka kelahiran pada
perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), dan
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun
dan air adalah indikator dengan capaian yang belum mencapai
target tahun 2019. Indikator Kejadian Malaria per 1000 orang,
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, dan

Jumlah  kabupaten/kota yang memiliki  puskesmas  yang
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menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa adalah indikator
dengan capaian tahun 2016 dan 2017 0% hal ini dapat diartikan
bahwa indikator ini belum dilaksanakan dalom dua tahun terakhir
dan belum mencapai target. Sisanya adalah indikator yang masih
belum memiliki data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017
yakni Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah
1400 kkal/kapita/hari, Prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, Persentase
kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis
B, Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta, Jumlah kabupaten/kota
dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian
transmisi tahap 1), Persentase merokok pada penduduk umur <18
tahun, Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri, Prevalensi
penyalahgunaan narkoba, Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh
penduduk umur = 15 tahun dalam satu tahun terakhir, Unmet need
pelayanan kesehatan, Proporsi kematian akibat keracunan, dan
Persentase merokok pada penduduk umur 215 tahun indikator-
indikator ini adalah indikator yang masih belum memiliki data.
Secara keseluruhan urusan kesehatan Kota Probolinggo telah
mencapai angka yang baik dengan perolehan hampir setengah
indikator SDGs yang ditetapkan telah mencapai target dengan
baik, akan tetapi beberapa indikator perlu diperbaiki lagi agar

pada tahun 2019 dapat memenuhi target.
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Tabel 2. 22 Capaian Indikator SDGs Urusan Kesehatan
Kota Probolinggo

Indikator Capaian Target 2019
2016 2017
Proporsi peserta jaminan 30,06% 35,3% Meningkat
kesehatan melalui SJSN Bidang menjadi 95%
Kesehatan.
Persentase perempuan pernah 94,40% 96,14% Meningkat
kawin umur 15-49 tahun yang (3.707) (3.760) menjadi 70%
proses melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan.
Persentase anak umur 12-23 97,78% 118,41% Meningkat
bulan yang menerima imunisasi menjadi 63%.
dasar lengkap.
Prevalensi kekurangan gizi 7.5% 7.79% Menurun
(underweight) pada anak balita menjadi 17%
Proporsi penduduk dengan n/a n/a Menurun
asupan kalori minimum di menjadi 8,5 %
bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Prevalensi stunting (pendek dan 11,86% 12,09% Menurun
sangat pendek) pada anak di
bawabh lima tahun/balita.
Prevalensi stunting (pendek dan n/a n/a Menurun
sangat pendek) pada anak di menjadi 28%
bawah dua tahun/baduta.
Prevalensi malnutrisi (berat 4,65% 4,80 Menurun
badan/tinggi badan) anak
pada usia kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe.
Prevalensi anemia pada ibu 4,30% 4,00% Menurun
hamil. (177) (166) menjadi 28%
Persentase bayi usia kurang dari 65,10% 68,10% Meningkat
6 bulan yang mendapatkan ASI menjadi 50%
eksklusif.
Angka Kematian Ibu (AKI). 163.13% 106.89% | Menurun
(6) (4) menjadi 306

Proporsi perempuan pernah 94,40% 96,14% Meningkat
kawin umur 15-49 tahun yang menjadi 5%
proses melahirkan terakhirnya
ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.
hPersentase perempuan pernah 94,40% 96,14% Meningkat
kawin umur 15-49 tahun yang menjadi 85%
proses melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan.
Angka Kematian Balita (AKBa) 28.2% 24% (90) | Menurun
per 1000 kelahiran hidup. (104)
Angka Kematian Neonatal 23.9% (88) | 21,9% (82) | Menurun
(AKN) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) per | 26,6% (98) | 23,5% (88) | Menurun
1000 kelahiran hidup. menjadi 24

Keterangan




Persentase kabupaten/kota 97.42% 125,66% | Meningkat

yang mencapai 80% imunisasi menjadi 95%

dasar lengkap pada bayi.

Prevalensi HIV pada populasi 3,5% 1,9% Menurun

dewasa. menjadi
<0.5%

Insiden Tuberkulosis (ITB) per 184 187 Menurun

100.000 penduduk. menjadi 245

Kejadian Malaria per 1000 0 0 Menurun

orang.

Jumlah kabupaten/kota yang 0 0 Meningkat

mencapai eliminasi malaria. menjadi 300

Persentase kabupaten/kota n/a n/a Meningkat

yang melakukan deteksi dini

untuk infeksi Hepatitis B.

Jumlah orang yang 21 17 menurun

memerlukan intervensi

terhadap penyakit tropis yang

terabaikan (Filariasis dan Kusta).

Jumlah provinsi dengan n/a n/a Meningkat

eliminasi Kusta. menjadi 34
provinsi

Jumlah kabupaten/kota n/a n/a Meningkat

dengan eliminasi filariasis menjadi 35.

(berhasil lolos dalam survei

penilaian transmisi tahap 1).

Persentase merokok pada n/a n/a Menurun

penduduk umur £18 tahun. menjadi 5,4%

Prevalensi tekanan darah tinggi. 7.12 1.688 Menurun

(26.11%) | menjadi

24,3%

Prevalensi obesitas pada 5,943 798 (13%) | Menurun

penduduk umur 218 tahun.

Angka kematian (insidens rate) n/a n/a Menurun

akibat bunuh diri.

Jumlah kabupaten/kota yang 6 6 Meningkat

memiliki puskesmas yang Puskemas | Puskemas | menjadi 280

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa.

Prevalensi penyalahgunaan n/a n/a Menurun

narkoba. menjadi
angka 0,02%

Konsumsi alkohol (liter per n/a n/a Menurun

kapita) oleh penduduk umur 2

15 tahun dalam satu tahun

terakhir.

Angka kelahiran pada 94,40 96,14 Menurun

perempuan umur 15-19 tahun menjadi 38

(Age Specific Fertility

Rate/ASFR).

Unmet need pelayanan n/a n/a Menurun

kesehatan. menjadi
92.91%




Jumlah penduduk yang 75,50% 76,59% Meningkat

dicakup asuransi kesehatan

atau sistem kesehatan

masyarakat per 1000

penduduk.

Cakupan Jaminan Kesehatan 80,953 81,102 Meningkat

Nasional (JKN). menjadi

minimal 95%

Proporsi kematian akibat n/a n/a Menurun

keracunan.

Persentase merokok pada n/a n/a Menurun

penduduk umur 215 tahun.

Persentase ketersediaan obat 85% 85,5% Meningkat

dan vaksin di Puskesmas.

Kepadatan dan distribusi 1:2.072 1:1.195 Meningkat

tenaga kesehatan.

Angka kelahiran pada 94,40% 96,14% Menurun

perempuan umur 15-19 tahun menjadi 38

(Age Specific Fertility tahun

Rate/ASFR).

Proporsi populasi yang memiliki 86,90% 80,10% Meningkat

fasilitas cuci tangan dengan

sabun dan air.

Jumlah desa/kelurahan yang 26 29 Meningkat

melaksanakan Sanitasi Total menjadi

Berbasis Masyarakat (STBM). 45.000 (skala
nasional)

Jumlah desa/kelurahan yang 4 5 Meningkat

Open Defecation Free (ODF)/
Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS).

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH

mencapai target nasional

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai

target nasional
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45,455%

27,273%

20,455%

6,818%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 15 Capaian Indikator SDGs Bidang Kesehatan

> Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Tabel 2. 23: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang
Kesehatan Tahun 2014-2016

T;k’::,:‘ CAPAIAN ?kl:a:l CAPAIAN T&’:&T CAPAIAN
NO INDIKATOR 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN
(%) 2014 (%) (%) 2015 (%) ) 2016 (%)
1. | Cakupan 94 94.01 95 91.04 95 92.37
kunjungan lbu
Hamil K4
2. | Cakupan 80 97.43 80 90.8 80 81.04
komplikasi
kebidanan yang
ditangani
3. | Cakupan 95 93.8 95 92.95 920 94.4
pertolongan
persalinan oleh
fenaga
kesehatan yang
memiliki
kompetensi
kebidanan
4. | Cakupan 94 93.17 95 93.53 90 93.58
pelayanan Nifas
5. | Cakupan 80 78.25 80 69.2 80 52.23
neonatus
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NO

INDIKATOR

dengan
komplikasi
ditangani

TUJUAN
TAHUN
2014
(%)

CAPAIAN
TAHUN
2014 (%)

TUJUAN

CAPAIAN
TAHUN
2015 (%)

TAHUN
2015
(%)

TUJUAN

CAPAIAN
TAHUN
2016 (%)

TAHUN
2016
(%)

Cakupan
kunjungan Bayi

90 24.98

90 94.09

20 92.97

Cakupan
desa/kelurahan
Universal Child
Immunisation
(UCl)

82.76

95 82.76

100 72.41

Cakupan
Pelayanan anak
Balita

87 79.04

90 77.88

20 78.02

Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6
— 24 bulan
Keluarga miskin

100 100

100 100

100 100

10.

Cakupan Balita
gizi buruk
mendapat
perawatan

100 100

100 100

100

11.

Cakupan
Penjaringan
kesehatan siswa
SD dan setingkat

100 99.24

100 99.74

100 97.68

12.

Cakupan
peserta KB akfif

71.45

70 68.26

70 73.02

13.

Cakupan
penemuan dan
penanganan
penderita
penyakit :

a. | Penemuan
penderita
AFP

=2 1.74

b. | Penemuan
dan
penanganan
penderita
peneumonia
Balita

100 10.57

100 8.48

100 8.41
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TTT::I\T CAPAIAN T.rlkl:l?'\? CAPAIAN T;k’::}:‘ CAPAIAN
NO INDIKATOR TAHUN TAHUN TAHUN

@) DM o) 20150 ot 2016(%)

c. | Penemuan 85 37.45 90 61.22 100 68.83
dan
penanganan
pasien baru
TB BTA positif
d. | Penemuan 100 100 100 100 100 100
dan
penanganan
DBD

e. | Penanganan 100 142.17 100 114.57 100 1154
penderita
diare

14. | Cakupan 100 46.59 100 27.83 100 39.23
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin

15. | Cakupan 100 13.49 100 17.3 100 26.78
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin

16. | Cakupan 100 100 100 100 100 100
pelayanan
gawat darurat
level 1 yang
harus diberikan
sarana
Kesehatan (RS) di
kabupaten/kota
17. | Cakupan 100 100 100 100 100 100
desa/kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <
24 jam

18. | Cakupan desa 70 100 80 100 80 100
siaga aktif
Sumber: Data SPM Kota Probolinggo tahun 2017

2014 2015 2016

Pada data indikator SPM bidang kesehatan diatas dapat
dilihat pada bidang ini indikator SPM di jabarkan menjadi 18
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indikator utama dan 5 indikator pendukung. Dari 22 data diatas
terdapat empat indikator yang telah berhasil melampaui target
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni, Cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan kunjungan Bayi,
Penanganan penderita diare, dan Cakupan desa siaga akfif
dengan realisasi yang melampaui target dengan cukup baik. Selain
itu terdapat lima indikator yang realisasinya berhasil mencapai
target yakni, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
anak usia 6 — 24 bulan Keluarga miskin, Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatan, Penemuan dan penanganan  DBD,
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana Kesehatan (RS) di  kabupaten/kota,  Cakupan
desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam dengan target 100% dan realisasi 100% dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Berikutnya terdapat
Sembilan indikator dengan realisasi yang masih belum mencapai
target yakni Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani,
Cakupan desa/kelurahan  Universal Child  Immunisation  (UCI),
Cakupan Pelayanan anak Balita, Cakupan Penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat, Penemuan penderita AFP, Penemuan dan
penanganan penderita peneumonia Balita, Penemuan dan
penanganan pasien baru TB BTA positif, Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Sedangkan indikator
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 target tahun 2014 sebesar 94
dengan realisasi 94,01 melamapui target yang ditetapkan, tahun
2015 target dinaikkan menjadi 95 dan realisasi yang dicapai
menurun menjadi 91,04, tahun 2016 target tetap 95 dan realisasi
kembali meningkat sebesar 92,37 meski belum dapat mencapai

target oleh karena itu perlunya peningkatan pada capaian
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indikator tersebut. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2014 target
mencapai 95 dan realisasinya sebesar 93,8 tidak dapat mencapai
target, tahun 2015 target tetap sebesar 95 dengan realisasi 92,95
angka ini tidak dapat mencapai target dan juga mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2014, tahun 2016 target diturunkan
menjadi 90 dengan capaian 94,4 angka ini apabila dibandingkan
dengan dua tahun sebelumnya cenderung mengalami
peningkatan dan dapat melampaui target meski target yang
ditetapkan harus mengalami penurunan agar realisasi tahun
selanjutnya dapat mencapai target. Cakupan pelayanan Nifas
tahun 2014 ditetapkan target sebesar 94 dengan perolehan
realisasi sebesar 93,17 angka ini fidak dapat mencapai target yang
telah ditetapkan, tahun 2015 target ditingkatkan sebesar 95 dan
realisasinya meningkat sebesar 93,53 akan tetapi angka ini masih
tidak dapat mencapai target, tahun 2016 target diturunkan
menjadi 90 dan realisasi mengalami peningkatan 0,05 dari tahun
sebelumnya menjadi 93,58 karena target telah diturunkan maka
angka realisasi ini dinyakatan telah melampaui targetnya yang
sebesar 90. Cakupan peserta KB aktif tahun 2014 ditetapkan target
sebesar 270 dengan perolehan readlisasi sebesar 71,45 telah
melampaui target tahun 2015 target tetap sebesar 70 akan tetapi
realisasinya mengalami penurunan sebesar 68,26 angka ini fidak
dapat mencapai target sehingga perlu adanya peningkatan
kembali, tahun 2016 target tidak diturunkan sedangkan realisasi
mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 73,02 melampaui
target yang telah ditetapkan. Selain itu indikator SPM Bidang
Kesehatan tahun 2017 dan 2018 telah mengalami beberapa

perubahan sebagai berikut:

11-60



Tabel 2. 24: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan

Tahun 2017 dan 2018
TARGET  REALISISI TARGET REALISASI

NO INDIKATOR 2017 (%) 2017 (%) 2018(%) 2018 (%)
1 Pelayanan kesehatan ibu 100 92,87 100 95,54
hamil
2 | Pelayanan kesehatan ibu 100 96,14 100 95,77
bersalin
3 | Pelayanan kesehatan bayi 100 99,70 100 99.19
baru lahir
4 | Pelayanan kesehatan 100 78.04 100 86,8
balita
5 | Pelayanan kesehatan 100 99.47 100 99.01
pada usia pendidikan
dasar
6 | Pelayanan kesehatan 100 69,12 100 42,56
pada usia produkfif
7 | Pelayanan kesehatan 100 88,72 100 82,65
pada usia lanjut
8 | Pelayanan kesehatan 100 31,28 100 26,69
penderita hipertensi
9 | Pelayanan kesehatan 100 89,03 100 56,31
penderita Diabetes Melitus
10 | Pelayanan Kesehatan 100 100 100 75,48
orang dengan gangguan
jiwa berat
11 | Pelayanan kesehatan 100 100 100 130,57
orang dengan TB
12 | Pelayanan kesehatan 100 49,89 100 67.79
orang dengan risiko
terinfeksi HIV

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo tahun 2017 dan 2018

Pada tabel diatas dari 18 indikator utama dan 5 indikator
pendukung diperinci menjadi 12 indikator di tahun 2017. Dari ke 12
indikator diatas hanya dua indikator yang telah mencapai target
yakni Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
dan Pelayanan kesehatan orang dengan TB selain kedua indikator
ini sepuluh idnikator lainnya masih belum dapat mencapai target
yang ditentukan yakni Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan
target 100% dan realisasinya sebesar 92,87%. Pelayanan kesehatan
ibu bersalin dengan target 100% dan realisasinya sebesar 96,14%.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target 100% dan

realiasainya sebesar 99,70%. Pelayanan kesehatan pada usia
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pendidikan dasar dengan target 100% dan realisasinya sebesar
99.,47. Selain keempat indikator ini beberapa indikator lainnya
angka realisasinya dibawah 90% yang berarti perlu usaha lebih
keras lagi utnuk meningkatkan menjadi 100% agar mencapai
target. Realisasi indikator yang dibawah 90% yakni Pelayanan
kesehatan penderita Diabetes Melitus sebesar 89,03%, Pelayanan
kesehatan pada usia lanjut sebesar 88,72%, Pelayanan kesehatan
balita sebesar 78,04%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif
sebesar 69,12. Adapun indikator dengan realisasi dibawah 50%
yakni Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
realisasinya sebesar 49,89%, dan Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sebesar 31,28% kemungkinan untuk mencapai target
pada tahun selanjutnya masih jauh oleh karena itu diperlukannya
dua solusi yakni dengan menurunkan tfarget pada  tahun
selanjutnya atau meningkatkan lagi kinerjanya hingga dapat
mencapai farget yang ditetapkan.

Tahun 2018 hanya terdapat satu indikator yang melampaui
target yakni pelayanan kesehatan orang dengan TB. Sedangkan 11
indikator belum mencapai target dengan persentase indikator
yang mencapai realisasi lebih dari 50% terdapat Sembilan indikator
yakni, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu
bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan
kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan
dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan
kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV. Realisasi indikator yang belum
mencapai angka 50% yaitu pelayanan kesehatan pada usia

produktif dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
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24.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
»  Kinerja Daerah

Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus
dihadapi oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah
perkotaan. Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan
ini antara lain adalah Pembangunan turap di Jalan penghubung
dan aliran sungai rawan longsor (%). Perhatian pada infrastruktur
irigasi juga perlu mendapatkan porsi yang cukup karena angka
capaiannya yang masih tergolong rendah. Adapun Indikator
kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan
pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada
tabel berikut:

Tabel 2. 25: Kinerja Layanan Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
Tahun 2012-2017

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Proporsi 71,14 74,28 79.5 66,07 80 82
panjang

jaringan jalan
dalam kondisi
baik (%)

2 | Persentase 80 85 85 85 85* -
Jumlah
prasarana
irigasi yang
terpelihnara dan
berfungsi (%)

3 | Panjang jalan 200,171 | 200,171 210 199,109 199.,2 199,2
dilalui roda 4
(km)

4 | Panjang jalan 134,08 | 148,68 151 135,697 199.2 163,34
dalam kondisi
baik (> 40
km/jam)

5 | Panjang jalan 14,36 120 120 120 110,781 | 110,781
yang memiliki
trotoar dan
drainase (min
1,5 m)

6 | Drainase dalam 107,5 107,7 110,26 110,65 110,65* -
kondisi baik /
aliran air tidak
tersumbat (km)
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No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7 | Pembangunan 62 62 62,65 62,65 62,65* -
turap di Jalan
penghubung
dan aliran
sungai rawan
longsor (%)

8 | Luas irigasi 1.833 1.833 1.438 1.438 1.438*
dalam kondisi
baik (Ha)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
*: angka sementara

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan pencapaian Kota
Probolinggo dalam layanan pekerjaan umum cukup baik akan
tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan seperti
pembangunan turap di jalan penghubung dan aliran sungai rawan
longsor persentasenya masih rendah sebesar 62,65 sampai pada
tahun 2016 dibandingankan dengan pencapaian indikator yang
lain. Sedangkan proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi
baik pada figa tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2017
mengalami kenaikan setelah pada tahun sebelumnya 2014-2015
mengalami penurunan.

Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo
adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2015
capaian rasio ruang terbuka hijau baru mencapai 14,50%. Selain itu
adalah konsistensi terhadap pemberlakuan peraturan tentang tata
ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan meski
masin perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian
kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo

dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
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Tabel 2. 26: Data Kinerja Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun

2012-2016
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio ruang tferbuka 15,02 14 14,5 14,5 14,5*

hijau kota per satuan
luas wilayah (%)

2 | Jumlah bangunan | 1501% | 15,69% 16,39% 16,82% 16,82%*
yang memiliki IMB

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas kinerja penataan ruang Kota
Probolinggo masih terbilang cukup rendah, capaian kinerja
pertahun kurang dari 50%, hal ini juga disebabkan rasio ruang
terbuka hijau mengalami penurunan persentase bukan kenaikan
padahal idealnya ruang terbuka hijau dalam kota harus seimbang
guna pemasokan oksigen sedangkan Kota Probolinggo hingga
tahun 2016 rasio ruang fterbuka hijau masih sebesar 14,5.
Sedangkan jumlah bangunan yang memiliki ljin  Mendirikan
Bangunan masih 16%, hal membuktikan bahwa sekitar 84%
bangunan di Kota Probolinggo fidak memiliki ijin  mendirikan

bangunan.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terdapat 13 indikator yang dapat dihitung. Indikator-
indikator Bidang Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang ini pada
SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan
dalam Segala Bentuk Dimanapun, Tujuan 6 yaitu Menjamin
Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang
Berkelanjutan Untuk Semuaq, serta Tujuan 11 yaitu Menjadikan Kota

dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.
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Secara rinci capaian indikator-indikaor SDGs Fokus Pelayanan

Urusan Waijib Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27: Capaian Indikator SDGs Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Kota Probolinggo

Indikator 201§apa|02017 Target 2019 Keterangan
Persentase rumah
tangga yang memiliki Meningkat
akses ternadap layanan | 49,64% 57.94% menjadi
sumber air minum layak 100%
dan berkelanjutan
Persentase rumah
tangga yang memiliki Meningkat
akses terhadap layanan | 78,70% 85,81% menjadi
sanitasi layak dan 100%
berkelanjutan
Persentase rumah .
tangga yang memiliki Memngkg’r
49,64% | 57.94% menjadi
akses terhadap layanan
o 100%
sumber air minum layak
memiki Gieeslayonan Meningkat
o 49,64% 57,94% menjadi
sumber air minum aman 100%
dan berkelanjutan
Persentase rumah .
tangga yang memiliki Meningkat
78,70% | 8581% menjadi
akses terhadap layanan
o 100%
sanitasi layak
Jumlah kabupaten/kota
yang terbangun Meningkat
infros’rruk’rur air  limbah 3.6% 4.35% menjadi 438
dengan sistem terpusat kabupaten/
skala kota, kawasan dan kota
komunal
Proporsi rumah tangga
yang ferlayani  sistem .
pengelolaan air limbah n/a n/a Meningkat
terpusat
Jumlah Rencana
Pengelolaan Daerah
Aliran  Sungai  Terpadu
(RPDAST) yang 100% 100% Ada
diinternalisasi ke dalam
Rencana Tata Ruang
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. Capaian
Indikator 2016 | 2017 ‘ 2017

Wilayah (RTRW)

Jumlah jaringan informasi
sumber daya air yang n/a n/a 8 WS
dibentuk

Jumlah wilayah sungai
yang memiliki partisipasi

Target 2019 Keterangan

masyarakat dalam 100% 100% 10 W§ (skala
pengelolaan daerah nasional)
tangkapan sungai dan
danau
Kegiatan penataan
kelembagaan sumber 3 3 Ada
daya air
Jumlah kota sedang dan Paling
kota baru yang terpenuhi sedikit 20
SPP kota
1 1 sedang dan
10 kota
baru (skala
nasional)
Jumlah lembaga n/a n/a Ada

pembiayaan infrastruktur
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data BELUM tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-

indikator berikut: Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), Jumlah wilayah sungai yang memiliki
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan
sungai dan danau, Kegiatan penataan kelembagaan sumber
daya air, Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP
merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan  sudah

mencapai target nasional. Selanjutnya untuk indikator-indikator
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berikut: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase
rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sumber air minum layak, Proporsi populasi yang
memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan,
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sanitasi layak merupakan indikator yang sudah dilaksanakan tetapi
belum mencapai target nasional. Untuk indikator Proporsi rumah
tangga yang fterlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
datanya masih belum tersedia. Sedangkan untuk indikator Jumlah
kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan
sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal, Jumlah jaringan
informasi sumber daya air yang dibentuk, dan Jumlah lembaga
pembiayaan infrastruktur masih belum dilaksanakan dan juga

belum mencapai target nasional.

38,000%

31,000%

23,000%

8,000%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 16: Capaian Indikator SDGs Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
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» Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Pekerjaan Umum terdapat 16 indikator

yang dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 28: Capaian Standar Pelayanan Minimum
Bidang Pekerjaan Umum
Indikator Standar Target Capaian \

Pelayanan Minimum 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1. | Persentase Tersedianya air - 100% - - 75% -
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
2. | Persentase tersedianya air 55% | 70% - 55% 60% -
iigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada sesuai
dengan kewenangannya
3. | Persentase tingkat kondisi 100% | 60% - 100% | 81,27% -
jalan kabupaten/ kota
baik dan sedang
4.  Persentase terhubungnya 100% | 100% - 100% | 81,27% -
pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah
kabupaten/ kota
5. | Persentase penduduk - 81.7%  81,7% - 60% | 91.5%
yang mendapatkan akses
air minum yang aman
é. | Persentase penduduk - 60% 60% - 8% 8,9%
yang terlayani sistem air
limbah yang memadai

7.  Persentase pengurangan - 48% - - 43,18% -
sampah di perkotaan

8. | Persentase pengangkutan - 37% - - 32,35% -
sampah

9. | Persentase pengoperasian - - - - - -
TPA

10.| Persentase penduduk - 50% - - 81% -

yang terlayani system
jaringan drainase skala
kota sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) lebih
dari 2 kali setahun

11.| Persentase jumlah Izin - 60% - - 51% -
Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan
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Indikator Standar Target Capaian

Pelayanan Minimum 2016 2017 2018 2016 2017 2018 |
12.| Persentase berkurangnya - 60% - - 0% -
luasan permukiman kumuh
di kawasan perkotaan

13.| Persentase tersedianya 7 - 100% - - 97.5% -
(tujuh) layanan informasi
jasa konstruksi Tingkat
Kabupaten/ Kota pada
Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
14.| Persentase tersedianya - 100% - - 80% -
layanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dengan
Waktu Penerbitan Paling
Lama 10 (sepuluh) Hari
Kerja setelah Persyaratan
Lengkap

15.| Persentase tersedianya 100% | 60% - 100% | 51% -
informasi mengenai
rencana tata ruang (RTR)
wilayah Kabupaten/Kota
beserta rencana rincinya
melalui peta analog dan
peta digital

16.| Persentase tersedianya 8% 5,.5% - 8% 7.35% -
luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas ftferlihat bahwa capaian dari
indikator SPM berupa Persentase fingkat kondisi jalan kabupaten/
kota baik dan sedang telah mampu memenuhi target tahun 2016-
2018. Capaian SPM untuk indikator tersebut pada tahun 2016-2018
adalah sebesar 81,27%-100% dan telah mampu memenuhi target
tahun 2017 yakni 60%-100%. Indikator SPM lainnya yang telah
mampu memenuhi  target tahun 2017 adalah Persentase
penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota
sehingga tfidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali setahun. Capaian SPM untuk indikator tersebut

pada tahun 2017 adalah sebesar 81% dan telah memenuhi target
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tahun 2017 yakni 50%. Selain kedua indikator tersebut, terdapat
satu indikator lagi yang telah mampu memenuhi target tahun 2017
yaitu Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Capaian dari indikator
tersebut pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 8% dan 7,35%
dengan target pada tahun 2016 dan 2017 yakni 8% dan 5,5%.
Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-
indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini
dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya
masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Sebagai
contoh yaitu indikator Persentase Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari masih belum
mampu memenuhi farget tahun 2017. Capaian dari indikator
tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 75% dan belum mampu
memenuhi target pada tahun 2017 yakni sebesar 100%. Indikator
yang perlu mendapat perhatian lebih lainnya yaitu Persentase
berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
yang masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian
dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 0% dan
masih belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 60%.
Indikator-indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum lainnya juga
memiliki capaian seperti halnya kedua indikator diatas. Masih
banyaknya masyarakat Kota Probolinggo yang belum memahami
tentang pentingnya air minum yang layak dan pentingnya
berperilaku sehat serta minimnya anggaran informasi tata ruang
menjadi faktor yang menyebabkan belum tercapainya target SPM
dibidang Pekerjaan umum. Sehingga diperlukan beberapa solusi
diantaranya seperti sosialisasi yang berkesinambungan tentang Air
Minum dan Air Limbah Domestik, peningkatan anggaran pada

kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlu adanya
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koordinasi dengan pihak berwenang (polisij dan Dinas

Perhubungan.

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
»  Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan
rakyat di Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 29: Data Kinerja Peayanan Perumahan Rakyat
Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016
No Indikator 2012 2013 2014 2015 201¢6
1 | Jumlah pelanggan 17,086 | 17.63 | 17,806 @ 19,394 @ 18,252
rumah tangga
berakses air ber bersih

2 | Jumlah rumah 59 70 72 72.5 72.5
tangga bersanitasi
lingkungan (%)

3 | Jumlah pelanggan 45,414 | 46,776 | 49,115 | 61,888 | 67,258
rumah tangga
pengguna listrik

4 | Perkembangan 350 379 390 396 396
jumlah warga miskin
yang memperoleh

fasilitas perumahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator perumahan rakyat
dibagi menjadi empat indikator yakni, jumlah pelanggan rumah
tangga berakses air bersin, jumlah rumah tangga bersanitasi
lingkungan, jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik, dan
perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh fasilitas
perumahan. Pada indikator pertama yaitu jumlah pelanggan
rumah tangga berakses air bersih tahun 2012 sebesar 17.086
masyarakat yang berlangganan, tahun 2013 sebesar 17.630 angka
ini cenderung meningkat dibandingkan angka tahun sebelumnya,
tahun 2014 meningkat sebesar 17.806 sedangkan tahun 2015
mengalami peningkatan sebesar 19.394 dan 2016 mengalami

penurunan sebesar 18.252. Jumlah rumah tangga bersanitasi
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lingkungan dalam % tahun 2012 sebesar 59%, tahun 2013 sebesar
70% tahun 2014 sebesar 72% tahun 2015 sebesar 72,5% dan tahun
2016 sebesar 72,5% pada empat tahun terakhir angka ini
cenderung mengalami peningkatan dan dua tahun terakhir di
tahun 2015 dan 2016 mengalami stagnan. Jumlah pelanggan
rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012 sebesar 45.414,
tahun 2013 sebesar 46.776 tahun 2014 sebesar 49.115 tahun 2015
sebsar 61.888 dan tahun 2016 sebsar 67.258 pada lima tahun
terakhir pengguna listrik konsisten meningkat dari 45.000 pelanggan
menjadi  67.000 pelanggan pada tahun 2016. Indikator
perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh fasilitas
perumahan pada tahun 2012 sebesar 350 warga tahun 2013
sebesar 379 warga, tahun 2014 sebesar 390 warga dan tahun 2015
serta 2016 sebesar 396 warga, angka ini cenderung mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya yang berarti kota Probolinggo
mulai memperhatikan warganya yang miskin dan memberikan

fasilitas hunian untuk mereka.

> Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Suistanable
Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan
Urusan Waijib Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman di Kota Probolinggo terdapat 1 indikator yang belum

memiliki data, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30: Capaian Indikator SDGs Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Capaian ~ Target 2019  Keterangan

Indikator

Persentase rumah tangga kumuh n/a n/a

perkotaan.

Meningkat
menjadi 18,6
juta

Sumber : KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018
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Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai

target nasionall

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa data

SDGs Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Probolinggo masih belum memiliki data capaian pada tahun 2016

dan 2017 sehingga tidak dapat divkur apakah untuk tahun 2019

dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

> Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Tabel 2. 31 Capaian Standar Pelayanan Minimum
Bidang Perumahan

SASARAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
INDIKATOR  TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

NO SPMBIDANG 2014 2014 2016 = 2016 @ 2017 @ 2017

PERUMAHAN
~ RAKYAT
Cakupan
1. ketersediaan 67.3 67.3 93.74 93.74 100 97.22
rumah layak

huni

(%) (0 N 00 [ B v R N 0 B B v

TARGET REALISASI

TAHUN
2018

(%)

100

TAHUN
2018

(%)

97,22

Cakupan
layanan
2. | rumah layak | 60.58 60.58 60.71 60.71 70 35
huni yang
terjangkau

70

35

Cakupan
Lingkungan
Yang Sehat
3. | dan Aman 58.16 58.16 65.14 65.14 30 33
yang
didukung
dengan PSU

30

33

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo

Dari tabel diatas dapat dilihat data target dan capaian
indikator SPM pada tahun 2014,2016,2017 dan 2018. Sasaran
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indikator SPM bidang perumahan rakyat sendiri di bagi menjadi tiga
indikator yakni, cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan
target tahun 2014 sebesar 67,3 dan capaian tahun 2014 sebesar
67,3, capaian pada indikator ini tergolong baik karena realisasi
berhasil memenuhi target. Tahun 2016 target sebesar 93,74 dengan
realisasi yang mencapai target, tahun 2017 target sebesar 100
dengan readlisasi 97,22 pada tahun ini realisasi tidak berhasil
memenuhi target yang diinginkan oleh karena itu diperlukannya
peningkatan kinerja agar pada tahun depan realisasi dapat
memenuhi target sedangkan tahun 2018 baik target dan realisasi
masin stuck pada angka di tahun 2017, dapat dikatakan pada
tahun 2018 pelaksanaan indikator tersebut fidak mengalami
peningkatan.

Indikator cakupan layanan rumah layak huni  yang
terjangkau target pada tahun 2014 sebesar 60,58 dengan realisasi
60,58 yang mencapai target. Tahun 2016 dengan target 60,71 dan
realisasi yang mencapai target. Tahun 2017 target 70 dengan
realisasi 35, realisasi pada tahun ini cenderung menurun drastis
karena hampir setengah realisasi yang dapat terwujud dari target
yang ditetapkan, tfidak hanya itu readlisasinya  pun  furun
dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 angka realisasi
dan target fidak mengalami penurunan dan kenaikan pada
indikator tersbut. Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan
aman yang didukung dengan PSU dengan target tahun 2014
sebesar 58,16 dan redlisasinya 58,16. Tahun 2016 target sebesar
65,14 dengan realisasi yang mencapai target. Tahun 2017 target
sebesar 30 dengan realisasi yang melampaui target sebesar 33,
sedangkan tahun 2018 persentase realisasi dan target pada
indikator ini fidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Sama halnya dengan dua indikator lainnya tahun 2018 masih stuck
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di angka 33 untuk indikator cakupan lingkungan yang sehat dan

aman yang didukung dengan PSU.

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
> Kinerja Daerah

Data mengenai LSM, Ormas dan OKP merupakan data yang
belum tertata untuk menggambarkan kinerja bidang kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri. Data tersebut penting untuk
menggambarkan  ketertiban dan  pembinaannya. Adapun
gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan
urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan
berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 32: Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
Negeri Kota Probolinggo Tahun 2012-2018

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 \
1 | Kegiatan
Pembinaan
ternadap LSM, 2 2 2 2 2 2 2
Ormas, dan OKP
(kali)
2 | Kegiatan
Pembinaan Politik 3 3 3 3 3 3 3
Daerah
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan secara umum
kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016 tidak mengalami peningkatan maupun
penurunan kegiatan. Sedangkan kegiatan pembinaan politik
daerah juga setiap tahunnya mengalami angka kegiatan yang
sama. Dari dua data diatas dapat disimpulkan bahwa urusan
kesatuan bangsa dan politik dalom negeri tidak mengalami

perubahan dalam beberapa tahun.
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Gambar 2. 17: Data Potensi Konflik (kejadian IPOLEKSOSBUD)
Tahun 2015-2018

Grafik 2.17 diatas menunjukkan bahwa potensi konflik di Kota
Probolinggo masih tinggi, dimana dari tahun 2015 -2018 cenderung
terus meningkat meskipun 100% dapat terselesaikan. Kejadian
kondlik pada tahun 2015 sebanyak 13 kejadian meningkat menjadi
90 kejadian dalam kurun waktu 4 tahun menjadi 90 kejadian pada
tahun 2018. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2017 menuju 2019,
dimana kejadian tahun 2017 sebanyak 38 meningkat tajam

menjadi 90 kejadian.

Tabel 2. 33: Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2016-2017
NO Indikator 2016 2017
1 | Persentase Penurunan Pelanggaran 100% 93.7%
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

2 | Persentase kasus gangguan 75,6% 75,6%
ketentraman dan ketertiban umum
yang dapat diselesaikan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
dari indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah dari tahun 2016-2017 mengalami
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penurunan. Sementara capaian dari indikator Persentase kasus
gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat
diselesaikan dari tahun 2016-2017 tetap.

> Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan
Perlindungan Masyarakat terdapat 14 indikator yang dapat
dihitung. Indikator-indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan
Perlindungan Masyarakat ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan
1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun,
Tujuan 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara,
serta Tujuan 11 yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Secara rinci capaian indikator-
indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Waijib Dasar Bidang
Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdapat

pada tabel berikut:

Tabel 2. 34: Capaian Indikator SDGs Bidang Ketentraman, Ketertiban,
dan Perlindungan Masyarakat

\ Capaian \
2013 2014 | 2015 2016 2017 |

Indikator Target 2019 Keterangan

Jumlah  korban
meninggal,
hilang, dan| 0 0 0 0 Menurun
terkena dampak
bencana per
100.000 orang
Jumlah lokasi
penguatan Meningkat
pengurangan 1 2 3 5 6 menjadi 39
risiko  bencana daerah
daerah
Indeks risiko

Menurun
bencana pada S

n/a n/a n/a n/a n/a menjadi

pusat-pusat

118,6
pertumbuhan
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Capaian \

Indikator 2013 2014 ‘ 2015 2016 2017 ‘ Target 2019 Keterangan
yang berisiko
finggi
Dokumen
strategi
pengurangan
risiko  bencana Ada Ada Ada Ada Ada Ada
(PRB) fingkat
nasional dan
daerah
Jumlah
kebijakan yang
diskriminatif
dalam 12 bulan
lalu berdasarkan
pelarangan n/a n/a n/a n/a n/a Ada
diskriminasi
menurut  hukum
HAM
Internasional
Indeks Risiko Menurun
Bencana 148 - - - - menjadi
Indonesia (IRBI) 30%
Jumlah kota
tangguh
bencana yang
terbentuk
(Kelurahan 1 2 3 5 6 Meningkat
Tangguh
Bencana)
Akumulasi  tiap
tahun
Jumlah sistem
peringatan - dini | r | figak | Tidak | Tidak | Tidak
cuaca dan iklim Ada
sertq ada ada ada ada ada
kebencanaan
Jumlah kerugian
E]knog;sa?glg akibat n/a n/a n/a n/a n/a Menurun
bencana
Proporsi
pemerintah kota
égzgmenmem'“k' Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |, | Meningkat/
strateg Ada Ada Ada Ada Ada
pengurangan
risiko bencana
Dokumen
strategi Tidak | Tidak | Tidak | Tidak
pengurangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
risiko  bencana
(PRB) fingkat
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. \ Capaian \
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 rovget2019

Keterangan

daerah

Jumlah kasus
kejahatan
pembunuhan 1 4 1 3 1 Menurun
pada satu tahun
terakhir

Proporsi
penduduk yang
menjadi  korban
kejahatan
kekerasan dalam
12 bulan terakhir

n/a n/a n/a n/a n/a Menurun

Proporsi
penduduk yang
merasa aman
berjalan n/a n/a n/a n/a n/a Meningkat
sendirian di area
tempat
tinggalnya

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasiona
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data BELUM tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-
indikator berikut: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena
dampak bencana per 100.000 orang, Jumlah lokasi penguatan
pengurangan risiko bencana daerah, Jumlah kota tangguh
bencana yang terbentuk (Kelurahan Tangguh Bencana) Akumulasi
tiap tahun, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
tingkat daerah, Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu
tahun terakhir merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan
sudah memenuhi target nasional. Selanjutnya untuk indikator Indeks
Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dan indikator Jumlah sistem
peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, indikator
tersebut sudah dilaksanakan tetapi belum mampu mencapai

target nasional. Sedangkan indikator-indikator berikut: Indeks risiko
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bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi,
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerah, Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12
bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional, Proporsi penduduk yang menjadi korban
kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, dan Proporsi
penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat
tinggalnya datanya belum tersedia. Terakhir, indikator Jumlah
kerugian ekonomi langsung akibat bencana dan indikator Proporsi
pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan
risiko bencana merupakan indikator yang belum dilaksanakan dan

belum mencapai target nasional.

36.00% 36.00%

14.00% 14.00%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 18 Capaian Indikator SDGs Bidang Ketentraman,
Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

»  Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat terdapat 7 indikator yang dapat dihitung,

sebagai berikut:
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Tabel 2. 35: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No Indikator Standar Capaian
Pelayanan 2017 | 2018
Minimum

1. | Cakupan 100% 100% 100% 90% 93.7% 100%

penegakan

peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah di
kabupaten/ kota
2. | Cakupan patroli 3 x patroli 3x 3x 75,6% 3x 3x
siaga ketertiban dalam paftroli | patroli paftroli | patroli
umum dan sehari dalom | dalam dalam | dalam
ketentraman sehari | sehari sehari | sehari
masyarakat
3. | Cakupan rasio 1.018 1.018 1.020 | 45,58% | 1.034 1.034
petugas
perlindungan
masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten/ Kota
4. | Cakupan 64,17% 64,17% | 64,17% | 64,17 50% 66%
pelayanan
bencana
kebakaran di
kabupaten/ kota
5. | Tingkat waktu 75% 75% 75% 62,5% 52% 65%
tanggap
(response time
rate)

6. | Persentase 56,25% 56,25% | 56,25% | 37,5% 25% 23%
aparatur
pemadam
kebakaran yang
memenuhi
standar kualifikasi
7. | Jumlah mobil 33% 33% 33% 33% 30% 33%
pemadam
kebakaran diatas
3000 - 5000 liter
pada WMK
Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun
2016-2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari
indikator SPM berupa Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota telah mampu

memenuhi target tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada
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tahun 2018 adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi
target tahun 2018 yakni 100%. Inidkator SPM lainnya yang telah
mampu memenuhi target tahun 2018 yaitu Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Capaian dari
indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 3 x patroli
dalam sehari dan telah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni
3 x patroli dalam sehari. Seperti halnya kedua indikator SPM diatas,
indikator Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
di Kabupaten/ Kota juga telah mampu memenuhi target tahun
2018. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah
sebesar 1.034 dan telah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni
1.020. Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran di
kabupaten/ kota juga sudah mampu memenuhi target tahun 2018.
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar
66% dan sudah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 64,17%.
Yang terakhir adalah indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran
diatas 3000 — 5000 liter pada WMK. Capaian dari indikator tersebut
pada tahun 2018 adalah sebesar 33% dan masih belum mampu
memenuhi target tahun 2018 yakni 33%.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-
indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini
dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya
masih belum mampu memenuhi target tahun 2018. Sebagai
contoh yaitu indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate).
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar
65% dan belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 75%.
Indikator lain yang belum mampu memenuhi target 2018 adalah,
indikator Persentase aparatur pemadam kebakaran yang
memenuhi standar kudlifikasi juga belum mampu memenuhi target

tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018
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adalah sebesar 23% dan masih belum mampu memenuhi target
tahun 2018 yakni 56,25%. Tingkat pemahaman petugas Satpol PP
terhadap Perda masih beragam, ketersediaan mobil patroli dan
mobil pemadam kebakaran yang kurang memadai serta
kurangnya jumlah petugas bersertifikat menjadi faktor penyebab
belum tercapaianya target SPM dibidang ketentraman, ketertiban
dan perlindungan masyarakat. Sehingga diperlukan solusi seperti
perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang administrasi
kependudukan kepada masyarakat dan pihak tferkait, perlunya
pelaksanaan sosialisasi Perda kepada anggota Satpol PP serta
perlunya mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan

kualitas kendaraan pemadam kebakaran.

2.4.1.6. Sosial
>  Kinerja Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan
pembangunan sosial tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari
indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 36: Redlisasi Kinerja Bidang Sosial Kota Probolinggo
Tahun 2013 - 2017

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah penyandang 7575 5944 74752 75337 68271 74187
masalah kesejahteraan
sosial

2 | PMKS yang memperoleh 6321 2327 18965 5425 1944 1253
bantuan sosial (orang)

3 | persentase jumlah para 16.94% | 32.43% 40% 40% 40% 40%
eks penyandang
penyakit sosial yang
berhasil dibina dan
berhasil hidup mandiri

4 | potensi dan sumber 302 345 336 2,172 2172 2172
kesejahteraan sosial
(PSKS)

5 | Jumlah Panti Asuhan, 15 15 15 15 15 15

Rumah Jompo dan
Rumah Singgah

Sumber: Dinas Sosial Kota Probolinggo
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Pada tabel diatas dapat dilihat Indikator sosial kota
Probolinggo yakni, PMKS yang memperoleh bantuan sosial,
persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang
berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri, potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, dan jumlah panti asuhan, Rumah Jompo dan
Rumah Singgah dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada indikator
persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang berhasil
dibina dan berhasil hidup mandiri tahun 2013 sebesar 16.94%, tahun
2014 mengalami peningkatan sebesar 32.43% angka ini cukup
terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013, tahun
2015 sebesar 39.93% dan tahun 2016 sebesar 39.94%. Dari data
diatas indikator ini belum dapat mencapai angka realisasi melebihi
50% oleh karena itu perlunya peningkatan kinerja untuk beberapa
tahun kedepan sehingga indikator ini dapat mencapai angka
realisasi melebihi 50% meskipun realisasi yang didapat telah

meningkat setfiap tahunnya.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/
Suistanable Development Goals (SDGs)

Indikator  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Fokus
Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Sosial di Kota
Probolinggo terdapat 6 Indikator yang dapat dihitung. Dari 6
indikator tersebut yang sudah terpenuhi sebanyak 2 indikator, 2
indikator lainnya telah terlaksanakan tetapi belum tercapai, dan 2
indikator lainnya belum dilaksanakan dan belum memenuhi target,
terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37 Capaian Indikator SDGs Urusan Sosial Kota Probolinggo
Indikator Capaian Target 2019 Keterangan
2016 2017
Persentase penduduk yang Menurun

hidup di bawah garis menjadi 7-8%
kemiskinan nasional,
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Indikator

Capaian Target 2019 Keterangan
2016 2017

menvurut jenis kelamin dan
kelompok umur.

Persentase penyandang 89,60% | 24,86% | Meningkat
disabilitas yang miskin dan menjadi 17,12%
rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas.
Jumlah rumah tangga yang | 6616 6607 | Menurun
mendapatkan bantuan menjadi 2,8
tunai bersyarat/ Program juta (Tingkat
Keluarga Harapan. penurunan
sebesar 6,67%,
di Kota
Probolinggo =
penurunan
sebanyak 407
orang di 2019
atau menjadi
5.697 orang)
Pendampingan psikososial 0% 0% Pendampingan
korban bencana sosial. psikososial
korban
bencana
sosial.
Persentase penduduk yang | 7.97% | 7.84% | Menurun
hidup di bawah garis menjadi 7-8%

kemiskinan nasional,
menurut jenis kelamin dan
kelompok umur.

Proporsi penduduk yang 20,14% | 20,14% | Menurun
hidup di bawah 50 persen
dari median pendapatan,
menurut jenis kelamin dan
penyandang difabilitas.
Sumber: KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018
Keterangan:

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH

mencapai target nasional
sebagian besar capaian dari indikator TPB bidang Sosial Kota

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia

Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai
target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat

Probolinggo mengalami perkembangan yang masih dinilai kurang.
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Hal ini ditunjukkan dengan 2 indikator yakni Persentase penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis
kelamin dan kelompok umur tahun 2016 sebesar 7,97% tahun 2017
7.84% dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
capaian 2016 sebesar 7,97% dan tahun 2017 sebesar 7,84%.
Sedangkan indikator yang belum tercapai yakni Persentase
penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas dengan capaian tahun 2016 sebesar
89.60% dan tahun 2017 sebesar 24,86% dengan target, meningkat
menjadi 17,12%. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan
bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan dengan
capaian tahun 2016 sebesar 6.616 tahun 2017 sebesar 6,607.
Sedangkan Pendampingan psikososial korban bencana  sosial
dengan capaian tahun 2016 sebesar 0% tahun 2017 juga 0%
dengan begini capaian tahun 2016-2017 masih dalam nilai yang
stagnan hal ini juga berlaku pada indikator Proporsi penduduk yang
hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis
kelamin dan penyandang difabilitas dengan capaian tahun 2016
sebesar 20,14% dan tahun 2017 sebesar 20,14%.
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33,333% 33,333% 33,333%

,000%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 19: Capaian Indikator SDGs Bidang Sosial

> Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Tabel 2. 38: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial
Tahun 2015-2017
SASARAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
INDIKATOR SPM TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

BIDANG SOSIAL 2015 2015 2016 2016 2017 2017

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1. | Persentase (%) PMKS 80 19.853 80 11.11 80 9.46
skala kab/kota
yang memperoleh
bantuan sosial

untuk pemenuhan
kebutuhan dasar.

2. | Persentase (%) PMKS 80 57.6 80 100 80 100

skala kab/kota

yang menerima

program

pemberdayaan

sosial melalui

Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

atau kelompok

sosial ekonomi

sejenis lainnya.
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SASARAN
INDIKATOR SPM

BIDANG SOSIAL

Persentase (%) panti
sosial skala
kabupaten/ kota
yang menyediakan
sarana  prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial.

TARGET
TAHUN
2015

(%)

80

REALISASI
TAHUN
2015
(%)
17.5

TARGET REALISASI
TAHUN

TAHUN
2016
(%)
80

2016
(%)
100

TARGET
TAHUN
2017

(%)

80

REALISASI
TAHUN
2017
(%)
85

Persentase (%)
wahana
kesejahteraan sosial
berbasis
masyarakat
(WKBSM)
menyediakan
sarana  prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial.

yang

60

4.8

80

60

100

Persentase (%)
korban bencana
skala
kabupaten/kota
yang menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat

80

80

80

100

Persentase (%)
korban bencana
skala
kabupaten/kota
yang dievakuasi
dengan
menggunakan
sarana  prasarana
tanggap darurat
lengkap

80

80

80

Persentase (%)
penyandang cacat
fisik dan mental,
serta  lanjut  usia
tidak potensial yang
telah menerima
jaminan sosial

40

34

40

20.72

40

4.59

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo
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Data SPM bidang sosial diatas menunjukkan bahwa terdapat
tujuh indikator SPM bidang sosial di Kota Probolinggo. Indikator
pertama Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target
tahun 2015 sebesar 80 dan realisasinya 19,85 angka ini tergolong
sangat kecil apabila dibandingkan dengan target yang
ditetapkan, membutuhkan usaha yang keras untuk meningkatkan
kinerja daerah untuk mencapai target indikator tersebut. Tahun
2016 target tetap sebesar 80 dan readlisasinya menurun sebesar
11,11. Tahun 2017 target tetap 80 dan readlisasinya kembali
mengalami penurunan sebesar 9,46, pada tiga tahun terakhir
penurunan realisasi pada indikator ini membutuhkan perhatian
yang lebih dari pihak Dinas Sosial. Persentase (%) PMKS skala
kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya dengan tfarget tahun 2015 sebesar 80 dan
realisasinya 57,6. Tahun 2016 target 80 dengan realisasi 100. Tahun
2017 target 80 dan realisasi 100, pada indikator ini realisasi pada
tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah terkontrol dengan
baik bahkan pada dua tahun terakhir realisasinya meningkat 50%
bahkan melampaui target yang ditetapkan. Persentase (%) panti
sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial dengan terget tahun 2015 sebesar
80 dan realisasi 17,5. Tahun 2016 target sebesar 80 dengan realisasi
100. Tahun 2017 target 80 dengan realisasi 85, pada indikator ini
tahun 2016 realisasinya berhasil meningkat 82,5% dari tahun 2015
akan tetapi pada tahun 2017 realisasinya kembali furun sebesar
85% meskipun demikiaon angka ini masih melampaui target yang

ditetapkan. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,
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serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
dengan target tahun 2015 sebesar 40 dan realisasinya sebesar 34.
Tahun 2016 target sebesar 40 dengan realisasi 20,72 dan tahun 2017
target tetap sebesar 40 dengan perolehan realisasi sebesar 4,59
angka realisasi di tahun ini dinilai lebih kecil dibandingkan dengan
tahun 2015 dan 2016

cenderung stabil

serta pada indikator ini realisasinya

mengalami  penurunan. Selain itu terdapat
indikator Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis
(WKBSM)

pelayanan kesejahteraan sosia, Persentase (%) korban bencana

masyarakat yang menyediakan sarana  prasarand
skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa
(%)

kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana

tanggap darurat dan Persentase korban bencana skala

prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2. 39 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial
Tahun 2018

NO

INDIKATOR

TARGET
NASIONAL
2018 (%)

TARGET
DAERAH
2018 (%)

VOLUME

REALISASI
2018 (%)

Persentase (%) skala
kab/kota Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas terlantar diluar
panti yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar.

80

80

183
orang

85,07

Persentase (%) skala
kab/kota Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar diluar
panti yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar.

80

80

30 Org

100
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NO

INDIKATOR

TARGET
NASIONAL
2018 (%)

TARGET
DAERAH
2018 (%)

VOLUME

REALISASI
2018 (%)

Persentase (%) skala
kab/kota Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar
diluar panti yang 80 80
memperoleh bantuan
sosial untuk  pemenuhan
kebutuhan dasar.

367

98,06
orang

Persentase (%) skala
Kab/Kota Rehabilitasi
Sosial Dasar Tuna Sosial
khususnya Gelandangan
dan Pengemis diluar pantfi 60 60 0 0
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar.

Persentase (%) skala
Kab/Kota Perlindungan
dan Jaminan Sosial pada
saat dan setelah tanggap
dadurat bencana bagi 80 80
Korban Bencana Kota.
yang menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat

100 50

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo

Data SPM bidang sosial diatas menunjukkan bahwa terdapat
lima indikator yang dapat dihitung pada tahun 2018, yakni
Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target daerah 80
angka realisasi pada tahun 2018 sebesar 85,07 angka persentase ini
cukup baik karena telah melompaui target yang ditetapkan
daerah, Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar target pada indikator ini sebesar 80

dengan persentase realisasi sebesar 100 yang telah mencapai
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target bahkan melampauinya, Persentase (%) skala kab/kota
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang
memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
dengan target daerah sebesar 80 dan angka realisasinya
mencapai 98,06 angka tersebut sangat baik karena te;ah
malampaui tfarget yang ditetapkan, Persentase (%) skala Kab/Kota
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan
Pengemis diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar dengaon target sebesar 60
sedangkan angkai realisasinya masih 0 hal ini dapat berarti dinas
terkait belum melaksanakan indikator tersebut sehingga tidak
terdapat catatan realisasi tahun 2018 atau belum tersedianya data
di dinas terkait, Persentase (%) skala Kab/Kota Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana
bagi Korban Bencana Kota yang menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat dengan target sebesar 80 dan angka
realisasi sebesar 50 angka tersebut cenderung rendah dan masih
perlunya untuk perbaikan secepatnya karena hal ini berhubungan
dengan korban bencana yang membutuhkan bantuan sehingga
diperlukannya kinerja yang maksimal oleh dinas terkait ataupun

pihak pemerintah.

2.4.2. Fokus Urusan Pemerintahan Waijib Pelayanan Non Dasar
24.2.1. Ketenagakerjaan
> Kinerja Daerah

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang berkaitan
dengan sumber daya manusia. Oleh sebab itu urusan
ketenagakerjaan merupakan salah  indikator  kinerja  yang
menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal

tersebut dikarenakan urusan ketenagakerjoan menggambarkan
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kualitas sumber daya manusia daerah tersebut yang berkaitan
dengan tingkat pendidikan dan kemudian mempengaruhi tingkat
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja
daerah dari urusan ketenagakerjoan dapat dilihat dari tingkat
pengangguran  terbuka. Berikut  merupakan @ grafik  yang
memaparkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Probolinggo

selama tahun 2015 hingga 2017.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4-0% 4.01

342 3.42
2015 2016 2017 2018

Sumber: Badan Pusat Statfistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 20: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Proboliggo
selama tahun 2015 hingga 2016 cenderung stagnan diangka
4,01. Hal tersebut dapat diihat pada grafik diatas yang
menunjukkan adanya penurunan TPT setiap tahunnya selama 4
tahun terakhir. TPT Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 3,42%,
kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota
Probolinggo dalam mengatasi kesenjongan antara ketersediaan
lapangan  pekerjoan dan jumlah tenaga kerja  sudah
dilaksanakan dengan cukup baik mengingat  bahwa
permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih  menjadi
permasalahan nasional saat ini. Adanya perkembangan positif
dari TPT yang mengalami penurunan tersebut dapat memberikan

dampak positif juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
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Indikator laian dalam urusan ketenagakerjaan selain TPT adalah
tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikut merupakan grafik yang
memaparkan angka partisipasi  angkatan  kerja di  Kotfa

Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

134.177

130.027

125.283

120.544

2014 2015 2016 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 21: Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo selama
tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Angkatan parfisipasi
angkatan kerja tahun 2017 sebesar 134.177. Berikut merupakan
grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan
pencari kerja yang ditempatkan dalam persentase di Kota

Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.
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TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENCARI KERJA YANG

DITEMPATKAN
77,12— 77,8 78,4
———
N
67,45 4,89
2014 2015 2016 2017 2018
— —Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo 2019

Gambar 2. 22: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pencari Kerja
yang Ditempatkan

Perkembangan positif  terjadi  pada  tingkat  partisipasi
angkatan kerja yang secara garis besar mengalami kenaikan
selama 4 tahun ferakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja di
Kota Probolinggo tahun 2017 sebesar 67,45 Sejalan dengan hal
tersebut persentase pencari kerja yang ditempatkan juga
mengalami kenaikan selama 2014 hingga 2016. Namun tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 0,5% sehingga persentase pencari
kerja yang ditempatkan sebesar 73,4%. Indikator lainnya yang
berkaitan dengan urusan ketenagakerjoan yang disajikan dalam

grafik berikut.
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2012 2013 2014 2015 2016

W Penduduk usia kerja 149710 153498 156288 161027 165771
m Angkatan kerja 113966 117754 120544 125283 130027
Kesempatan Kerja 94625 97288 99654 101443 102717
Penganggur terbuka 19341 21479 20890 23840 27310
[ ] -
eI w2 o |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

Gambar 2. 23: Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan

Beberapa indikator lainnya yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan diantaranya adalah jumlah penduduk usia kerja,
angkatan kerja, kesempatan kerja dan jumlah penganggur terbuka
serta angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun.
Jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja
di Kota Probolinggo selaoma tahun 2012 hingga 2016 terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia
kerja mencapai 165.771, jumlah angkatan kerja sebanyak 130.027
dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebesar 102.717.

Secara garis besar jumlah pengangguran terbuka di Kota
Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan.
Pengecualian terjadi pada tahun 2014 dimana sempat terjadi
penurunan sebanyak 589. Tahun 2015 mengalami kenaikan kembali
sehingga mencapai angka 23.840. Tahun 2016 jumlah penganggur

terbuka mengalami kenaikan sebesar 3.470 sehingga mencapai

1-97



angka 27.310. Hal berbeda terjadi pada angka sengketa
pengusaha dengan pekerja per tahun mengalami fluktuasi selama
tahun 2012 hingga 2016. Tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka
sengketa pengusaha dengan pekerja tahun 2016 mengalami
kenaikan kembali sebanyak 4 kasus sengketa sehingga mencapai
angka 15 kasus.

Berdasarkan data diatas dapat diihat bahwa jumlah
angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah
kesempatan kerja. Selisih jumlah diantara kedua data selama kurun
wakiu lima tahun tersebut cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat
pada tahun 2016 selisih antara jumlah angkatan kerja dengan
jumlah  kesempatan kerja sebanyak 27.310. Hal tfersebut
menggambarkan kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan
ketersediaan lapangan kerja yang menjadi  penyebab
permasalahan tingkat pengangguran dan tingkat perekonomian
suatu daerah. Hal yang juga menjadi bagian dari urusan
ketenagakerjoan adalah terkait sengketa tenaga kerja. Berikut
merupakan  tabel yang memaparkan persentase  urusan
ketenagakerjaan terkait sengketa di Kota Probolinggo tahun 2014
hingga 2017.

Tabel 2. 40: Persentase Urusan Ketenagakerjaan terkait Sengketa

Rincian 2014 2015 2016 2017
Angka sengketa 5,3% 3.7% 4,17% 3,88%
pengusaha-pekerja per
tahun (%)
Keselamatan dan 71,4% 76,1% 76,7% | dialihkan ke
perlindungan (%) Provinsi
Perselisihan buruh terhadap 100% 81.8% 88.8% 69.2%
kebijakan daerah (%)

Sumber : Dinas Tenaga kerja
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Persentase angka sengketa antara pengusaha dan pekerja
di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami
fluktuasi. Fluktuasi tersebut sejalan dengan persentase perselisinan
buruh terhadap kebijakan daerah. Namun sengketa antara
pengusaha dan pekerja tahun 2017 telah mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaiannya sebesar
3.88%. Hal yang sama juga terjadi pada perselisihan buruh
terhadap kebijakan daerah tahun 2017 yang mengalami
penurunan sehingga menjadi 69,2%. Penurunan kedua indikator
tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo
dalom pencegahan dan penyelesaian sengketa atau perselisihan
dalom urusan ketenagakerjoan telah dilakukan dengan baik.
Capaian positif  tersebut  juga didukung dengan persentase
keselomatan dan perlindungan selama 3 tahun terakhir yang
mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya
Pemerintah Kota Probolinggo terkait perlindungan tenaga kerja

juga dilakukan dengan baik.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 3 indikator

yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga indikator:

Tabel 2. 41: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib
Bidang Ketenagakerjaan

Capaian
Indikator P Target 2019 Keteranga
2016 2017 n
Meningkat menjadi
Proporsi peserta 62,4 juta pekerja
Program Jaminan Sosial formal; 3,5 juta

" 56,2% 66,7% L
Bidang pekerja informal
Ketenagakerjaan (Proporsi tahun
2019 = 51,86%)
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Capaian Keteranga

Indikator Target 2019
2016 2017 n
Upah rata-rata per jam 160300 | 1735247.
pekerja 0 5

Jumlah pekerja pada

industri pariwisata

dalam proporsi

terhadap total pekerja

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasional

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Data belum tersedia

Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Meningkat

- - Meningkat

bidang Ketenagakerjaan Kota Probolinggo. Keseluruhan 3 indikator

Berdasarkan data diatas terdapat tiga (3) indikator SDGs

tersebut SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target.
Indikator tersebut diantaranya adalah proporsi peserta Program
Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2017 sebesar 66,7%;
upah rata-rata per jam pekerja tahun 2017 sebesar Rp 1.735.247.5
serta jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi

terhadap total pekerja.

100%

0% 0% 0%

indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data belum tersedia Indikator yang BELUM

1 dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan ¢

mencapai target mencapai target mencapail target

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018
Gambar 2. 24: Capaian Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan

11-100



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa secara
keseluruhan indikator pada Bidang Ketenagakerjaan di Kota
Probolinggo SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target. Hal

tersebut ditunjukkan dengan persentase sebesar 100%.

»  Standar Pelayanan Minimum

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Ketenagakerjaan terdapat 7 indikator
yang dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 42: Capaian Standar Pelayanan Minimun Bidang Ketenagakerjaan

Jenis Sasaran

Pelayanan Indikator Realisasi Realisasi Realisasi
Dasar Standar
Pelayanan
Minimum

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 Pelayanan 1.Besaran 60 (150 | 42,7 (64 60 71,8 (768 60 76,3
Pelatinan tenaga kerja | orang) orang) (1.069 orang) (1.531 (1.168
Kerja yang orang) orang) orang)

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi

2.Besaran 60 (58 69 (40 60 (150 | 70 (105 | 60 (125 | 84 (105
fenaga kerja | orang) orang) orang) orang) orang) orang)
yang

mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

2 | Pelayananan | 1.Besaran 40 101,2 40 85.8 40 73,97
Penempatan pencari kerja | (2.388 (2.366 (2.086 (1.789 (28.076 | (20.769
Tenaga Kerja yang ferdaftar | orang) orang) orang) orang) orang) orang)

yang
ditempatkan

3 | Pelayanan 1.Besaran kasus | 50 (14 64,3 (9 50 (11 54,5 (6 50 (18 | 88,9 (16
Penyelesaian yang kasus) kasus) kasus) kasus) kasus) kasus)
Perselisinan diselesaikan
Hubungan dengan
Industrial perjanjian

bersama (PB)

4 | Pelayanan 1.Besaran 50 53.8 50 48,7 50 56,2
Kepesertaan pekerja/ buruh | (22.360 | (12.030 | (25.371 (12.355 | (30.240 | (17.005
Jamsostek yang menjadi | orang) orang) orang) orang) orang) orang)

peserta
program
Jamsostek

5 | Pelayanan 1. Besaran 45 (301 | 41,5 (125 | 45 (322 | 46,6 (150 | 45 (335 | 44,8 (150

Pengawasan pemeriksaan | perusa | perusah | perusa | perusah | perusa | perusah
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Jenis Sasaran

Pelayanan Indikator Realisasi Realisasi Realisasi
Dasar Standar
Pelayanan
Minimum
| Ketenagakerj perusahaan haan) aan) haan) aan) haan) aan)

aan 2. Besaran 50 (202 | 49,5 (100 | 50 (404 | 24,5 (99 | 50 (406 | 44,3 (180
pengujian perala | peralata | perala | peralata | perala | peralata
peralatan di tan) n) tan) n) tan) n)
perusahaan

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  Kota
Probolinggo tahun 2016 pada Bidang Ketenagakerjaan diatas
menunjukkan bahwa indikator dari  jenis pelayanan dasar
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjoan belum memenunhi
target. Realisasi dari indikator Besaran pemeriksaan perusahaan
tahun 2016 sebesar 44,8% (150 perusahaan) belum memenuhi
target tahun 2016 yakni sebesar 45% (335 perusahaan). Target
tahun 2016 dari indikator Besaran pengujian peralatan di
perusahaan sebesar 50 (406 peralatan) hanya mampu dicapai oleh
Kota Probolinggo sebesar 44,3% (180 peralatan).

Kondisi tersebut disebabkan masih terdapat perusahaan
yang tidak melaksanakan norma kerja dan masih belum ada
pengawas spesialis boiler. Upaya yang perlu dilakukan guna
meningkatkan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
diantaranya adalah pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi
secara berkala; adanya ketegasan dalam penegakan sanksi
(dapat dilakukan dengan pemberiaon nota apabila terdapat
pelanggaran) serta pengajuan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan (diklat) terkait spesialis boiler kepada kantor pusat.
Permasalahan ini perlu segera ditangani mengingat bahwa kualitas
pelayanan pengawasan ketenagakerjaan berkaitan dengan
kesehatan, keselamatan dan keamanan tenaga kerja serta

lingkungan hidup.

11-102




24.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
»  Kinerja Daerah

Kinerja yang bagus pada bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah pada Persentase
jumlah pekerja dibawah umur. Adapun gambaran umum kondisi
daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak tfingkat capaian kinerjanya

dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 43: Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2012-2017

NO Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Jumlah pekerja perempuan
dl |embOgO pemerinfohon 2.4]0 2335 2.342 2.285 2235
2 | Persentase partisipasi
perempuan di lembaga 49,84 49,9 49,9 49,9 50,11
pemerintahan

3 | Jumlah pekerja perempuan

- 12.654 | 10.511 | 9.661 | 10.891 | 14.251
di lembaga swasta

4 | Persentase jumlah pekerja
dibawah umur

Sumber: BPPKB Kota Probolinggo, 2012 - 2016

Berdasarkan data di atas dapat dapat dilihat kinerja urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota
Probolinggo dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup
baik dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa emansipasi
wanita di Kota Probolinggo cukup baik. Dengan adanya pekerja
perempuan pada lembaga-lembaga  pemerintah  maka
kesetaraan perempuan diakui dalaom ruang lingkup lembaga

pemerintah.
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» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Non Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak terdapat 11 indikator yang dapat dihitung.
Indikator-indikator  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 5 yaitu
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum
Perempuan. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus
Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44: Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Tﬁd% Target 2019 Keterangan
Jumlah kebijakan yang Bertambah
responsif gender mendukung | 0,15% 0,19% sebanyak
pemberdayaan perempuan 16 (84,.21%)

Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur
15-64  tahun)  mengalami
kekerasan (fisik, seksual, atau 20% 20% Menurun
emosional) oleh pasangan
atau mantan pasangan
dalam 12 bulan terakhir

Prevalensi kekerasan Menurun
terhadap anak perempuan 20% 20% menjadi '
kurang dari

20,48%

Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur
15-64  tahun)  mengalami
kekerasan seksual oleh orang
lain selain pasangan dalam
12 bulan terakhir

Persentase korban kekerasan

0,17% 0,17%% Menurun

terhadap perempuan yang Meningkat
20% 20% menjadi
mendapat layanan 70%
komprehensif
Proporsi perempuan umur 20- n/a n/a Menurun _
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Indikator

24 tahun yang berstatus
kawin atau berstatus hidup
bersama sebelum umur 15
tahun dan sebelum umur 18
tahun

2016

Capaian

2017

Target 2019

Median usia kawin pertama
perempuan pernah  kawin
umur 25-49 tahun

<21 1th

<21 th

Meningkat
menjadi 21
tahun

Angka kelahiran pada
perempuan umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertility
Rate/ASFR)

94,40%

96,14%

Menurun
menjadi 38
tfahun

Keterangan

Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di  parlemen
tingkat pusat, parlemen
daerah  dan  pemerintah
daerah

Meningkat

Proporsi perempuan yang
berada di posisi managerial

19,23%

17,24%

Meningkat

Proporsi perempuan umur 15-
49 tahun yang membuat
keputusan  sendiri  terkait
hubungan seksual,
penggunaan kontrasepsi, dan
layanan kesehatan reproduksi

77.98%

77.14%

Meningkat

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasiona
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data BELUM tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Berdasarkan data tabel diatas, indikator Prevalensi kekerasan
terhadap anak perempuan dan indikator Median usia kawin
pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun merupakan
indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
nasional. Sementara untuk indikator-indikator berikut ini Jumlah
kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan
perempuan, Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan

(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau
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emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan
terakhir, Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain
pasangan dalam 12 bulan terakhir, Persentase korban kekerasan
terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif,
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR), Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah,
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, serta
indikator Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat
keputusan sendiri  terkait hubungan seksual, penggunaan
kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi merupakan
indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
nasional. Terakhir yaitu indikator Proporsi perempuan umur 20-24
tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum
umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun merupakan indikator

yang datanya masih belum tersedia.

73.00%

18.00%
9.00%
0.00%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 25 Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
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»  Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat terdapat 7 indikator yang dapat dihitung,

sebagai berikut:

Tabel 2. 45: Capaian Standar Pelayanan Minimun Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Indikator Standar Capaian
Pelayanan

Minimum
1. | Cakupan 100% 100% 100% 90% 93,7% 100%
penegakan
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah di

kabupaten/ kota

2. | Cakupan patroli 3 x patroli 3x 3 X 100% | 75,6% 3 x
siaga ketertiban dalam paftroli | paftroli pafroli
umum dan sehari dalom | dalam dalam
ketentraman sehari | sehari sehari
masyarakat

3. | Cakupan rasio 17 1.018 1.018 0 45,58% | 1.034
petugas personil
perlindungan Linmas
masyarakat fiap
(Linmas) di Kelurahan
Kabupaten/ Kota

4. | Cakupan 64,17% 64,17% | 64,17% | 64,17 | 64,17 50%
pelayanan
bencana

kebakaran di
kabupaten/ kota

5. | Tingkat waktu 75% 75% 75% 62,5% | 62,5% 52%
tanggap (response
time rate)

6. | Persentase 56,25% 56,25% | 56,25% | 37.5% | 37.5% 25%
aparatur
pemadam
kebakaran yang
memenuhi standar
kualifikasi

7. | Jumlah mobil 33% 33% 33% 33% 33% 30%
pemadam
kebakaran diatas
3000 - 5000 liter
pada WMK

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo
Tahun 2017
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator
SPM  berupa Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota telah mampu
memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada
tahun 2017 adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi
target tahun 2017 yakni 100%. Inidkator SPM lainnya yang telah
mampu memenuhi target tahun 2017 yaitu Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Capaian dari
indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 3 x patroli
dalam sehari dan telah mampu memenuhi target tahun 2017 yakni
3 x patroli dalam sehari. Seperti halnya kedua indikator SPM diatas,
indikator Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
di Kabupaten/ Kota juga telah mampu memenuhi target tahun
2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah
sebesar 1.034 dan feloh mampu memenuhi target tahun 2017
yakni 1.018.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-
indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini
dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya
masin belum mampu memenuhi target tahun 2017. Sebagai
contoh yaitu indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran di
kabupaten/ kota yang masih belum mampu memenuhi target
tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017
adalah sebesar 50% dan belum mampu memenuhi target tahun
2017 vyakni 64,17%. Indikator lainnya yang perlu mendapat
perhatian lebih adalah Tingkat waktu tanggap (response time rate).
Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar
52% dan belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 75%.

Seperti halnya kedua indikator sebelumnya, indikator Persentase
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aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
juga belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari
indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 25% dan masih
belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 56,25%. Yang
terakhir adalah indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas
3000 - 5000 liter pada WMK. Capaian dari indikator tersebut pada
tahun 2017 adalah sebesar 30% dan masih belum mampu
memenuhi target tahun 2017 yakni 33%. Tingkat pemahaman
petugas Satpol PP terhadap Perda masinh beragam, ketersediaan
mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran yang kurang
memadai serta kurangnya jumlah petugas bersertifikat menjadi
faktor penyebab belum tercapaianya target SPM dibidang
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sehingga
diperlukan solusi seperti perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang
administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak terkait,
perlunya pelaksanaan sosialisasi Perda kepada anggota Satpol PP
serta  perlunya mengajukan penambahan anggaran  untuk

peningkatan kualitas kendaraan pemadam kebakaran.

2.4.2.3. Ketahanan Pangan
»  Kinerja Daerah

Urusan di bidang ketahanan pangan merupakan salah satu
indikator penting dalam proses pembangunan. Hal tersebut
dikarenakan urusan pangan berkaitan dengan ketersediaan
tanaman pangan guna pemenuhan bahan makanan pokok
masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Pangan merupakan
salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan.
Urusan di bidang pangan mempengaruhi fingkat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Salah satu indikator yang

berkaitan dengan urusan ketahanan pangan adalah skor pola
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pangan  (PPH). Berikut merupaokan data tersebut Pola
Pangan Harapan:
Tabel 2. 46: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

\[o) Komoditi/ TAHUN

Bahan Pangan 2015 2016 2017 2018

1 Padi-padian 25 18,7 25 25
2 Umbi -umbian 2.2 2,2 1,2 1.4
3 Pangan Hewani 18,8 21,5 18,4 19,1

4 Minyak dan Lemak 5.0 5,0 5 5
5 Buah/Biji Berminyak 0,0 - 0,4 0,5
6 Kacang -kacangan 10,0 10,0 9.1 9.2
7 Gula 2,5 2,5 2,5 2,5
8 Sayur dan Buah 30 30,0 28,6 28,8

9 Lain-lain - - - -
JUMLAH 93,52 89.9 90,2 ?1.5

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019
*) Data Proyeksi Skor PPH Konsumsi Berdasarkan Susena BPS, Maret 2017

93,52

P

2015 2016 2017 2018
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019
Gambar 2. 26: Skor Pola Pangan Kota Probolinggo

Skor pola pangan (PPH) Kota Probolinggo selama tahun 2015
hingga 2017 secara garis besar mengalami fluktuasi. Skor PPH
terbesar dicapai pada tahun 2016 yakni dengan skor 89,9. Capaian
tahun 2016 tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah

penurunan yang terjadi pada tahun 2018 sehingga skor PPH turun
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menjadi 21,5, Urusan pangan juga dapat dilihat  dari
jumlah produksi pangan utama yakni beras dan jagung.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan urusan
ketahanan pangan di Kota Probolinggo selama tahun 2014
hingga 2017.

Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan

196,80 35.000
- 20.736,72

2017

® Produksi Padi (ton/tahun) Produksi Jagung (ton/tahun)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Gambar 2. 27: Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis
besar produksi padi per tahun (dalam ton) di Kota Probolinggo
selama tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan. Namun
produksi padi tahun 2017 mengalami penurunan kurang lebih 2.000
ton dibandingkan tahun sebelumnya sehingga hanya sebesar
15.880,20 ton/tahun. Produksi padi terbesar terjadi pada tahun 2016
yakni sebanyak 17.742 ton. Secara garis besar produksi jagung

mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir. Sejalan dengan
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produksi padi, produksi jagung terbanyak selama 4 tahun terakhir
juga terjadi pada tahun 2016 dengan capaian sebanyak 35.000
ton. Sedangkan produksi jogung tahun 2017 hanya sebesar
29.736,72 ton atau mengalami penurunan kurang lebih 6.000 ton.
Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan produksi padi dan
jogung di Kota Probolinggo yang fterjadi pada tahun 2017.
Penurunan produksi bahan pangan pokok tersebut berkaitan

dengan ketersediaan lahan dan proses produksi.

Tabel 2. 47: Komoditi Ketersediaan Pangan (Ton)

Komoditi / Bahan

Pangan 2018*)

1 Padi/Beras 28,170 13.480 18.850 18.948
2 Jagung 1,561 31.645 26.472 29.853
3 Kedelai 1,183 - 9 9

4 Ubi Kayu 2,101 2 1.059 1.059
5 Ubi Jalar 333 2 750 750
6 Kacang Tanah 87 2 65 65

7 Kacang Hijau 50 11 61 61

8 Daging 330 3.315 2.154 2.194
9 Telur 1,348 133 2.364 2.366
10 Susu 379 455 372 380
11 lkan 14,580 24.158 13.168 18.032

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019
Data diambil dari Neraca Bahan Makanan, Angka Sementara (ASEM)

Tabel 2. 48: Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Th)

Komoditi / Bahan TAHUN 2018
Pangan 2015 2016%) 2017**) -
Padi-padian : 129,83 95,7 97,4 111,9
1 Padi/Beras 123,01 93,4 93.0
2 Jagung 6,82 2,3 4,4
Umbi-umbian : 10,62 14,2 12,4 18,9
3 UbiKayu 2,17 10,6 10,8
4  Ubi Jalar 1,45 3,5 1,6
Kacang-kacangan : 5,77 14,9 14,1 13,8
Kedelai 517 13,7 13,9
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5 Kacang Tanah 0,38 0,9 0,2
6 Kacang Hijau 0,22 0,2 -
Pangan Hewani : 61,64 55,8 38,5 40,3
7 Daging 1,44 16,6 8.7
8 Telur 5,89 11,9 7,2
9 Susu 1,66 10,0 2,0
10 lkan 52,65 17,3 20,7

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

*) Data PPH Konsumsi Primer 2016

**) Data Susenas BPS, Maret 2017

***) Data Proyeksi rata-rata Konsumsi Pangan, base Susenas BPS, Maret 2017

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Bidang Pangan terdiri dari 3 indikator yang dapat
dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga indikator:

Tabel 2. 49: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Waijib

Capaian
Indikator it Target 2019 Kefernangq
Prevalensi
Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan na na Menurun

(Prevalence of
Undernourishment)
Prevalensi penduduk
dengan kerawanan
pangan sedang atau
berat, berdasarkan
pada Skala Pengalaman
Kerawanan Pangan
Kualitas konsumsi

na na Menurun

Meningkat menjadi:

pangan yang }

diindikasikan oleh skor s}<or PPt 2,5) .
89.67 57,19 fingkat konsumsi

Pola Pangan Harapan ikan 54.5

(PPH) mencapai; dan kg/kapita/tahun

tingkat konsumsi ikan
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional
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Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari ketiga
indikator bidang Pangan Kota Probolinggo terdapat satu indikator
yang SUDAH dilaksanakan namun capaian tahun 2017 BELUM
mencapai target. Capaian indikator kualitas konsumsi pangan
yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai; dan tingkat konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 57,19
namun belum mencapai target untuk meningkat menjadi 92,5.
Kedua indikator lainnya BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai
target nasional yakni prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
(Prevalence of Undernourishment) dan prevalensi penduduk
dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan

pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

67%

33%

0% 0%
indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target mencapai target mencapai target

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambar 2. 28: Capaian Indikator SDGs Bidang Pangan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebesar
67% Indikator SDGs Bidang Pangan di Kota Probolinggo BELUM
dilaksanakan dan BELUM mencapai target. Indikator yang SUDAH
dilaksanakan dan BELUM mencapai target sebanyak 33%. Indikator
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yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target serta

indikator dengan data yang belum tersedia sebesar 0%.

»  Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Ketahanan Pangan terdapat 7 indikator

yang dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 50: Capaian Standar Pelayanan minimum Bidang
Ketahanan Pangan

Jenis Sasaran Indikator 2014 2016
Pelayanan Standar Pelayanan
Dasar Minimum Target Redlisasi Target Realisasi
(%) (%) (%) (%)
Ketersediaan Ketersediaan Energi 87 129,84 90 222,74
dan dan Protein  Per-
Cadangan Kapita
Makanan Penguatan 55 34 60 84,37
Cadangan Pangan
Distribusi  dan | 1. Ketersediaan 89 66,67 90 66,67
Akses Pangan Informasi  Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan di Daerah
2. Stabilitas Harga dan 87 100 90 100
Pasokan Pangan
Penganekarag | 1. Skor Pola Pangan 86 84,1 90 89.67
aman dan Harapan (PPH)
Keamanan 2. Pengowasan  dan 75 68,09 80 44,12
Makanan Pembinaan
Keamanan Pangan
Penanganan 1. Penanganan Daerah 55 100 60 100
Kerawanan Rawan Pangan
Pangan
Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Kota

Probolinggo tahun 2016 pada Bidang Ketahanan Pangan diatas
menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator yang belum memenunhi
target. Ketiga indikator tersebut terdiri dari 1 indikator dari jenis
pelayanan dasar distribusi dan 2 indikator dari akses pangan serta

penganekaragaman dan keamanan makanan. Ketercapaian
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yang belum memenuhi target tersebut merupakan permasalahan
di Bidang Ketahanan Pangan yang perlu segera ditangani
dikarenakan pangan berkaitan dengan tingkat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat. Indikator Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan realisasi
tahun 2016 sebesar 66,67% belum memenuhi target tahun 2016
yakni sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan belum meratanya
distribusi dan aksesibilitas terkait pangan kepada seluruh lapisan
masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan adalah
perbaikan  sistem pemerataan  dan  infrastruktur  pada
bidang pangan.

Permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan
Pangan di Kota Probolinggo lainnya adalah Skor Pola Pangan
Harapan (PPH). PPH masyarakat Kota Probolinggo tahun 2016
sebesar 89,67% belum memenuhi target tahun 2016 yakni sebesar
90%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi
masyarakat yang belum memenuhi standar kebutuhan gizi. Hal
tersebut disebabkan oleh tingkat daya beli masyarakat dan
pemahaman (mindset) mengenai pentingnya pemenuhan pola
konsumsi yang sesuai kaidah gizi yang masih rendah. dikarenakan
realisasi indikator tersebut tahun 2016 sebesar 44,12%. Realisasi
tahun 2016 sebesar 44,12% dari indikator Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan Pangan juga belum memenuhi target
tahun 2016 sebesar 80%. Pengetahuan masyarakat terkait
keamanan pangan yang masih kurang menyebabkan masyarakat
lebih memilih menggunakan bahan tambahan makanan pangan
yang tidak aman. Selain itu dikarenakan ketersediaan dari bahan
makanan pangan fersebut dengan harga yang murah juga

menjadi pertimbangan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan

-116



guna meningkatkan PPH serta Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan adalah sosialisasi dan pembinaan  terkait
pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat serta makanan B2SA
(beragam, bergizi, seimbang dan aman). Selain itu faktor tingkat
perekonomian masyarakat juga mempengaruhi tingkat daya beli

masyarakat dalam pemenuhan konsumsi yang sehat bergizi.

2.4.2.4. Pertanahan

Kinerja pertahan merupakan wewenang instansi vertikal
Badan Pertahanan. Namum demikian pemerintah daerah juga
cukup punya andil untuk memberikan sosialisasi tentang ketertiban
pertahanan. Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat
capaiannya dapat digambarkan melalui  indikator  kinerja
sebagai berikut

Tabel 2. 51: Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo
Tahun 2012-2016
NO INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah 2.985 3.939 2.912 2.666 | 2.506 | 5.691
Tanah yang
Bersertifikat

2 Penyelesaia 1 1 1 0 o* n/a
N ijin lokasi

3 Penyelesaia 1 4 3 5 5* n/a
N kasus
pertanahan

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
* angka sementara

Berdasarkan tabel di atas secara umum kinerja layanan
pertanahan Kota Probolinggo cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah tanah yang bersertifikat fiap tahunnya telah mencapai
angka yang cukup baik. Tidak hanya itu saja dalom dua tahun
terakhir terkait permasalhan ijin lokasi Kota Probolinggo tfidak

menerima  permasalahan  terkait ijin  lokasi dapat disimpulkan
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bahwa pada beberapa tahun terakhir permasalahan terkait ijin

lokassi semakin sedikit.

2.4.2.5. lingkungan Hidup
» Kinerja Daerah

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar
masyarakat. Lingkungan hidup juga dapat menggambarkan gaya
hidup masyarakat yang berkaitan dengan perhation terhadap
kondisi lingkungan sekitarnya. Urusan lingkungan hidup suatu
daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan
keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan
urusan lingkungan hidup mempengaruhi tingkat kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja daerah dari urusan
lingkungan hidup dilihat dari indeks kualtas lingkungan hidup.
Berikut merupakan grafik yang menyagjikan indeks kualitas
lingkungan hidup Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga
2017.

2015 2016 2017

m Kota Probolinggi = Jawa Timur Nasional

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Gambar 2. 29: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

-118



Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo selama
tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan tren positif. Hal tersebut
dapat dilihat dari grafik diatas yang menunjukkan adanya kenaikan
sefiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Indeks kualitas lingkungan
hidup tahun 2017 sebesar 58,80 atau mengalami kenaikan sebesar
1,76 dibandingkan  tahun  sebelumnya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa Kota Probolinggo mengalami perkembangan
yang positif dalam pembangunan urusan lingkungan hidup. Urusan
di bidang lingkungan hidup juga dapat dilihat dari pelayanan
terkait kelestarian lingkungan, penanganan sampah dan jumlah
penegakan hukum lingkungan hidup. Berikut merupakan grafik
yang memaparkan persentase perkembangan pelayanan dalam
urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.
Secara keseluruhan, IKLH Kota Probolinggo masih dibawah Provinsi

jaowa Timur dan Nasional.

100 100

6129I II

2014 2015 2016 2017

B Pelayanan pencegahan pencemaran air
m Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
m Pelayanan Informasi status kerusakan lahan, tanah karena produksi biomassa

Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran & kerusakan lingkungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2. 30: Persentase Perkembangan Pelayanan dalam Urusan
Lingkungan Hidup
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Pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo terkait pencegahan
pencemaran air dan informasi status kerusakanlahan serta tanah
karena produksi biomassa selama tahun 2014 hingga 2017
mengalami fluktuasi. Namun kedua pelayanan tersebut telah
mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun
2016. Pelayanan yang paling stabil selama 4 tahun terakhir adalah
tidak lanjut  pengaduan  masyarakat  terhadap  dugaan
pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan capaian angka
100%. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber
tidak bergerak sempat mengalami penurunan pada tahun 2015
namun selama 2016 hingga 2017 stabil mencapai angka 100%.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase
pelayanan dalam urusan lingkungan hidup tahun 2017 telah
mengalami progress positif dibandingkan tahun sebelumnya. Salah
satu hal utama yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup
adalah  terkait sampah, berikut  merupokan grafik  yang
memaparkan volume sampah yang masuk TPA (kg/tahun) di Kota

Probolinggo tahun 2012 hingga 2016.

18,462,536

16,733,235
15,583,056
14,149,665
12,515,063 1

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Gambar 2. 31: Jumlah Volume Sampah yang Masuk TPA (Kg/Th)
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Berdasarkan grafik diatas menunjukkan  bahwa jumlah
volume sampah yang masuk di TPA Kota Probolinggo selama tahun
2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Jumlah volume
sampah tahun 2016 mencapai 18.462.536 Kg/Tahun. Jumlah tahun
2016 mengalami  peningkatan  sebesar  1.729.301 Kg/Th
dibandingkan tahun 2015. Peningkatan volume sampah
menunjukkan bahwa jumlah konsumsi masyarakat mengalami
peningkatan. Hal tersebut seiring semakin fingginya jumlah
pendudukan dan tingkat kebutuhan serta gaya hidup masyarakat
saat ini. Jumlah volume sampah berkaitan erat dengan
pengelolaan sampah suatu wilayah, berikut merupakan grafik yang
menyajikan persentase perkembangan penanganan sampah Kota
Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan

44 86 43,91 43,18

37
34,44
32

2014 2015 2016 2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Gambar 2. 32: Persentase Perkembangan Penanganan Sampah

Ketersediaan fasilitas dan sistem dalam penanganan sampah
di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 tidak memiliki
perbedaan angka (dalaom persentase) yang jauh. Ketersediaan

fasilitas pengurangan sampah di perkotaan selama 4 tahun terakhir
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yang mengalami penurunan merupakan poin penting yang perlu
diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan volume sampah yang
masuk di TPA (kg/tahun) selama tahun 2012-2016 terus mengalami
peningkatan, ditambah dengan kepadatan dan gaya hidup
masyarakat perkotaan saat ini maka ketersediaan fasilitas sangat
mempengaruhi  kelestariaon  lingkungan  hidup.  Sedangkan
ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan selama 4
tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun capaian tahun 2017
telah mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun
sebelumnya.

Salah satu fasilitas dalam pengurangan sampah  adalah
jumlah tempat pembuangan sampah (TPS). Penegakan hukum
terkait lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk sistem terkait
penanganan sampah. Berikut merupakan tabel yang menyajikan
jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
dan jumlah penegakan hukum lingkungaon hidup di Kota

Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2. 52: Jumlah TPS per Satuan Penduduk dan Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012-2016
BT RN 7 S T T

Jumlah TPS per 1:2.100 1:2.500 1:2.700 1:2.700 1:2.750
Satuan Penduduk

Penegakan Hukum 10 12 31 18 8
Lingkungan Hidup

(Kali)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk di Kota Probolinggo tahun 2012 hingga 2016 terus
mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan
sebanyak 50 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah TPS tahun
2016 mencapai rasio 1:2.750 per satuan penduduk. Jumlah

penegakan hukum lingkungan hidup mengalami fluktuasi selama
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tahun 2012 hingga 2016. Tahun 2014 sempat mengalami kenaikan
lebih dari dua kali lipat dari jumlah tahun 2013. Tahun 2015 hingga
2016 mengalami penurunan dan mencapai jumlah 8 pada tahun
2016. Berikut merupakan tabel yang memaparkan perkembangan

urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

Tabel 2. 53: Perkembangan Urusan Lingkungan Hidup

Rincian 2014 2015 2016 2017
Luas Tempat Permakaman 56,4 56,4 56,4 56,4
umum per satuan Penduduk
(Hektar)
Penurunan Emisi Gas Rumah 1,01 1 1,37 1,37
Kaca (%)
Cakupan penghijauan wilayah 10 25 25 25
rawan longsor dan sumber
mata air (%)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Hal yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup
diantaranya adalah terkait dengan penggunaan lahan dan upaya
dalam pelestarian lingkungan. Salah satu wujud penggunaan lahan
suatu wilayah adalah tempat pemakaman umum. Luas tempat
pemakaman umum per satuan penduduk (hektar) di Kota
Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 stabil pada angka 56,4 hektar.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam
pelestarian lingkungan diantaranya adalah penurunan emisi gas
rumah kaca dan cakupan penghijauan. Secara garis besar
penurunan emisi gas rumah kaca selama 4 tahun terakhir
mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2016 dan 2017
sebesar 1,37%. Cakupan penghijauan pada wilayah rawan longsor
dan sumber mata air stabil pada angka 25% selama tahun 2015
hingga 2017 dimana telah mengalami kenaikan sebesar 15% dari
tahun 2014.
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> Indikator

Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

Suistanable Development Goals (SDGs)

(TpB) /

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan

Pelayanan Waqijib Bidang Lingkungan Hidup terdapat 14 indikator

yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator bidang

Lingkungan Hidup:

Tabel 2. 54: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Waijib
Bidang Lingkungan Hidup

Capaian
Indikator ‘ Target 2019 Keterangan
Jumlah kabupaten/kota yang .
ditingkatkan kualitas . Inelixeter emg)
. . . . Meningkat BELUM
pengelolaan lumpur tinja 1 Unit 1 Unit . .
. menjadi 409 dilaksanakan dan
perkotaan dan dilakukan IPLT IPLT .
. kabupaten/kota | BELUM mencapai
pembangunan Instalasi taraet nasional
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 9
Indikator yang
Proporsi rumah tangga yang SUDAH
terlayani sistem pengelolaan 466 459 Meningkat dilaksanakan dan
lumpur tinja. BELUM mencapai
target
Indikator yang
BELUM
Kualitas air danau na na Meningkat dilaksanakan dan
BELUM mencapai
target nasional
Kualitas G.II’ sungai sebagai 49 09 50 Meningkat
sumber air baku.
Indikator yang
Persentase sampah perkotaan Meningkat SUDAR,
o tortanoant 78.36% | 75.53% | L °S - dilaksanakan dan
yang g I ° BELUM mencapai
target
Jumlah kota hijau yang Indikator yang
mengembangkan dan BELUM
menerapkan green waste di Ada Ada Meningkat/ Ada | dilaksanakan dan
kawasan perkotaan BELUM mencapai
metropolitan target
Jumlah kota hijau yang E&ﬁ&for yang
menyediakan ruang terbuka 7.35 735 | Meningkat/ Ada | dilaksanakan dan
hijau di kawasan perkotaan ]
3 BELUM mencapai
metropolitan dan kota sedan target
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Indikator

Capaian

Target 2019 Keterangan

Jumlah limbah B3 yang Meningkat
terkelola dan proporsi limbah L S .
. . menjadi 150 juta
B3 yang diolah sesuai na na
fon (skala
peraturan perundangan nasional]
(sektor industri)
43.18% | 20 ton per hari
Jumlah timbulan sampah 43.91% (656 (skala nasional)
yang didaur ulang e Kg/ (Skala Kota :
Hari) 173.91 Kg/ Hari)
Indikator yang
SUDAH
;::gillg:gpc:z(i:;knrgairz?ehgister 1 1 Meningkat dilaksanakan dop
BELUM mencapai
target nasional
Indikator yang
Proporsi tutupan hutan SUDAH
terhadap luas lahan 11.60% 9.91% | Meningkat dilaksanakan dan
keseluruhan BELUM mencapai
target nasional
Proporsi luas lahan kritis yang .
direhabilitasi terhadap luas 0 0 5,5 juta ha
(skala nasional)
lahan keseluruhan.
Tersedianya kerangka Indikator yang
legislasi, administrasi dan SUDAH
kebijakan untuk memastikan 0 0 Ada diloksanakan dan
pembagian keuntungan yang BELUM mencapai
adil dan merata target nasional
Indikator yang
Dokumen rencana SUDAH
pemanfaatan 1 0 Meningkat dilaksanakan dan
keanekaragaman hayati. BELUM mencapai
target nasional

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
BELUM mencapai target nasional
Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan
BELUM mencapai target nasional

Indikator bidang Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang
SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional ada 3

indikator. Ketiga indikator tersebut adalah Kualitas air sungai
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sebagai sumber air baku dengan capaian tahun 2017 sebesar 50;
Jumlah fimbulan sampah yang didaur ulang dengan capaian
tahun 2017 sebesar 43.18% (656 Kg/ Hari); Proporsi luas lahan krifis
yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator yang
BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional ada 4
indikator sedangkan Data yang belum tersedia terdapat pada 1
indikator. Enam (6) indikator lainnya pada bidang Lingkungan

Hidup SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target

nasional.
42,857%
28,571%
21,429%
. -
Indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target mencapai target mencapai target

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambar 2. 33: Capaian Indikator SDGs Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Kota
Probolinggo hampir sebagian besar belum telah melaksanakan
indikator SDGs bidang Lingkungan Hidup namun belum mencapai
target. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasenya sebesar
42,86%. Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai
target sebesar 21,43%. Indikator yang BELUM dilaksanakan oleh
Kota Probolinggo sebesar 28,57%. Ketidaktersediaan data SDGs
bidang Lingkungan Hidup sebesar 7,14%.
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»  Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Lingkungan Hidup terdapat 4 indikator
yang dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 55: Capaian Standar Pelayanan Minimum bidang
Lingkungan Hidup

Jenis Sasaran 2014 2015 2016
Pelayanan Indikator L L L
Dasar Standar Target Realisasi Target Readlisasi Target Realisasi
Pelayanan
Minimum (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Pelayanan Persentase 100 73 57 66 68 61
Pencegahan | jumlah usaha
Pencemaran | dan/atau
Air kegiatan
yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air
Pelayanan Persentase 100 67 35 50 50 100
Pencegahan | jumlah usaha
Pencemaran | dan/atau
Udara  dari | kegiatan
Sumber Tidak | sumber yang
Bergerak tidak
bergerak
yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
udara
Pelayanan Persentase 100 20 33 50 49 70
Informasi luasan lahan
Status dan atau
Kerusakan tanah  unfuk
Lahan produksi
dan/atau biomassa
Tanah untuk | yang telah
Produksi ditetapkan
Biomassa dan
diinformasikan
status
kerusakannya
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No Jenis Sasaran 2014 2015 2016
Pelayanan Indikator
Dasar Standar

Pelayanan
MR (R (R (R (%)

4 | Pelayanan Persentase 90 100 100 100 100

Tindak Lanjut | jumlah

Pengaduan | pengaduan

Masyarakat masyarakat

Target Redlisasi Target Realisasi Target Re

akibat akibat
adanya adanya
dugaan dugaan
pencemaran | pencemaran
dan/atau dan/atau
perusakan perusakan
lingkungan lingkungan
hidup hidup  yang

ditindaklanjuti.

alisasi

(%)
100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota
Probolinggo tahun 2016 Bidang Lingkungan Hidup diatas
menunjukkan bahwa jenis pelayanan dasar yang belum memenuhi
target adalah Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Indikator
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
dengan realisasi sebesar 61% belum memenuhi target tahun 2016
yakni sebesr 68%. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya
kesadaran pengelola kegiatan atau usaha terkait pengelolaan
limbah cair. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air adalah pelaksanaan
sosialisasi, pembinaan, pengawasan secara berkala serta
ketegasan penegakan sanksi terhadap pelaku kegiatan/usaha
terkait pengelolaan limbah oleh Badan Lingkungan Hidup.
Permasalahan ini  perlu  ditindaklanjuti  segera  mengingat
keterkaitannya dengan kesehatan, keamanan dan keselamatan
masyarakat yang berada di sekitar wilayah industri atau pelaku

usaha serta kelestarian lingkungan hidup.
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24.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan
saloh  satu  indikator  yang mempengaruhi  keberhasilan
pembangunan suatu  daerah. Hal tersebut dikarenakan
pemberdayaan  masyarakat dan desa  menggambarkan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa
merupakan salah satu aktor yang berperan dalom pembangunan
desa tersebut. Melalui pemberdayaan masyarakat desa maka
keswadayaan masyarakat dapat meningkat yang kemudian juga
akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu
pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk upaya
peningkatan  peran kelompok masyarakat dalam  proses
pembangunan desa. Salah satu wadah  dalam  proses
pemberdayaan masyarakat adalah lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM). Berikut merupakan grafik yang menyagjikan
perkembangan LPM di Kota Probolinggo selaoma tahun 2014
hingga 2017.

13

M Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

Gambar 2. 34: Perkembangan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
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Secara rata-rata  jumlah  kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kota Probolinggo selama
tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata kelompok
binaan LPM tahun 2017 sebesar 13. Namun selama 4 tahun terakhir
tidak ada LPM yang mendapatkan prestasi. Hal tersebut
menunjukkan masih kurangnya pengembangan organisasi LPM.
Bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya adalah PKK. Berikut
merupakan grafik perkembangan PKK Kota Probolinggo selama
tahun 2014 hingga 2017.

dilddl

2014 2015 2016 2017
 PKK aktif m Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelurahan)

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

Gambar 2. 35: Perkembangan PKK

Selama tahun 2014 hingga 2017 jumlah PKK yang aktif di Kota
Probolinggo stabil pada jumlah 69. Hal tersebut sejalan dengan
rata-rata jumlah kelompok binaan PKK setfiap Kelurahan. Kestabilan
jumlah PKK yang aktif dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

sefiap Kelurahan tersebut menunjukkan masih  kurangnya
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pengembangan PKK di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir.
Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
lainnya Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 dapat
dilihat pada grafik berikut.

248 248 248 250

87

0 55 0

ul ‘ul ml s

2014 2015 2016 2017

W Jumlah LSM
[ Posyandu aktif
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

Gambar 2. 36: Perkembangan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Secara garis besar perkembangan urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa di Kota Probolinggo selama tahun 2014
hingga 2017 mencapai angka yang stabil. Jumlah LSM selama
tahun 2015 hingga 2017 stabil sebanyak 55 namun apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan
sebanyak 32 LSM. Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait
produktivitas dan  kualitas LSM  sebagai  wadah  dalam
pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga tfidak hanya
berkaitan dengan kuantitas dari lembaganya. Jumlah posyandu

aktif tahun 2017 sebanyak 250 dimana angka tersebut mengalami
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kenaikan sebanyak 2 dibandingkan tahun 2014 hingga 2016 yang
stabil pada angka 248. Upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam
pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu diperhatikan
adalah  jumlah swadaya masyarakat terhadap  program
pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan pasca program
pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kedua
indikator tersebut stabil pada angka 50 dan 40 selama 4 tahun
terakhir. Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa masih perlu ditingkatkan
terutama terkait pengembangan program dan proses monitoring

serta evaluasi guna meningkatkan keswadayaan masyarakat.

24.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
»  Kinerja Daerah

Gambaran umum  kondisi  daerah terkait dengan
pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga
sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator

kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 56: Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Sejahtera Kota Probolin

o Tahun 2012 - 2016

[} 4

1 Jumlah akseptor KB 36,159 | 36,167 | 37.370 | 35,323 | 34,397

2 Jumlah pasangan usia | 49.330 | 49.382 | 46,799 | 46,774 | 44,091
subur PUS

3 Persentase akseptorKB | 73.3 73.24 73.44 75.52 78.01
terhadap PUS

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Pada tabel diatas dapat dilihat data indikator keluarga
berencana dan keluarga sejahtera kota probolinggo terdapat tiga

indikator yakni, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur PUS
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http://bppkb.probolinggokota.go.id/
http://bppkb.probolinggokota.go.id/

dan Persentase akseptor KB terhadap PUS. Penggunaan akseptor

KB oleh pasangan usia subur dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

PRESENTASE AKSEPTORKB TERHADAP PUS

&
- W

2012 2013 2014 2015 2016

Gambuar 2. 37: Persentase Akseptor KB terhadap PUS

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa penggunaan
akseptor KB setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hanya
saja pada tahun 2012 dan 2013 sempat mengalami penurunan
yakini tahun 2012 sebesar 73.3 dan 2013 sebesar 73.24 selanjutnya
tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 73.44 tahun
2015 sebesar 75.52 dan tahun 2016 sebesar 78.01.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Suistanable Development Goals (SDGs)

Indikator  Tujuan  pembangunan  Berkelanjutan  Fokus
Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidaya urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di kota Probolinggo terdapat 10
Indikator yang dapat dihitung. Dari 10 indikator terdapat 3 indikator
yang telah terpenuhi, 6 indikator belum terpenuh dan 1 indikator
belum telaksana dan belum mencapai target. Adapun indikator

tersebut dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 57: Capaian Indikator SDGs Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Indikator Capaian Target 2019 Keterangan

2016 2017

Prevalensi penggunaan metode 78,33% 77,49% | Meningkat
kontrasepsi (CPR) semua cara pada menjadi 65%
Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-
49 tahun yang berstatus kawin.
Proporsi perempuan usia reproduksi 2715% | 27.48% | Meningkat
(15-49 tahun) atau pasangannya menjadi 66%
yang memiliki kebutuhan keluarga
berencana dan menggunakan alat
kontrasepsi metode modern.
Angka prevalensi penggunaan 77.98% | 77.14% | Meningkat
metode konirasepsi (CPR) semua menjadi 65%
cara pada Pasangan Usia Subur
(PUS) usia 15-49 tahun yang
berstatus kawin.

Angka penggunaan metode 27,50% | 27.82% | Meningkat

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi

cara modern. 23,5%

Total Fertility Rate (TFR). 5,74 5,82 Menurun
menjadi 2,28

Persentase korban kekerasan 20% 20% Meningkat

terhadap perempuan yang menjadi 70%

mendapat layanan komprehensif.

Proporsi perempuan umur 15-49 77,98% 77.14% | Meningkat

tahun yang membuat keputusan
sendiri terkait hubungan seksual,
penggunaan kontrasepsi, dan
layanan kesehatan reproduksi.

Unmet need KB (Kebutuhan 15,83% 16,36% | Menurun
Keluarga Berencana/KB yang tidak menjadi 9,9%
terpenuhi).

Pengetahuan dan pemahaman 77.98% | 77,14% | Meningkat
Pasangan Usia Subur (PUS) tentang menjadi 85%
metode kontrasepsi modern.

Proporsi rumah tangga yang 0.57% 0.57% | Menurun

memiliki anak umur 1-17 tahun yang
mengalami hukuman fisik dan/atau
agresi psikologis dari pengasuh
dalam setahun terakhir.
Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018
Keterangan:
- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai

target nasional
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Berdasarkan data diata menunjukkan bahwa terdapat
sebagian besar capaian yang belum memenuhi target dari 10
indikator yang ada dalam TPB bidang KB dan Keluarga Sejahtera.
10 indikator tersebut yakni Prevalensi penggunaan metode
kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia
15-49 tahun yang berstatus kawin, Angka prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur
(PUS) wusia 15-49 tahun yang berstatus kawin, dan Angka
penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara
modern yang telah mencapai target. Indikator Proporsi perempuan
usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki
kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat
kontrasepsi metode modern, Total Fertility Rate (TFR), Persentase
korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan
komprehensif, Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang
membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan
kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Unmet need KB
(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi), dan
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang
metode kontrasepsi modern yang belum memenuhi target. Serta
indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17
tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
dari pengasuh dalam setahun terakhir yang belum berjalan dan

belum emmenuhi target dengan capaian 0,57% dalam dua tahun.
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60,000%

30,000%

10,000%

,000%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 38: Capaian Indikator SDGs Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

»  Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Tabel 2. 58: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang KB dan

Keluarga Sejahtera Tahun 2014 dan 2016

INDIKATOR TARGET TAHUN REALISASI TARGET TAHUN REALISASI
2014 TAHUN 2016 TAHUN

2014 2016

(%) (%) (%) (%)

1. | Cakupan Pasangan 3.50% 2.82% 3.50% 2.70%

Usia  Subur yang

isterinya dibawah
usia 20 tahun

2. | Cakupan sasaran 65% 73.27% 65% 78.30%
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB

aktif
3. | Cakupan Pasangan 5% 14.20% 5% 21.60%
Usia Subur yang ingin
ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet
Need)
4. | Cakupan Anggota 70% 94.41% 70% 90.10%
Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
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NO

INDIKATOR

PUS
Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB

TARGET TAHUN
2014

(%)
87%

REALISASI
TAHUN
2014
(%)
84.54%

TARGET TAHUN
2016

(%)
87%

REALISASI
TAHUN
2016
(%)
83.30%

. | Cakupan

Ratio Petugas
Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana
(PLKB/PKB) 1 Petugas
di sefiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan

1 Petugas per 2
(duaq)
Desa/Kelurahan

1,45/1

1 Petugas per 2
(dua)
Desa/Kelurahan

0.70%

Pembantu
Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD)
1 (satu) petugas di
setiap
Desa/Kelurahan

Ratio

1 (satu)
petugas di
setfiap
Desa/Kelurahan

5-Jan

1 (satu)
petugas di
setiap
Desa/Kelurahan

1.00%

Cakupan
penyediaan
dan
Kontrasepsi
memenuhi
permintaan
masyarakat
tahun

alat
obat
untuk

setiap

30%

0
(Disediakan
BKKBN
Provinsi)

30%

0
(Disediakan
BKKBN
Provinsi)

Cakupan
penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
Desa/Kelurahan
setiap tahun

100%

100%

100%

100%

Sumber : Data SPM Kota Probolinggo

Pada data SPM diatas dapat dilihat terdapat Sembilan

indikator SPM yang dapat dihitung antara lain Cakupan Pasangan

Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun dengan terget

tahun 2014 sebesar 3,50 dan realisasinya 2,82. Tahun 2016 target

sebesar 3,50 realisasinya 2,70 pada dua tahun terakhir ini dapat
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dilihat realisasinya masih belum memenuhi target yang telah
ditetapkan bahkan pada tahun 2016 realisasinya cenderung
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
dengan target tahun 2014 dan 2016 sebesar 65% dan realisasi 2014
73,27% tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 78,30%.
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need) target tahun 2014 dan 2016 sebesar 5% dan realisasi
tahun 2014 sebesar 14,20% kemudian meningkat sebesar 21,60%
angka ini melampaui target yang telah ditetapkan. Cakupan
Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target sebesar
70% dan realisasi tahun 2014 sebesar 94,41% tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 90,10%. Untuk indikator Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB realisasi tahun 2014 dan 2016 belum memenuhi
target sebesar 87%, akan tetapi realisasi pada tahun 2016
cenderung menurun sebesar 83% dibandingkan 2014 sebesar 84%.
Selain itu indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di
sefiap 2 (dua) Desa/Kelurahan, Ratio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan,
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat setiap tahun dan Cakupan penyediaan
informasi data mikro keluarga di sefiap Desa/Kelurahan setiap

tahun telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.4.2.8. Perhubungan
»  Kinerja Daerah
Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang

menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal
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tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas
umum dalam hal transportasi  unfuk  masyarakat.  Urusan
perhubungan juga menggambarkan ketersediaan fasilitas umum
transportasi dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya. Berikut

merupakan grafik yang memaparkan panjang jalan di Kota

Probolinggo:
222.21 222.21
199.11 199.11
22.04 22.04 22.04 22.04
0 0 0 0
2014 2015 2016 2017

H Kota Provinsi H Nasional

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2. 39: Panjang Jalan di Kota Probolinggo

Grafik diatas menunjukkan baohwa panjong jalan Kota
Probolinggo mengalami kenaikan mulai  ditahun 2016 dari
sebelumnya 199,11 Km di tahun 2015 menjadi 222,21 Km di

tahun 2016. Namun panjang jalan Nasional cenderung tetap, yakni
22,04 Km.

Tabel 2. 59: Data Perhubungan

N Urai Tahun
° raian 2016 2017 2018
1 Jumlah Penumpang 1.550.055 1.353.298 973.600

Angkutan Darat

2 Data Organda 1 1 1

3 Jumlah Angkutan Darat 311.117 319.812 334.331

Sumber: Dinas Perhubungan
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1.634.455
1.550.055

1.298.421

879.029

2014 2015 2016 2017

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 — 2019

Gambar 2. 40: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Secara garis besar jumlah arus penumpang angkutan umum
di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir mengalami tren
penurunan. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2017
sebanyak 1.298.421. Selama tahun 2014 hingga 2017 jumlah arus
penumpang angkutan umum paling banyak dicapai tahun 2015
yakni sebanyak 1.634.455 dimana hal tersebut mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan
jumlah arus penumpang angkutan umum adalah persentase
penumpang angkutan umum vyang dapat dilayani. Berikut

merupakan grafik yang menyajikan data tersebut.

11-140



‘.‘ ‘.‘ ‘.‘ ‘.‘ ‘.‘
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Perubahan RPJMD Kota probolinggo Tahun 2014-2019

Gambar 2. 41: Persentase Penumpang Angkutan yang
Dapat Dilayani

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase
penumpang angkutan umum yang dapat dilayani di Kota
Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami stabilitas.
Selama tahun 2012 hingga 2016 mencapai angka 100%. Stabilitas
pencapaian 100% selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa
Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya dalam memenuhi
pelayanan masyarakat sebagai penumpang angkutan umum
dengan baik. Faktor yang berkaitan dengan jumlah arus
penumpang angkutan umum dan persentase penumpang
angkutan umum yang dapat dilayani diantaranya adalah jumlah
angkutan darat serta rasio ijin trayek. Berikut merupakan grafik yang

menyajikan data tersebut.
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8.486 8.681

2014 2015 2016 2017

B Jumlah Angkutan darat ( Unit) Rasio ijin trayek

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 — 2019

Gambar 2. 42: Jumlah Angkutan Darat dan Rasio ljin Trayek

Jumlah angkutan darat di Kota Probolinggo selama tahun
2014 hingga 2017 mengalami peningkatan. Jumlah angkutan darat
tahun 2017 mencapai 8.681 unit. Berbeda dengan jumlah angkutan
darat, rasio ijin trayek selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi.
Selama tahun 2014 hingga 2017 rasio ijin frayek terbesar dicapai
pada tahun 2014 dengan angka 190. Rasio ijin trayek tahun 2017
sebesar 176. Urusan perhubungan yang berkaitan dengan
transportasi juga berkaitan dengan KIR. Berikut merupakan tabel
yang memaparkan perkembangan urusan perhubungan terkait KIR

di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.

Tabel 2. 60: Perkembangan Urusan Perhubungan terkait KIR

Rincian 2015 2016 2017
Jumlah vuji KIR angkutan umum 5.095 5.232 7.106 7.840
(unit)
Kepemilikan KIR angkutan umum 5.095 5.232 7.106 7.840
(unit)
Lama pengujian kelayakan 40 40 40 40
angkutan umum (KIR) ( menit)
Biaya pengujian kelayakan 37.500-  37.500- 37.500- 37.500-
angkutan umum (Rupiah) 57.500 57.500 57.500 57.500

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 — 2019
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Angkutan umum yang memiliki KIR di Kota Probolinggo
tahun 2014 hingga 2017

melakukan uji KIR angkutan umum. Hal tersebut dapat dilihat dari

selaoma secara keseluruhan telah
jumlah kedua data yang sama selama 4 tahun terakhir. Lama
pengujian kelayakan angkutan umum memiliki angka yang stabill
yakni selama 40 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
juga stabil pada kisaran harga Rp 37.500 hingga Rp 57.500. Berikut
merupakan grafik yang menyajikan perkembangan dari beberapa
indikator lain dalam urusan perhubungan di Kota Probolinggo

selama tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2. 61: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Perhubungan

Rincian
Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bus (unit)

2014
2/-/1

2015
2/-171

2016
_/-/-

2017
-/-/-

Pemasangan rambu-rambu (unit)

873

903

932

984

Cakupan Layanan Angkutan
Umum pada jaringan jalan Kota
(angkutan)

30

30

30

30

Ketersediaan Halte pada jalur
trayek Angkutan Umum (unit)

21

21

21

24

Ketersediaan terminal Angkutan
Umum penumpang untuk
pelayanan Trayek Angkutan
Umum -> penyesuaian frayek dan
ketersediaan terminal Angkutan
Umum Kota (unit)

2

2

Ketersediaan fasilitas pelengkap
jalan (rambu,marka,guardrill,dlil)
pada jaringan jalan kota (unit)

1.749

1.754

1.942

15.558

Ketersediaan unit pengujian
kendaraan bermotor a untuk
minimal 4000 kendaraan (unit)

Pemenuhan Standart keselamatan
Angkutan Umum trayek dalam
kota (unit)

204

204

189

176

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 — 2019

Capaian indikator lain dalam urusan perhubungan di Kota
Probolinggo yang mengalami kestabilan selama tahun 2014 hingga

2017 diantaranya adalah cakupan layanan angkutan umum pada
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jaringan jalan Kota sebanyak 30 angkutan dan ketersediaan unit
pengujian kendaraan bermotor untuk minimal 4000 kendaraan
sebanyak 1 unit. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (unit)
pada tahun 2016 hingga 2017 fidok mengalomi penambahan.
Sejalan dengan ketersediaan  terminal  Angkutan  Umum
penumpang untuk pelayanan Trayek Angkutan Umum ->
penyesuaian trayek dan ketersediaan terminal Angkutan Umum
Kota (unit) yang tidak mengalami penambahan selama 2 tahun
terakhir. Tahun 2017 ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan
Umum mengalami kenaikan sebesar 3 unit sehingga mencapai 24
unit. Kenaikan tersebut terjadi setelah stabil pada angka 21 selama
tahun 2014 hingga 2016.

Jumlah pemasangan rambu-rambu dan ketersediaan fasilitas
pelengkap jalan (rambu, marka, guardrill, dll) pada jaringan jalan
kota mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga 2017.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota
Probolinggo dalam meningkatkan keselomatan dan keamanan
berkendara melalui penyediaan fasilitas telah dilakukan dengan
baik. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah
pemenuhan standart keselamatan angkutan umum trayek dalam
kota dikarenakan mengalami fren penurunan selama 4 tahun

terakhir.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Bidang Perhubungan terdapat 4 indikator yang

dapat dihitung. Antara lain dengan capaian berikut:
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Tabel 2. 62: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Waijib
Bidang Perhubungan
Capaian

Indikator Target 2019 Keterangan

Panjang jalur kereta api na na Berfambah 3.258 km

Jumlah dermaga

1 ] Meningkat
penyeberangan
Jumlah pelabuhan na na 24 pelabuhan
strategis (skala nasional)

Persentase pengguna
moda transportasi umum 16,28% 40,44%
di perkotaan
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:
- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Meningkat menjadi
32%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari keempat
(4) indikator SDGs bidang Perhubungan terdapat 2 indikator yang
SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target oleh Kota
Probolinggo. Kedua indikator tersebut diantaranya adalah jumlah
dermaga penyeberangan sebanyak 1 dermaga serta 40,44%
persentase pengguna moda fransportasi umum di perkotaan pada
tahun 2017. Berlawanan dengan hal tersebut, terdapat 2 indikator
yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional.
Indikator tersebut adalah panjang jalur kereta api dan jumlah

pelabuhan strategis.
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50% 50%

0% 0%
Indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target mencapai target mencapai target

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambuar 2. 43: Capaian Indikator SDGs Bidang Perhubungan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat
jumlah yang seimbang antara indikator SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target dengan indikator yang BELUM
dilaksanakan dan BELUM mencapai target. Hal tersebut terlihat dari
persentase sebesar 50% pada kedua indikator. Indikator yang
SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target serta data

yang belum tersedia sebesar 0%.

»  Standar Pelayanan Minimum

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Perhubungan terdapat 10 indikator yang
dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 63: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Perhubungan

Sasaran Indikator Standar Pelayanan 2014 2016

Minimum

Target Redlisasi Target Redlisasi

Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang 75 26 75 26
melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Kabupaten/Kota
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Sasaran Indikator Standar Pelayanan 2014 2016
Minimum

Target Redlisasi Target Redlisasi

Tersedianya halte pada setiap 100 81 100 92
Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
Tersedianya terminal  angkutan 40 100 40 100
penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang dilayani
angkutan umum dalam trayek
Tersedianya fasilitas perlengkapan 60 26 60 68
jalan (rambu, marka, dan guardrail)
dan penerangan jalan umum (PJU)
pada Kabupaten/Kota

Tersedianya unit pengujian 60 100 60 100
kendaraan bermotor bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib  uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji

Tersedianya Sumber Daya Manusia 50 96 50 92
(SDM) di bidang terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah memiliki

terminal

Tersedianya Sumber Daya Manusia 100 88 100 88
(SDM) di bidang pengujian

kendaraan bermotor pada

Kabupaten/Kota yang telah
melakukan pengujian berkala
kendaraan bermotor

Tersedianya Sumber Daya Manusia 40 77 40 94
(SDM) di bidang MRLL, Evaluasi,
Andalalin, Pengelolaan Parkir pada
Kabupaten/Kota

Tersedianya Sumber Daya Manusia 100 47 100 0
(SDM) yang memiliki kompetensi
sebagai pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap perusahaan
angkutan umum

Terpenuhinya standar keselamatan 100 95 100 95
bagi  angkutan umum  yang

melayani trayek di dalam

Kabupaten/Kota

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  Kota
Probolinggo tahun 2016 Bidang Perhubungan diatas menunjukkan
bahwa dari 10 terdapat 5 indikator yang belum memenuhi target.

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
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tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan redalisasi sebesar
26% belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 75%. Tersedianya
halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek dengan realisasi sebesar 92% belum memenuhi
target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi sebesar 88% dari
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian
kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan
pengujian berkala kendaraan bermotor belum memenuhi target
tahun 2016 sebesar 100%. Indikator Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
dengan realisasi 0% belum memenuhi target tahun 2016 sebesar
100%. Kondisi ini menunjukkan belum terlaksanakannya indikator
tersebut sehingga memerlukan perhatian lebih. Realisasi sebesar
95% dari indikator Terpenuhinya standar keselomatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek di dalom Kabupaten/Kota
belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 100%.

Permasalahan dalom SPM  Bidang Perhubungan adalah
pelanggaran peraturan  dalom berkendara dan lalu  lintas
diantaranya adalah masih adanya angkutan umum yang tidak
membawa Surat Uji Berkala (STUK), Surat ljin Trayek dan Surat ljin
Pengusahaan Angkutan (SIPA); pelanggaran parkir di tepi jalan;
pelanggaran atfas larangan kendaraan besar masuk kota; serta
biaya kontribusi pelaksanaan diklat teknis perhubungan yang
besar. Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketersediaan dan
pemerataan sarana prasarana terkait Pelayanan Angkutan Jalan;
ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang pengujian dan
pengawasan kelaikan kendaraan pada sefiap  perusahaan
angkutan umum serta pemenuhan standar keselamatan angkutan

umum.
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Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan
diatas adalah peningkatan sosialisasi serta pengawasan terkait
peraturan dalam berkendara dan lalu lintas. Peningkatkan
ketegasan dalam penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran
lalu lintas juga sangat diperlukan. Selain itu koordinasi dengan
pihak-pihak juga dibutuhkan dalam pelaksanaan, pengawasan
dan penegakan hukum lalu lintas. Permasalahan di bidang
Perhubungan merupakan salah satu permasalahan yang urgent
dikarenakan berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan

ketentraman masyarakat.

2.4.2.9. Komunikasi dan Informasi
»  Kinerja Daerah

Urusan di bidang komunikasi dan informatika merupakan
urusan yang mempengaruhi perkembangan urusan di bidang
lainnya guna proses pembangunan suatu daerah. Hal tersebut
dikarenakan perkembangan di bidang komunikasi dan informatika
menunjang  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian  target
pengembangan di bidang lainnya melalui pemanfaatan kemajuan
teknologi. Di era globalisasi saat ini pemanfaatan kemajuan
teknologi  merupakan  salah  satu  strategi percepatan
pembangunan suatu daerah. Perkembangan di bidang komunikasi
dan informatika juga menggambarkan kualitas sumber daya
manusia dan fingkat pendidikan masyarakat. Berikut merupakan
grafik yang menyqgjikan Persentase Perangkat Daerah yang
Menerapkan E-Government di Kota Probolinggo selama tahun 2015
hingga 2017.
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35

2015 2016 2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2. 44: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan
E-Government

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase
perangkat daerah Kota Probolinggo yang menerapkan E-
Government selama tahun 2015 hingga 2017 mengalami
perkembangan positif. Hal tersebut dikarenakan capaian selama
tiga tahun terakhir terjadi kenaikan. Capaian tahun 2017 sebesar
37.55% mengalami kenaikan sebesar 2,55% dibandingkan tahun
sebelumnya. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan perkembangan teknologi informasi telah diterapkan
dalam proses pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Kota
Probolinggo. Berikut merupakan tabel yang menyajikan
perkembangan urusan komunikasi dan informatika di  Kota

Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.
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Tabel 2. 64: Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika

Rincian 2014 2015 20146 2017
Jumlah jaringan 43 50 50 52
komunikasi (titik)
Rasio wartel/warnet 70/jml 74/iml 60/jml 50 / jmi
terhadap penduduk pendud | pendud | pendud | pendud
(usaha) uk uk uk uk
Jumlah surat kabar 2/11 2/11 3/15 3/38
nasional/lokal (media)
Jumlah penyiaran 6/1 6/1 6/1 6/1
radio/tv lokal (unit)
Website milik 58 65 71 71
pemerintah daerah
(unit)
Pameran/expo 6 6 5 8
(kegiatan)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara garis besar perkembangan urusan komunikasi dan
informatika Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 mengalami
kenaikan. Jumlah website milik pemerintah daerah tahun 2017
sejumlah 71 dengan jumlah surat kabar nasional ataupun lokal
sebanyak 3/38 media. Jumlah jaringan komunikasi tahun 2017
sebanyak 52 titik dimana angka tersebut mengalami kenaikan
sebanyak 2 titk dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah
penyiaran radio atau televisi lokal di Kota Probolinggo selama 4
tahun terakhir stabil pada angka 6/1 unit. Pameran atau expo
terkait komunikasi dan informatika yang dilaksanakan tahun 2017
sebanyak 8 kegiatan. Penurunan terjadi pada rasio wartel/warnet
terhadap penduduk (usaha) selama 4 tahun terakhir sehingga
tahun 2017 hanya mencapai 50 per jumlah penduduk.

Urusan di bidang komunikasi dan informatika juga dapat
dilihat dari jumlah PD yang memiliki akses internet, jumlah radio
komunikasi yang aktif dan jumlah media yang digunakan untuk

penyebaran informasi serta jumlah fitik hotspot yang difasilitasi oleh
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Pemerintah Daerah. Berikut merupokan grafik yang menyajikan
perkembangan indikator lainnya dalam urusan komunikasi dan

informatika di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.
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2012 2013 2014 2015 2016

B Jumlah SKPD yang memiliki akses internet
B Jumlah radio komunikasi yang aktif
Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi

Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2. 45: Perkembangan Indikator Lainnya dalam Urusan
Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan grafik diatas secara garis besar jumlah PD yang
memiliki akses internet dan jumlah radio komunikasi yang aktif
mengalami stabilitas. Jumlah PD yang memiliki akses internet tahun
2012 sebanyak 39 kemudian meningkat sebanyak 1 sehingga tahun
2013 hingga 2016 stabil mencapai angka 40. Kota Probolinggo
memiliki satu radio komunikasi yang akftif tahun 2012 hingga 2016.
Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan
jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terus
mengalami peningkatan selama tahun 2012 hingga 2016. Jumiah

media yang digunakan untuk penyebaran informasi tahun 2016

11-152



sebanyak 18 media atau mengalami kenaikan sebanyak 1
dibandingkan tahun 2014. Jumlah fitik hotspot yang difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah tahun 2014 mengalami kenaikan yang
signifikan dibandingkan tahun 2013 yakni sebanyak 10 fitik sehingga
tahun 2014 dan 2015 mencapai 12 fitik. Data terkait jumlah fitik
hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2016 masih

belum diketahui.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 7
indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga

indikator:

Tabel 2. 65: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Waijib
Bidang Komunikasi dan Informatika

. Capaian
Indikator ‘ Target 2019

Keteranga
n
Proporsi remaja dan

dewasa dengan
keterampilan teknologi na na Meningkat
informasi dan
komunikasi (TIK)
Proporsi individu yang
menguasai/memiliki 71.05% | 71.24% | Meningkat
telepon genggam
Proporsi penduduk yang
terlayani mobile 71.05% | 71.24% | Meningkat
broadband

Proporsi individu yang
menggunakan internet

87.53% | 87.61% | Meningkat

Persentase penggunaan

E-procurement terhadap | 82.64% | 83.07% winling el etijeel

" 80%
belanja pengadaan
Jumlah kepemilikan
serfifikat Pejabat
Pengelola Informasi dan 0 0 Meningkat

Dokumentasi (PPID)
untuk mengukur kualitas
PPID dalam

11-153



Indikator Capalan Target 2019 Ke*e’n""gq

menjalankan tugas dan

fungsi sebagaimana

diatur dalam peraturan

perundang-undangan
Meningkat menjadi:
Perkotaan (20

Tingkat penetrasi akses Mbps) 71% rumah

tetap pitalebar (fixed fangga dan 30%

broadband) di 6.56% 7.18% populasi;

Perkotaan dan di Perdesaan (10

Perdesaan Mbps) 49% rumah
tangga dan 6%
populasi
Meningkat menjadi:

Proporsi penduduk Perkotaan 100%

terlayani mobile 71.05% | 71.24% | populasi;

broadband Perdesaan 52%
populasi

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasional

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terdapat 1 indikator SDGs bidang
Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo yang Belum
tersedia datanya, yakni Proporsi remaja dan dewasa dengan
keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jumlah yang
sama terdapat pada indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target dengan indikator yang SUDAH
dilaksanakan namun BELUM mencapai target. Kedua jenis indikator
tersebut berjumlah 3. Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target diantaranya adalah Proporsi individu yang
menguasai/memiliki felepon genggam sebanyak 71,24%; Proporsi
individu yang menggunakan infernet sebanyak 87.61% serta
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja

pengadaan sebanyak 83,07%.
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43%

43%

14%

0%

Indikator yang SUDAH
dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target

Indikator yang SUDAH
dilaksanakan dan BELUM
mencapai target

Data belum tersedia Indikator yang BELUM

dilaksanakan dan BELUM
mencapai target

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambuar 2. 46: Capaian Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan
Informatika

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa 43%
indikator Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo
SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target. 43% lainnya
SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target. Indikator

yang belum tersedia datanya sebesar 14%.

»  Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 6
indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

Tabel 2. 66: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang

Komunikasi dan Informatika
e asarg 014 U 016

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Pelaksanaa

Pelaksanaan

100

100

100

233

100

233
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No Jenis Sasaran 2014 2015 2016

Pelayanan Indikator . . .
Dasar Standar Target Realisas Target Realisas Targe Realisa

Pelayanan ' ' t sl
Minimum

n Diseminasi | Diseminasi  dan

Informasi Pendistribusian

Nasional Informasi

Nasional

Melalui:

1. Media massa
seperti
majalah,radio
, dan televisi

2. Media baru 100 100 100 100 100 100
seperti
website
(media
online)

3. Media 100 100 100 175 100 175
fradisional
seperti
pertunjukan
rakyat

4. Media 100 100 100 100 100 192
interpersonal
seperti
sarasehan,
ceramah/disk
usi. dan
lokakarya;
dan/ atau

5. Media luar 100 100 100 358 42 358
ruang seperti
media
buletin,
leaflet,
booklet,
brosur,
spanduk, dan
baliho

2 Pengemba | Cakupan 100 100 100 100 100 100

ngan dan | pengembanga

Pemberday | n dan

aan pemberdayaan

Kelompok Kelompok

Informaisi Informaisi

Masyarakat | Masyarakat — di

Tingkat

Kecamatan

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016
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Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Kota
Probolinggo tahun 2016 Bidang Komunikasi dan Informatika diatas
menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi target
tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jenis pelayanan
dasar  Pelaksanaan  Diseminasi  Informasi  Nasional  serta
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat telah dicapai dengan baik. Diantara 6 indikator
terdapat 4 indikator yang mampu melebihi target tahun 2016.
Keempat indikator tersebut dari jenis pelayanan dasar Pelaksanaan
Diseminasi  Informasi  Nasional. Pelaksanaan Diseminasi  dan
Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti
majalah,radio, dan televisi dengan realisasi sebesar 233% telah
mampu melebihi target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi sebesar
175% dari indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan
rakyat telah melebihi target sebesar 100%. Indikator Media
interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya
dengan redlisasi sebesar 192% telah melebihi target tahun 2016
sebesar 100%. Realisasi tahun 2016 dari indikator Media luar ruang
seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan
baliho sebesar 358% juga telah melebih target tahun 2016 yakni
sebesar 42%.

Hal yang perlu diperhatikan kembali dalam SPM di Bidang
Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo diantaranya adalah
ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas
serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
operasional yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan serta kinerja. Selain itu peningkatan kerjasama

dengan pelaku usaha dan pengembang industri telekomunikasi
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dan teknologi informasi. Bidang komunikasi dan informatika
merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan proses
pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan optimalisasi
bidang komunikasi dan informatika sebagai media penunjang
proses pembangunan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembangunan.

2.4.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2. 67: Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Jumlah Klub Olah Raga 284,00 65,00 22,89%
2 Jumlah Gedung Olah Raga 2,00 3,00 150,00%
3 Jumlah organisasi Pemuda 9,00 20,00 222,22%
4 Jumlah Organisasi Olah Raga 85,00 26,00 30,59%
5 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16,00 5,00 31,25%
6 Jumlah Kegiatan Olah Raga 22,00 51,00 231,82%
7 Gelanggang / Balai Remaja 7,00 0,00 0.00%
(selain milik swasta)

8 Lapangan Olah Raga 146,00 88,00 60,27%

Indikator Jumlah Klub Olah Raga sejumlah 284 klub dan
tercapai 22.89% Indikator ini belum mengalami peningkatan dari
target yang dalam RPJMD, dikarenakan Klub Olah Raga di Kota
Probolinggo sejak tahun 2016 tidak bertambah hanya 65 klub olah
raga yang masih akfif. Selain itu Indikator Jumlah Gedung Olah
Raga sejumlah 2 GOR dan tercapai 150% Indikator ini sudah
mengalami peningkatan dari target yang adalam RPJMD yang
ada. Indikator lain terkait kepemudaan adalah Jumlah Organisasi
Pemuda sejumlah 9 organisasi dan tercapai 222.22% Indikator ini

sudah mengalami peningkatan dari target RPJMD yang ada.
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Indikator Jumlah Kegiatan Kepemudaan sejumlah 16 kegiatan dan
tercapai 31.25% Indikator ini belum peningkatan dari target RPJMD
yang ada. Dikarenakan dari 5 Kegiatan tfersebut sudah dapat

mengakomodir seluruh Kegiatan Kepemudaan yang ada.

2.4.2.11. Koperasi dan UMKM
Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan
koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat

dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 68: Data Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Probolinggo Tahun 2012- 2016
U U

() /)

1 jumlah koperasi aktif 201 202 206 197 197

2 jumlah UKM non BPR/LKM | 32 38 38 38 38
UKM

3 Jumlah BPR/LKM 21 21 21 21 21

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator urusan Koperasi dan
UKM kota Probolinggo terdapat tiga indikator yakni, jumlah koperasi
akfif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Pada

indikator jumlah koperasi aktif dapat grafikkan seperti berikut:

197 197

2012 2013 2014 2015 2016

Gambuar 2. 47: Jumlah Koperasi Aktif
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http://dkupp.probolinggokota.go.id/

Pada grafik diatas dapat dilihat realisasi jumlah koperasi yang

aktif di Kota Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2012

sampai dengan 2014 sedangkan tahun 2014 ke 2015 mengalami

penurunan dan tahun 2015 ke 2016 mengalami stagnan sebesar

197 koperasi yang masin aktif.

2.4.2.12. Penanaman Modal

»  Kinerja Daerah

Nilai investasi yang meningkat tidak diiringi dengan jumlah

investor berskala nasional, karena hal ini investasi yang diberikan

hanya kepada usaha kecil dan menengah. Adapun gambaran

mengenai fingkat capaian kinerja urusan penenaman modal

daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan

indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 69: Data Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kota Probolinggo Tahun 2012-2017

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah investor 20 17 43 48 64 69
berskala nasional
(Jumlah
PMA/PMDN)

2 Jumlah nilai 806.304. | 516.923 | 2.269.779 | 1.824.377 | 740.612 | 4.121.827
investasi 399.178 | .720.96 | .452.592 | .467.526 | . .39
PMA/PMDN (Rp) 0 581.171

3 Tingkat daya tarik | 3.551 3.555 3.626 3.206 4,424 -
investasi dalam jenis jenis jenis jenis jenis
bentuk jumlah usaha usaha usaha usaha usaha
pelaku investasi
pembangunan di
daerah

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah investor

berskala nasional (jumlah PMA/PMDN) Kota Probolinggo dari tahun

2012 — 2017 mengalami fluktuatif. Penurunan jumlah investor terjadi

pada tahun 2013 sementara di tahun 2014 — 2017 terus mengalami
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kenaikan. Penurunan jumlah investor pada tahun 2013 tersebut
diikuti oleh menurunnya jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp) di
tahun yang sama. Hal tersebut bertolak belakang dengan yang
terjadi di tahun 2014, dimana jumlah investor kembali mengalami
kenaikan yang juga diikuti dengan naiknya jumlah nilai investasi
PMA/PMD (Rp). Berbeda dengan indikator jumlah investor berskala
nasional (Jumlah PMA/PMDN) yang pada tahun 2015 dan 2016
mengalami kenaikan, indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN
(Rp) pada tahun 2015 dan 2016 justru mengalami penurunan. Hal ini
terjadi karena investasi yang diberikan hanya kepada usaha kecil
dan menengah. Disisi lain meningkatnya jumlah investor berskala
nasional juga membawa dampak positif bagi masyarakat Kota
Probolinggo dengan meningkatnya investor berskala nasional
dapat membuat peluang lapangan kerja lebih meningkat lagi
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2016
jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah telah mencapai

angka 4.424 jenis usaha.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Non Dasar Bidang Penanaman Modal terdapat 3
indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator  Bidang
Penanaman Modal ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 8 yaitu
Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Inklusif  dan
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh,
Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua, dan Tujuan 12 yaitu
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Secara

rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan
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Wajib Non Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70: Capaian Indikator SDGs Bidang Penanaman Modal

. Capaian
Indikator 2016 ‘ 2017

Target 2019 Keterangan

Jumlah kantor bank dan
ATM per 100.000 37 38 Meningkat
penduduk dewasa
Rata-rata jarak
lembaga keuangan n/a n/a
(Bank Umum)
Jumlah perusahaan
yang menerapkan 1 1 Meningkat
sertifikasi SNI'ISO 14001
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
SUDAH mencapai target nasiona

Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data BELUM tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional

Menurun
(mendekat)

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan  sudah
mencapai target nasional. Sedangkan untuk indikator Jumlah
perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 merupakan
indikator yang sudah dilaksankan tetapi belum mampu memenuhi
target nasional. Terakhir yaitu indikator Rata-rata jarak lembaga
keuangan (Bank Umum) merupakan indikator yang datanya masinh

belum tersedia.
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33.33%

0.00%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

Gambar 2. 48 Capaian Indikator SDGs Bidang Penanaman Modal

2.4.2.13. Kebudayaan

Pelayanan pada bidang kebudayaan menujukkan kinerja
yang cukup baik. Adapun gambaran mengenai  kinerja
penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan

melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 71: Data Urusan Kebudayaan Kota Probolinggo
Tahun 2012-2017

\[o) INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah sarana seni 1 2 2 2 2 2
dan budaya

2 Jumlah 3 4 7 22 23 23

penyelenggaraan
seni dan budaya

3 Jumlah benda, situs 1 1 - - 3 2
dan kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan (unit)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan layanan dalom bidang kebudayaan yang mana
terdapat peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah

dalom mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya
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semakin baik sehingga tidak terjadi penurunan jumlah dari tahun

sebelumnya.

2.4.2.14. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 72 Data Kinerja Indikator Layanan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo
Tahun 2012 - 2016

NO INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 2016

1 Rasio
Penduduk ber
KTP per Satuan
Penduduk

92,82 92,51 91,82 92,81 2350l

2 Jumlah

Layanan 3.683 4.348 4.362 5.240 4.347
AktanKelahiran

3  Jumlah
Kepemilikan 156.556 127.586 160.048 161.921 166.879
KTP

4  Jumlah

Kepemilikan KK 61.459 63.811 65.011 66.142 71.881

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dapat dilihat dari  tabel diatas empat indikator
kependudukan dan catatan sipil yakni rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk, jumlah layanan akta kelahiran, jumlah
kepemilikan KTP dan jumlah kepemilikan KK. Pada indikator jumlah
rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dari tahun 2012
sampai  tahun 2014 mengalami  penurunan  ketercapaian,
sedangkan tahun 2015 angka capaiannya mulai meningkat akan
tetapi tahun 2016 mulai mengalami penurunan kembali. Indikator
layanan akta kelahiran pada tahun 2012 sampai dengan 2015
mengalami peningkatan yang tidak signifikan yakni sebesar 3,683
meningkat menjadi 4,348 sedangkan tahun 2014 mengalami

penurunan menjadi 4 dan kembali mengalomi peningkatan
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sebesar 5.24 di tahun 2015 sedangkan tahun 2016 mengalami

penurunan kembali sebesar 4,347.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Suistanable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Waijib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri
dari 7 indikator yang dapat dihitung.

Tabel 2. 73 Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika
Indikator Capaian Target 2019 Keterangan

2016 | 2017
Proporsi perempuan umur 20-24 n/a n/a Menurun

tahun yang berstatus kawin atau

berstatus hidup bersama

sebelum umur 15 tahun dan

sebelum umur 18 tahun.

Persentase penduduk umur 0-17 <21th <21th Meningkat

tahun dengan kepemilikan akta menjadi 77,4%.
kelahiran.

Median usia kawin pertama <21th <£21th Meningkat
perempuan pernah kawin umur menjadi 21
25-49 tahun. tahun
Tersedianya data registrasi terkait ada ada ada

kelahiran dan kematian (Vital

Statistics Register)

Proporsi anak umur di bawah 5 8517% 100% Meningkat
tahun yang kelahirannya dicatat

oleh lembaga pencatatan sipil,

menurut umur.

Persentase kepemilikan akta lahir 63,68% 64,82% Meningkat

untuk penduduk 40% menjadi 77,4%
berpendapatan bawah.
Persentase anak yang memiliki 83% 88,1% Meningkat
akta kelahiran. menjadi 85%
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018
Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH
mencapai target nasional
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM

mencapai target nasional
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Berdasarkan pada tabel diatas terdapat satu indikator yang
belum tercapai yakni indikator persentase kepemilikan akta lahir
untuk penduduk 40% berpendapatan bawah targetnya mencapai
angka 77,4% sedangkan pada readlisasinya tahun 2017 hanya
mencapai angka 64,82% sehingga perlu peningkatan pada
indikator tersebut. Sedangkan satu indikator belum terdapat data
yang disediakan pada KLHS Kota Probolinggo. Lima indikator

lainnya telah tercapai dengan angka capain yang cukup baik.

2.4.2.15. Persandian

Urusan di bidang persandian merupakan urusan yang
menunjang keberhasilan proses pembangunan. Hal tersebut
dikarenakan urusan persandion menggambarkan peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui
kebijokan, penyediaan infrastruktur serta peningkatan terkait
pengawasan dan pengendalion dalam proses pembangunan.
Berikut merupakan tabel yang menyaqjikan data perkembangan
urusan persandian di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga
2017.

Tabel 2. 74: Perkembangan Urusan Persandian

Rincian 2014 2015 2016 2017
Jumlah linmas per jumiah 10.000
penduduk (%) 21 23 26 29
Rasio pos siskamling per jumlah
desa/kelurahan (%) 22 22 22 22
Petugas perlindungan masyarakat 464 500 580 1034

(linmas) di kota (orang)
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase jumlah perlindungan masyarakat (linmas) per

jumlah 10.000 dan jumlah petugas linmas di Kota Probolinggo
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selama tahuun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Persentase
jumlah perlindungan masyarakat (linmas) per jumlah 10.000 tahun
2017 sebesar 29% sedangkan jumlah petugas linmas di Kota
sebanykan 1.034 orang. Hal yang berbeda terjadi pada rasio pos
siskamling per jumlah desa atau kelurahan selama 4 tahun terakhir
stabil pada angka 22%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan
jumlah pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun 2012
hingga 2016.

155 155 155

141

130

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2. 49 Jumlah Pelanggaran K3 Kota Probolinggo
Tahun 2012-20146

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis
besar jumlah pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun
2012 hingga 2016 mengalami kenaikan. Tahun 2013 jumlah
pelanggaran K3 sempat mengalami penurunan sebanyak 11
sehingga menjadi 130. Namun tahun 2014 mengalami kenaikan
kembali sebanyak 25 sehingga menjadi 155 pelanggaran K3.
Jumlah pelanggaran K3 tahun 2015 hingga 2016 masih berada
pada jumlah yang sama dengan tahun 2014. Berikut merupakan

tabel yang memaparkan data perkembangan pelayanan dalam
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urusan persandian di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga
2016.

Tabel 2. 75: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Persandian

Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (ada / tidak) ada ada ada ada ada
Sistem Informasi

Pelayanan Perijinan (ada ada ada ada ada ada
/ tidak)

Cakupan pelayanan 5,64

564kmz 564kmz 564kmz 564 kmz

bencana kebakaran kmz

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Perkembangan pelayanan dalam urusan persandian di Kota
Probolinggo seloma tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat dari
ketersediaan survey indeks kepuasan masyarakat (SKM) dan sistem
informasi pelayanan perijinan serta cakupan pelayanan besaran
bencana kebakaran. Selama 5 tahun terakhir Kota Probolinggo
menyediakan survei indeks kepuasan masyarakat dan sistem
informasi  pelayanan perijinan. Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016
sebesar 5,64 kmz. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa
pelayanan dalam urusan persandian telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Probolinggo dengan cukup baik.

2.4.2.16. Perpustakaan
Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja
pelaksanaan urusan perpustakaan daerah dapat  dijelaskan

berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
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Tabel 2. 76: Data Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Probolinggo
Tahun 2012 - 2016

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2014 2017 2018
Taman baca 2 2 2 2 2 2 2
2 Pengunjung
jumlah
193,082 191,973 189,398 214,358 192,922 133.439 132.436
perpustakaan
per tahun

3 Koleksi buku
yang tersedia
di
perpustakaan
(perpustakaan
umum)

4 Jumlah
Rinfisan
perpustakaan
Baru

Sumber : Dinas Perputakaan dan Kearsipan

44911 45,444 46,524 46,845 48,107 50.611 51.224

104 105 105 30 30 121 121

Pada indikator kinerja urusan perpustakaan terdapat empat
indikator yakni, taman baca, jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, dan jumlah
perpustakaan miliki pemda. Indikator Jumlah Rintisan Perpustakaan
Baru Tahun 2014 sebanyak 105 perpustakaan, sedangkan tahun
2015 menurun drastis hanya 30 perpustakaan baru, kondisi ini
dikarenakan keterbatasan kerjasama untuk pengadaan dan
pengelolaan perpustakaan baru. Indikator jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun Kota Probolinggo tahun 2012-2018 dapat
dilihat dalam grafik dibawah ini:
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214,358
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B jumlah pengunjung

Gambar 2. 50: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung
dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2012
sampai dengan 2014 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami
penurunan yang tidak terlalu signifikan yakni 193,082 pada tahun
2012, 191,973 tahun 2013, 189,398 tahun 2014. Tahun 2015 naik
menjadi 214.358 dan tahun 2016 kembali turun menjadi 192.922,
dan kembali menurun ditahun 2017 menjadi 132.439. hal ini
dikarenakan adanya relokasi gedung perpustakaan umum dalam
selama masa rehab gedung serta penurunan minat baca
masyarakat dikarenakan semakin  canggihnya teknologi untuk

pencarian informasi melalui hp, dll.

2.4.2.17. Kearsipan

Urusan di bidang kearsipan merupakan salah satu indikator
yang menunjang keberhasilan proses pembangunan suatu daerah
berkaitan dengan proses perencanaan dan pengorganisasian.

Urusan kearsipan menggambarkan pengelolaan arsip dan fasilitas
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yang mendukung pengelolaan arsip. Kearsipan merupakan salah
satu unsur yang penting dalam perencanaan. Hal fersebut
dikarenakan arsip merupakan bentuk pengorganisasian informasi
dalam proses perencanaan, sedangkan perencanaan merupakan
langkah awal yang penting dan menentukan keberhasilan proses
pembangunan. Berikut merupakan grafik yang menyagjikan data
perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo selama tahun

2014 hingga 2017.

80

70 69 69 68
60 -
50
40 40~ 40 40~ 45
30 - 29
20
10

0

2014 2015 2016 2017

Pengelolaan arsip secara baik (SKPD/OPD) Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)

Sumber: Dinas Perputakaan dan Kearsipan

Gambar 2. 51: perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo
Tahun 2014- 2017.

Urusan kearsipan terdiri dari dua hal pokok yakni proses
pengelolaan dan sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip.
Oleh sebab itu perkembangan urusan kearsipan dapat dilihat dari
jumlah pengelolaan arsip secara baik (PD) dan peningkatan SDM
pengelola kearsipan. Jumlah pengelolaan arsip secara baik di Kota
Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2016 mengalami stagnansi
pada angka 40 namun tfahun 2017 mengalami peningkatan
menjadi 45 PD. Peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2015
dan 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan

tahun 2014 yakni sebesar 40 orang. Namun tahun 2017 mengalami
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penurunan sebanyak 1 orang sehingga berjumlah 68 orang.
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa urusan kearsipan
masih memerlukan perhatian guna pengembangan kualitasnya.
Perkembangan SDM dalam urusan kearsipan dapat dilihat
dari jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara
baku, jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan
atau pembinaan dan jumlah petugas pengelolaan arsip Kelurahan
serta jumlah petugas pengelolaan arsip PD. Berikut merupakan
grafik yang menyagjkan perkembangan SDM  dalam urusan

kearsipan di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

29 29 29 29 29 29

2012 2013 2014 2015 2016

Jumiah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
® Jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan/pembinaan
m Petugas pengelolaan arsip Kelurahan

W Petugas pengelolaan arsip SKPD

Sumber: Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Gambar 2. 52: Perkembangan SDM dalam Urusan Kearsipan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah PD
yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, jumlah
pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan atau
pembinaan dan jumlah petugas pengelolaan arsip PD di Kota
Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami

peningkatan. Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan
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arsip secara baku tahun 2013 meningkat sebesar 5 dibandingkan
tahun sebelumnya sehingga mencapai 40 selama tahun 2013
hingga 2016. Jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan
pelatihan atau pembinaan tahun 2013 meningkat sebesar 40
dibandingkan tahun 2014 sehingga capaian jumlah tahun 2015 dan
2016 sebanyak 69. Jumlah yang stabil terdapat pada jumlah
petugas pengelolaan arsip Kelurahan yakni sebanyak 29 selama
kurun waktu lima tahun tersebut. Jumlah petugas pengelolaan arsip
PD di Kota Probolinggo tahun 2015 dan 2016 sebanyak 40.

2.4.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan
243.1. Pertanian

Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian
sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional,
terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan
bagi segenap penduduk. Lebih dari itu, mata pencaharian
sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor
pertanian. Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan
lahan pertanion masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total
produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB menunjukkan frend yang tidak begitu baik. Hal ini
dimungkinkan  karena berkembangnya sektor lain dalam
perekonomian Kota Probolinggo dan juga dipengaruhi oleh factor
menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Berikut yang termasuk

sektor pertanian adalah:

1. Tanaman Pangan
Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan di Kota
Probolinggo pada tahun 2014 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut ini ;
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Tabel 2. 77: Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 - 2017

Jenis Produksi (ton) Luas Panen (ha)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Padi 16.591,70 | 17.734,40 | 17.742,00 | 15.880,20 2.469,00 | 2.608,00 | 2.590,00 | 2.388,00

Jagung 30.196,80 | 28.132,60 | 35.000,00 | 29.736,72 4.194,00 | 3.812,00 | 5.000,00  4.212,00

Bawang 2.563,00 2.645,00 722,00 3.680,00 310,00 303,00 147,00 396,00
Merah

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. Perkebunan

Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota
Probolinggo mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori
wilayah yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha
perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai
penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan
Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 s.d 2017.

Tabel 2. 78: Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo
Tahun 2014 - 2017

Jenis Produksi (ton) Luas Panen (ha)
2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017
Tembakavu 6,00 5,25
Tebu 34,6 | 27,2 | 13,0 | 2.022,4 | 2.441,4 | 2.824,0
0 4 9 0 7 0
Kelapa 548 | 548 | 5,48 15,90 21,71 21,73
Kapuk Randu 1,89 1,89 | 1,89 0,21 0.55 0,56

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 - 2019

3. Perikanan

Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang
yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari
letak geografis Kota Probolinggo yang berbatasan langsung

dengan Selat Madura dengan panjang pantai 7 km. Namun dalam
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kurun waktu empat tahun terakhir ini perikanan tangkap dan
budidaya mengalami penurunan, untuk perikanan tangkap
dikarenakan oleh cuaca buruk dan fidak menentu serta jumlah
armada perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan.
Sedangkan penurunan produksi budidaya terjadi dikarenakan
sering terjadi hujan deras yang mengakibatkan pematang tambak
jebol sehingga terjadi gagal panen dan menyebabkan produksi
budidaya air payau fidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan jumlah produksinya, nilai
produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas
yang mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel
mengalami kenaikan produksi, disaat komoditas produksi budidaya
yang lain mengalami penurunan jumlah produksi. Berikut ini data
produksi perikanan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu Tahun
2014 s.d Juni 2018

Tabel 2. 79: Data Produksi Peternak Tahun 2014 - 2017

Jenis 2014 2015 2016 2017
Perikanan
Tangkap
Jumlah 15.997,313 15.082,526 19.748,586 19.249,600

Produksi (Ton)

Nilai Produksi | 319.108.079.140 | 353.416.817.448 | 419.394.901.500 | 408.165.295.300
(Rp)

Perikanan
Budidaya

Jumlah 511,054 447,383 487,210 461,430
Produksi (Ton)

Nilai Produksi | 7.052.804.600 7.621.391.040 | 10.314.660.000 | 10.437.030.000
(Rp)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

243.2. Industri
»  Kinerja Daerah

Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama
Tahun 2014 s.d 2017 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri

diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian
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nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai
penghela sektor rill. Perkembangan kinerja sektor industri dapat
dilihat dari perkembangan unit usaha industri, nilai produksi dan nilai

investasi. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam table

dibawah ini:
Tabel 2. 80: Data Profil Industri Tahun 2014 - 2017

Jenis 2014 2015 2016 2017
Industri agro 802 unit 941 unit 941 unit 946 unit
dan kimia
(1AK)
Industri 138 unit 148 unit 167 unit 158 unit
logam,
mesin, tekstil
dan aneka
(ILMTA)
Industri alat 15 unit 17 unit 2 unit 11 unit
transportasi,
elektronika
dan
telematika
(1ATT)
Total Industri 955 unit 1.106 unit 1.110 unit 1.115 unit
Nilai produksi 1.174.816.709.425 5.109.050.852.360 5.319.032.842.300 3.297.448.097.316
Nilai Investasi 365.035.698.000 78.095.292.715 260.254.100.400 139.970.900.889
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /

Sustainable Development Goals (SDGs)
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus

Urusan Urusan Perdagangan dan Industri terdapat empat indikator
yang telah dilaksankan oleh Kota Probolinggo. Empat indikator
tersebut diantaranya adalah proporsi nilai tambah sektor industri
manufaktur ternadap PDB dan per kapita, laju perftumbuhan PDB
industri manufaktur, proporsi nilai tambah industri kecil terhadap
total nilai tambah industri, dan proporsi industri kecil dengan
pinjaman atau kredit. Berikut ini adalah tabel capaian indikator TPB

Urusan Urusan Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo:
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Tabel 2. 81: Capaian Indikator SDGs Urusan Industri

Indikator Capaian ELGEEENEED

Proporsi nilai tambah
sektor industri
manufaktur terhadap
PDB dan per kapita.
Laju pertumbuhan PDB 3,21% 5,39% | Lebih tinggi dari

0,0016% | 0,0011% | Meningkat

industri manufaktur. pertumbuhan
PDB

Proporsi industri kecil 9,00 6,52 Meningkat

dengan pinjaman atau

kredit.

Proporsi nilai tambah n/a n/a Meningkat

industri kecil terhadap
total nilai tambah
industri.

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018
Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan

SUDAH mencapai target nasiona
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan
BELUM mencapai target nasional

Data belum tersedia
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan

BELUM mencapai target nasional

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi nilai
tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita di
tahun 2016 sebesar 0,0016% kemudian di tahun 2017 mengalami
penurunan sehingga menjadi 0,0011%. Laju pertumbuhan PDB
industri manufaktur pada tahun 2016 sebesar 3,21% dan meningkat
menjadi 5,39% pada tahun 2017. Proporsi nilai tambah industri kecil
belum tersedia data. Terakhir adalah proporsi industri kecil dengan
pinjoman atau kredit yang mengalami penurunan di tahun 2017
sehingga menjadi 6,52. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) fokus
urusan  industri di Kota Probolinggo ada yang mengalami
peningkatan dan penurunan, dan hal ini perlu menjadi perhatian

dari pemerintah, karena indikator TPB urusan industri sangat
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berpengaruh pada keadaan ekonomi daerah dan juga

kesejahteraan masyarakat.

50%

25% 25%

0%

Indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data Belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasiona mencapai target nasional mencapai target nasional

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018
Gambuar 2. 53: Capaian Indikator SDGs Urusan Industri

2.43.3. Pariwisata
»  Kinerja Daerah

Kota Probolinggo  merupakan kota  transit  yang
menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah barat dan timur di
Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam perkembangannya Kota
Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan wisata, hiburan
dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para
wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang
akan melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali.

Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

Tabel 2. 82: Potensi Wisata Kota Probolinggo
Jenis Nama Obyek Wisata Alamat
Obyek

Wisata

1 Wisata - -
Alam
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Jenis Nama Obyek Wisata Alamat
(0])V/-1'¢
Wisata
2 | Wisata Museum Probolinggo JI. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota
Budaya Probolinggo, Jawa Timur 67211
Museum Dr. Moh Saleh JI.DR.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran,
Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67219
3 Wisata Gereja Merah JI. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran,
Religi Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
Klenteng Tri Dharma JI. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo,
Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67217
4 Wisata Pelabuhan Perikanan | Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo
Buatan Pantai 67217 Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
Kolam Renang | JIl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan,
Bayuangga Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
Kolam Renang Olimpic Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67231
Taman  Wisata  Studi | JI. Basuki Rachmad, Mangunharjo,
Lingkungan (TWSL) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67217
Bee Jay Bakau Resort | Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo
(BJBR) 67217 Jawa Timur, Indonesia, Wisata
Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Kota
Probolinggo, Jawa Timur 67217

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di

Kota Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data
Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2018 tercatat
jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun
2014 s.d 2017 terus mengalami lonjakan kenaikan yang sangat

signifikan. Berikut tabel kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo.

Tabel 2. 83: Kunjungan Wisata Tahun 2014 - 2017

() /)

Wisatawan Domestik 465.362 | 516.327 539.488 965.555
Wisatawan 489 1.759 4,298 3.648
Mancanegara

Total Wisatawan 465851 518.086 543.786 969.203

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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Melihat potensi tersebut Pemerintah  Kota  Probolinggo
melakukan langkah-laongkah  dalam rangka mengembangkan
wisata di Kota Probolinggo diantaranya wisata budaya, wisata religi
dan wisata buatan yang diharapkan dapat menjadikan Kota
Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati

oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.

» Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus Urusan
Pariwisata terdapat empat indikator yang telah dilaksankan oleh
Kota Probolinggo. Empat indikator tersebut diantaranya adalah
jumlah wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan
nusantara, jumlah devisa sektor pariwisata dan Proporsi kontribusi
pariwisata terhadap PDB. Dari empat indikator tersebut sebanyak 2
indikator sudah dilaksanakan dan sudah memenuhi target nasional.
Sedangkan 1 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai
target nasional, dan juga lindikator belum tersedia data. Berikut ini
adalah tabel capaian indikator TPB Urusan Pariwisata Kota

Probolinggo:

Tabel 2. 84: Capaian Indikator TPB Urusan Pariwisata
Indikator Capaian Target Keterangan

Meningkat
Gl menjadi 20
wisatawan 4,298 3,648 nen)
juta (skala
mancanegara. :
nasional)
Jumlah
kunjungan 539,488 965,555 Meningkat
wisatawan
nusantara.
KL GV 4347.793.164 | 5.058.920.946 | Meningkat
sektor pariwisata.
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Indikator Capaian Target Keterangan

ProPo.m kontribusi Meningkat
pariwisata

terhadap PDB. menjadi 8%

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018
Keterangan:
- Indikator yang SUDAH dilaksanakan

dan SUDAH mencapai target nasiona
Indikator yang SUDAH dilaksanakan
dan BELUM mencapai target nasional
Indikator yang BELUM dilaksanakan
dan BELUM mencapai target nasional

Indikator yang BELUM dilaksanakan
dan BELUM mencapai target nasional

50%

25% 25%

0%

Indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data Belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasiona mencapai target nasional mencapai target nasional

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambuar 2. 54: Capaian Indikator SDGs Urusan Pariwisata

243.4. Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM
Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebinh
transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi
lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat
dan komunitas  profesional semakin  berpartisipasi  dalam

pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum
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dilaksanakan secara sistematik dan terprogram. Dengan demikian
masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan
masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman  dalam

mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Tabel 2. 85: Pengembangan Nilai Ekspor Komoditi Industri
2016 2017 2018

KOMODITI | VOLUME | NILAI (US$ VOLUME NILAI (US$ VOLUME NILAI (US$
000 000 000

KULIT 866,75 182.545,55 135.726,06 525.081,16  383.653,56 908.677,17

PLYWOOD & [RIZZ):] 6.891,41  789.08379 49.441.243,58  92.336,53 43.856.746,56
KAYU
OLAHAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.982,86 1.610.400,00 4.456.400,00 12.697.104,35  945000,00 2.760.853,51
OLAHAN
JUMLAH 9.570,42 1.799.836,96 5.381.209,84 62.663.429,09 1.420.990,08 47.526.277,24

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Nilai Ekspor Kota Probolinggo tertinggi adalah Plywood dan
kayu olahan dengan nolai 43,8 Milyar pada tahun 2018, sedangkan
tertinggi kedua adalah ikan olahan dengan nilai 2,7 milyar pada
tahun 2018. Komoditi tersebut terus mengalami perkembangan
sejak tahun 2016 sehingga berpengaruh terhadap total nilai ekspor

Kota Probolinggo yang mencapai 47,5 Milyar pada tahun 2018

Tabel 2. 86: Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditi
Kota Probolinggo
URAIAN 2015 2016 2017 2018

JUMLAH NILAlI  60.442.322,24 92.632.188,00 219.186.896,20 69.007.677,23
EKSPOR
(USS 000)
JUMLAH NILAI 1.091.345,10 29.399.136,00 59.446.760,08 200.906.094,48
IMPOR
(USS 000) PER
KOMODITI
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
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Jika dicermati, tabel diatas menununjukkan bahwa tahun
2018 nilai impor Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan dengan
nilai ekspor. Nilai ekspor pada tahun 2018 sebesar 69 Milyar
sedangkan nilai impor mencapai 200,9 Milyar. Naomun pada tahun
2017 nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi ini
menunjukkan bahwa struktur sektor perdagangan Kota Probolinggo

masih belum stabil.

2.4.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang Pemerintahan
»  Kinerja Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini
dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah
(IKD) di Kota Probolinggo pada periode 2015-2017. IKD di Kota
Probolinggo pada periode tersebut antara adalah Indeks Reformasi
Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase e-Government
PERANGKAT DAERAH Yang Terintegrasi, Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan, Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Indeks Profesionalisme
Aparatur, dan Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan
daerah. Berikut ini  adalah capaacion indikator  bidang

pemerintahan umum:

Tabel 2. 87: Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum
IKD BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

Indeks Reformasi Birokrasi N/A N/A 62,66
Indeks Kepuasan Masyarakat 30 79,3 81,25
Persentase e-Government 32,5 35 37,5

PERANGKAT DAERAH Yang WDP WDP WTP
VBT REES 44,05 51,11 60,14
Opini BPK Terhadap Laporan 3,209 3,244 N/A

Keuangan

Nilai SAKIP

Nilai LPPD

Indeks Profesionalisme Aparatur N/A N/A 87,04
Rasio PAD terhadap terhadap total N/A N/A 19,03
pendapatan daerah

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 — 2019
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» Indikator Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs)

(TpB) /

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalom

Fokus Penunjang Urusan Pemerintfahan dapat dilihat melalui 13

indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah

dilaksanakan oleh Kota Probolinggo. Dari 13 indikator tersebut yang

telah mancapai target nasional sebanyak 5 indikator, yang sudah

dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah 5

indikator. Selain itu masih terdapat 1 indikator belum tersedia dan 2

indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.

Berikut ini adalah tabel rincian capain indikator TPB Layanan

Penunjang Pemerintahan Kota Probolinggo:

Tabel 2. 88: Capain Indikator TPB Layanan Penunjang Pemerintahan
Kota Probolinggo

Indikator Capaian Target Keterangan
Proporsi pengeluaran utama | 80,75% | 82,08% | Meningkat
pemerintah terhadap
anggaran yang disetujui.
Persentase peningkatan WDP WTP Meningkat menjadi:
Opini Wajar Tanpa Kementerian/Lembaga:
Pengecualian (WTP) atas 95%, Provinsi: 85%,
Laporan Keuangan Kabupaten:60%, Kota:
Kementerian/ Lembaga dan 65%
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).
Persentase peningkatan 51,11% | 60,14% | Meningkat menjadi:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga:
Pemerintah (SAKIP) 85%, Provinsi: 75%,
Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota: 50%
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Persentase penggunaan E- 82,64% | 83,07% | Menjadi menjadi 80%
procurement terhadap
belanja pengadaan.
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Indikator

Persentase instansi
pemerintah yang memiliki
nilai Indeks Reformasi
Birokrasi Baik
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).

Capaian

n/a

n/a

Target

Meningkatk menjadi:
Kementerian/Lembaga
75%, Provinsi: 60%,
Kabupaten/Kota: 45%

Keterangan

Total pendapatan
pemerintah sebagai proporsi
terhadap PDB menurut
sumbernya.

1,68%

1.87%

Meningkat

Rasio penerimaan pajak
terhadap PDB.

115,03%

131,93%

Di atas 12%

Proporsi anggaran domestik
yang didanai oleh pajak
domestik.

3.41%

4,05%

Meningkat

Jumlah proyek yang
ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU).

n/a

n/a

ada

Jumlah alokasi pemerintah
untuk penyiapan proyek,
transaksi proyek, dan
dukungan pemerintah dalam
Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU).

n/a

n/a

ada

Proporsi anak umur di bawah
5 tahun yang kelahirannya
dicatat oleh lembaga
pencatatan sipil, menurut
umur.

85,17%

100,00%

Meningkat

Persentase kepemilikan akta
lahir untuk penduduk 40%
berpendapatan bawah.

63,68%

64,82%

Meningkat menjadi
77,4%

Persentase anak yang
memiliki akta kelahiran.

83.00%

88.10%

Meningkat menjadi 85%

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018

Keterangan:

- Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH

mencapai target nasiona
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasional
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69,230%

30,770%

7,700%
,000%

Indikator yang SUDAH Indikator yang SUDAH Data Belum tersedia Indikator yang BELUM
dilaksanakan dan SUDAH dilaksanakan dan BELUM dilaksanakan dan BELUM
mencapai target nasiona mencapai target nasional mencapai target nasional

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

Gambar 2. 55: Capaian Indikator SDGs Penunjang Urusan
Pemerintahan

» Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah
pelayanan publik unfuk memenuhi kebutuhan dasar warga
negara. Pelayanan dasar dalam SPM  merupakan urusan
pemerintahan waijib yang diselenggarakan Pemerintah daerah
baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Berikut ini
adalah tabel capaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri di
Kota Probolinggo tahun 2014 — 2016:

Tabel 2. 89: Capaian SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri
INDIKATOR TARGET  REALISASI  REALISASI  REALISASI

2016  2014(%) 2015(%) 2016 (%)

Cakupan penerbitan 100% 100

kartu keluarga 100 100

Cakupan penerbitan 100%
kartu tanda
penduduk

91,82 88 2351

Cakupan penerbitan 83%
kutipan akta kelahiran

88,42 81 85,17
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NO INDIKATOR TARGET  REALISASI REALISASI REALISASI

2014 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)
4, Cakupan penerbitan 35% 489 55,17
kutipan akta '

kematian

15,5

S. Cakupan penegakan 100% 90 93,7
peraturan daerah
dan peraturan kepala
daerah di

kabupaten/kota

90

6. Cakupan patroli siaga 3 X 75,6
ketertiban umum dan Patroli
ketentraman dalam

masyarakat sehari

100 100

7. Cakupan rasio 1.018 0 45,58
petugas perlindungan
masyarakat (Linmas)

di Kabupaten/Kota

8. Cakupan pelayanan 64,17% 6417 64,17
bencana kebakaran '

di kabupaten/kota

64,17

9. | Tingkat waktu 75%
tanggap (response
fime rate)

76,92 62,5 62,5

10 | Persentase aparatur 56,25% 37.5
37.5

pemadam kebakaran

yang memenuhi

standar kualifikasi

37,5

11. | Jumlah mobil 33%
pemadam kebakaran
diatas 3000 — 5000 liter
pada
WMK

33 33 33

Sumber: Laporan SPM Kota Probolinggo

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa SPM bidang
pemerintahan dalam negeri memilik 11 indikator. Dari 11 indikator
tersebut dibagi dalam 3 jenis pelayanan dasar. Pertama yaitu
pelayanan dokumen kependudukan memiliki 4 indikator. Dari 4
indikator tersebut yang sudah mencapai target sebanyak 3
indikator, dan yang belum mencapai target 1 indikator. Indikator
yang belum mancapai target dalom pelayanan dokumen

kependudukan adalah cakupan penerbitan  kartu  tanda
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penduduk, dari target yang ditetapkan 100% yang tercapai masih
93.51%, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat
tentang pentingnya keberadaan kartu identitas penduduk
Pemeliharaan. Oleh karena itu pemerintah melalui PERANGKAT
DAERAH yang berkaitan harus melakukan sosialisasi agar target dari
cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dapat tercapai. Kedua
pemeliharaan ketentframan dan ketertiban masyarakat sebanyak 3
indikator, dan 3 indikator tersebut masih belum mencapai target
yang telah ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi
pemerintah, karena dengan tidak tercapainya target tersebut
dapat dikatakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat di Kota Probolinggo belum maksimal. Terakhir adalah
pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran sebanyak
4 indikator. Dari 4 indikator tersebut yang telah mencapai target
sebanyak 2 indikator, dan yang belum mencapai target juga 2
indikator, yaitu tingkat waktu tanggap (response time rate) dan
persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi

standar kualifikasi.

2.5. ASPEK DAYA SAING
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalom konteks daya saing
daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki
daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan
masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi
peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo
terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat
dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah

tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per
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kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total

daerah.

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per
kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah
tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran
rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga
semakin atfraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.
Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi
rumah tangga tersebut pada tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. 90: Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di

Kota Probolinggo Tahun 2012-2016
NO Indikator 2012 2013 2014 2015 20146

1 | Pengeluaran 519.361 752.280 935.007 | 1.011.453 | 1.175.484

konsumsi rata-rata
rumah tangga per
kapita sebulan

2 | Pengeluaran 260.576 327.104 355.449 414.077 465.244
konsumsi rata-rata
rumah tangga per
kapita sebulan

(pangan)

3 | Pengeluaran 258.785 425.176 579.558 597.376 710.240
konsumsi rata-rata
rumah tangga per
kapita sebulan (non
pangan)

Sumber : BPS Kota Probolinggo
Ket : *) : Estimasi BAPPEDA

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rata-rata rumah tangga
sefiap tahunnya mengalami  peningkatan hal ini dapat
mempengaruhi  peningkatan  kemampuan ekonomi  daerah.

dibandingkan dengan konsumsi rata-rata rumah tangga dalam hal
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pangan, konsumsi rumah tangga dalam hal non pangan melebihi
jumlah konsumsi pangan. Dengan adanya data ini dapat diketahui,
rata-rata masyarakat Kota Probolinggo lebih sering menggunakan
pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal non pangan. Angka
capaian pengeluaran konsumsu rumah tangga per kapita sebulan
dalom urusan pangan mencapai 465.244 dari konsumsi non

pangan sebesar 710.240.

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing
daerah adalah bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan
infrastruktur akan memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang
telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk
menciptakan multipliereffect bagi peningkatan daya saing daerah.
Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan
menyediakan infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari

indikator-indikator sebagai berikut:

2.5.2.1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting
dalom rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan
adanya fasilitas tersebut maka arus distribusi barang dan orang
serta jasa fransportasi lainnya akan berjalan lancar. Fasilitas
perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalom rangka

menunjang daya saing daerah tersebut adalah:

Tabel 2. 91: Fasilitas Perhubungan Darat di Kota Probolinggo
Tahun 2015

No
1 Fasilitas Perhubungan Darat 1. | Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi

Tipe A

2. | Fasilitas Parkir Angkutan Barang

| 3. | Pengujian Kendaraan Bermotor
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No Uraian Keterangan
4. | Shelter / Halte

2 | Fasilitas Perhubungan Laut -

3 | Jumlah orang melalui + 1.550.055 orang
terminal/stasiun/dermaga per
tahun

Berdasarkan tabel di atas, dibandingkan dengan fasilitas
perhubungan darat, fasilitas pernubungan laut tidak sefarian
fasilitas pernubungan darat. Sedangkan fasilitas perhubungan
darat yang tersedia ada terminal bus antar kota antar provinsi tipe
A, fasilitas parkir angkutan barang, penguji kendaraan bermotor,
dan shelter/halte. Dengan adanya fasilitas yang terbilang cukup
memumpuni sehingga jumlah orang yang melalui
terminal/stasiun/dermaga pertahunnya berkisar sekitar 1.550.055,
angka ini terbilang cukup tinggi dan mampu memberikan konftribusi
terhnadap APBD.

Tabel 2. 92: Kondisi Jalan d Kota Probolinggo Tahun 2017
Kepemilikan

Negara Provinsi Kota Jumlah
Baik 22,04 0 103,57 125,61
Sedang 0 0 58,25 58,25
Rusak 0 0 32,07 32,07
Rusak Berat 0 0 5,22 5,22

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka

Data kondisi fasilitas bernubungan berupa jalan di Kota
Probolinggo menunjukkan bahwa fasilitas perhubungan masih perlu
ditingkatkan. Kondisi jalan “sedang” tercatat 58,25 Km sedangkan

kondisi rusak sepanjang 32,07.
25.2.2. Penataan Ruang Kota

Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya

wilayah industri dan niaga akan berdampak pada upaya
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peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan struktur tata ruang

kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km?2 peruntukan

kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 93: Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2016

No. Penggunaan Lahan Total (Ha) %
1 Mangrove 59,06 1,04
2 | RTH 10,72 0,19
3 | Pertanian 3.042,09 53,68
4 | Tambak 124,45 2,20
5 | Permukiman 1.860,57 32,83
6 | Fasilitas Pendidikan 79.67 1,41
7 | Fasilitas Kesehatan 5,21 0,09
8 | Fasilitas Peribadatan 7.91 0,14
9 | Fasilitas Perkantoran 38,64 0,68
10 | Fasilitas Bangunan Umum 4,65 0,08
11 | Fasilitas Olahraga (Lapangan) 14,88 0,26
12 | Fasilitas Transportasi 107,93 1,90
13 | Perdagangan Dan Jasa 102,95 1,82
14 | Industri dan Pegudangan 142,44 2,51
15 | Kawasan Pertanahan dan 17,47 0,31

Keamanan
16 | TPA/TPST 5,11 0,09
17 | Gardu Induk PLN 4,46 0,08
18 Makam 38,50 0,68
Jumlah | 5.666,70 100,00

Sumber data: Hasil perhitungan peta digital, Bappeda Bidang Fisik

Berdasarkan tabel di atas, secara umum penataan ruang

Kota Probolinggo 50% lebih ke dalam penggunaan lahan
pertanian, kemudian 32% mengarah pada pemukiman penduduk.
Dari jumlah yang telah terdata, penggunaan Ilahan Kota
Probolinggo terbilang cukup baik dengan mempertahankan
sebagian besar kawasan penghijauan baik guna lahan pertanian
dan mangrove persentasenya lebih besar dibandingkan dengan
fasilitas permukiman dan beberapa fasilitas umum lainnya. Dari

delapan belas penggunaan lahan di Kota Probolinggo yang telah
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terdata lahan gardu induk PLN persentasenya lebih kecil
dibandingkan yang lain, kemudian fasilitas bangunan umum,
TPA/TPST, dan fasilitas kesehatan.

2.5.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting
dalom rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan
adanya fasilitas tersebut maka segala urusan yang berkaitan
dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan
lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari jenis dan
jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini. Menurut
fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum
dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan
usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank

syariah.

Tabel 2. 94: Kantor Bank Menurut Tipe di Kota Probolinggo
Tahun 2012-2016

Jumliah
2014 | 2015 | 2016 |

1 Bank Konvensional

1.1 Bank Umum 20 20 20 20 29
1.2 | BPR 15 15 6 6 7
2 Bank Syariah
2.1 Bank Umum 4 4 4 4 5
2.2 | BPR 5 5 4 4 0

Sumber : BPS Kota Probolinggo
*) : Estimasi Bappeda Litbang

Berdasarkan tabel di atas kantor Bank di Kota Probolinggo
telah mengalami penurunan yang fidak stabil dalom beberapa
tahun. Total Bank Konvensional, Bank umum jumlahnya lebih tinggi

dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Sampai dengan tahun
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2016 total kantor Bank Umum Konvensional telah mencapai 20

kantor sedangkan Bank umum Syariah sebanyak 4 kantor.

2.5.2.4. Fasilitas Hotel dan Penginapan

Ketersediaan fasilitas  hotel dan  penginapan sangat
menunjang dalam pelaksanaan pembangunan  perekonomian
daerah. Apalagi posisi  strafregis  Kota  Probolinggo yang
menghubungkan Kota-Kota Lumajaong, Jember, Bondowoso,
Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota
Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah
Barat. Banyaknya fsilitas hotel dan penginapan menunjukkan
perkembangan kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan

peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Tabel 2. 95: Jumlah Fasilitas Hotel dan Akomodasi lainnya di
Kota Probolinggo Tahun 2012-2016
JUMLAH

URAIAN ‘

2015

1 Hotel dan akomodasi 17 19 19 27
lainnya

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah hotel dan akomodasi di
Kota Probolinggo meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 21
hotel/akomodasi pada tahun 2016. Hal ini  menunjukkan
perkembangan perekonomian yang positif bagi Kota Probolinggo.
Selain itu, peningkatan jumlah hotel dan akomodasi di Kota
Probolinggo juga diharapkan dapat menunjang perkembangan

pariwisata di Kota Probolinggo.

2.5.2.5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan
Ketersediaan restoran dan rumah maokan di suatu daerah

dapat mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya
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tarik investasi di daerah tersebut. Banyaknya restoran dan rumah
makan juga menunjukkan perkembangan perekonomian suatu
daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi
kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan
juga menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat
kondusif bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing
daerah.Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan

di Kota probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 96: Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Kota
Probolinggo Tahun 2013-2016
JUMLAH

URAIAN 2013 2014 2015 2016

1 Jenis Usaha Restoran /
Rumah Makan 16 17 21 23

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Perekonomian Kota Probolinggo melalui fasilitas restoran dan
rumah makan menunjukkan perkembangan positif. Jumlah usaha
restoran/rumah  makan meningkat setiap tahunnya hingga
mencapai 23 usaha di tahun 2016. Hal ini merupakan potensi
ekonomi yang dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan

perekonomian Kota Probolinggo.

2.5.2.6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga
masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif
bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Gambaran
mengenai ketersediaan air bersih di Kota Probolinggo dapat

dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:
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Tabel 2. 97: Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik
Kota Probolinggo
JUMLAH
2013 2014 2015 2016

URAIAN

1 Kapasitas air bersin
yang dapat

disediakan secara 5.880.500 | 5.921.800 | 5.833.900 | 6.047.400 | 6.203.800
keseluruhan
(Produksi Air)

2 Jumlah rumah

fanggayang 17.630 17.833 18.021 18.252 18.747
menggunakan air

bersin

3 Persentase air
bersih yang
tersalurkan kepada
pelanggan

76,12% 75.29% 75.72% 76,03% 75.82%

4 Persentase RT yang
telah mendapat 99.27% 99,28% 99.30% 99.30%* 100%
aliran listrik

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan kapasitas air
bersih meningkat pada tahun 2016, dengan bertambahnya
kapasitas air bersih maka banyaknya pengguna air bersih
dikalongan rumah tangga juga meningkat pada tahun 2016.
Dengan begitu persentase air bersin yang tersalurkan kepada
masyarakat dapat melebihi angka 50%. Sedangkan persentase
rumah tangga yang telah mendapat aliran listrik sampai pada

tahun 2016 telah terpenuhi hampir 100%.

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam
peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah.
Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lopangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu
mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah
kemiskinan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai

pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi
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daerah, seperti kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan
pelayanan periinan investasi, adanya peraturan daerah yang
menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi
daerah. Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo
dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator

sebagai berikut:

2.5.4.1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri

Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat
tergantung dari kondisi keamanan dan politk dalom negeri.
Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah,
adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.
Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam

negeri tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2. 98: Kondisi Keamanan dan Politik dalam Negeri
Kota Probolinggo

JUMLAH

URAIAN
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

1 Jumlah kasus-kasus
2 Angka kriminalitas 459 168 284 323 323
3 Jumlah kegiatan

demonstrasi dan unjuk 9 7 8 7 7

rasa
4 Jumlah kasus mogok

kerja Izin mogok kerja dari Disnaker

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Probolinggo memiliki tingkat keamanan yang kurang
kondusif setiap tahunnya mulai tahun 2012-2016. Hal tfersebut
disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kriminalitas dan angka

kriminalitas yang terjadi di Kota Probolinggo setiap tahunnya. Pada
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tahun 2015 jumlah kasus kriminalitas yang tferjadi di Kota

Probolinggo meningkat sebanyak 593 kasus dari tahun sebelumnya.

2.5.4.2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat
bergantung pada berbagai insentif yang diberikan, antara lain
dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan investasi. Semakin
banyak insentif yang diberikan akan mendorong minat investor
dalam menanamkan modalnya, dan @ sebaliknya sulitnya
pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu

daerah. Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota

Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 99: Pelayanan Perijinan Investasi Kota Probolinggo
Tahun 2012-2016

URAIAN

2012

2013

JUMLAH
2014

2015

2016

1 lin Mendirikan Bangunan
388 426 451 340 328
(IMB)
2 Surat Keterangan Rencana
Kota 72 317 0 0 -
3 Persetujuan Prinsip / ljin
Lokasi 47 40 43 48 64
4 Surat ljin Usaha
Perdagangan (SIUP) 706 757 828 715 638
5 Tanda Daftar Perusahaan
745 649 785 713 700
(TDP)
6 lin Usaha Industri (1Ul) /
Tanda Daftar Industri (TDI) S 3 8 ] S
7 Tanda Daftar Gudang
(TDG) 8 1 6 16 11
8 lin Gangguan (HO) 234 285 225 317 272
9 lin Usaha Jasa Konstruksi
278 188 219 121 96
(IUJK)
10 | ljin Usaha Pariwisata (IUP) 77 17 4 68 98
11 lin Pemakaian Kekayaan
Daerah 92 88 129 129 130
12 | ljin Penutupan Sebagian
Badan Jalan 0 0 0 0 )

11-198




13 | ljin Penempatan Bedak 108 61 33 67 409
14 | ljin Reklame 419 475 447 258 659
15 | ljin Hiburan 76 66 28 54 38
16 | ljin Usaha Perikanan 3 2 5 4 3
17 | Surat Penangkapan lkan 8 18 12 8 0
18 | Surat Pengolahan lkan - 1 5 2 5
19 | lin Pemakaman 318 431 306 305 275
20 | ljin Undian Gratis Berhadiah 2 2 0 0 0
21 | Surat ljin Pengambilan Air

Bawah Tanah (SIPA) 27 18 4 0 )

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.5.4.3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi

Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen
kebijokan daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah
dapat diketahui adanya insentif ataupun disinsentif sebuah
kebijokan di daerah terhadap akfivitas perekonomian. Peraturan
daerah yang mendukung iklim investasi di daerah adalah
peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas
barang dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.
Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung

iklim usaha diKota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 100: Data Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota
Probolinggo Tahun 2012-2016
Klasifikasi Perda
Terkait Lalu Lintas
Barang Dan Jasa

Terkait
Ketenagakerjaan

Terkait Perijinan

1 2012 Perda No. 3 Tahun 2012 | Perda Nomor 10 Tahun
tentang ljin Usaha Jasa | 2012 tentang
Konstruksi Perubahan atas
Perda No. 5 Tahun 2012 | Peraturan Daerah Kota
tentang Probolinggo Nomor 5
Penyelenggaraan Tahun 2009 Tentang
Rumah Pemondokan Penyertaan Modal -
Perda No. 6 Tahun 2012 | Saham Pemerintah
tentang Perubahan Daerah Pada
atas Peraturan Daerah | Perseroan Terbatas
Kota Probolinggo No. 4 | Bank Pembangunan
Tahun 2011 tentang Daerah Jawa Timur
Retribusi Jasa Usaha
2 2013 Perda No. 5 Tahun 2013 | Perda No. 2 Tahun -
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Terkait Perijinan

Klasifikasi Perda
Terkait Lalu Lintas

Terkait

Barang Dan Jasa Ketenagakerjaan

tentang Perubahan
kedua atas Peraturan
Daerah Kota
Probolinggo No. 4
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha

2013 tentang
Penempatan Dana
Bergulir Pemerintah
Kota Probolinggo
pada Perseroan
terbatas BPR Jawa
Timur Terbuka Cabang
Probolinggo dalam
Bentuk Pemberian
Kredit Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah serta
Koperasi

2014 Perda No. 1 Tahun 2014 | Perda No. 8 Tahun
tentang Perubahan 2014 tentang
Peraturan Daerah Kota | Perubahan Kedua
Probolinggo No. Tahun | Perda No. 6 Tahun
2011 tentang Retribusi 2006 tentang -
Perijinan Tertentu Penyertaan Modal
Saham Pemerintah
Daerah pada BPR
Jatim
4 2015 Perda No. 1 Tahun 2015 | Perda No. 3 Tahun
tentang Perubahan 2015 Tentang
Ketiga atas Perda No. Pengendalian dan
3 Tahun 2011 tentang Pengawasan
Retribusi Jasa Umum Terhadap Peredaran
Perda No. 2 Tahun 2015 | dan Penjualan
tentang Perubahan Minuman Beralkohol -
Keempat aatas Perda Perda No. 9 Tahun
No. 4 Tahun 2011 2015 Tentang
tentang Retribusi Jasa Penataan,
Usaha Pengawasan, dan
Pengendalian Usaha
Tempat Hiburan.
5 2016 - - -
Jumlah 7 5 -
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BAB Il
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jaowab dengan memperhatikan
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sistem
pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara mendasar
berubah sejak kehadiran peraturan perundang-undangan tentang
perimbangan keuangan pusat- daerah. Selain  memperoleh
anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah diberi kebebasan
untuk menggunakannya berdasarkan pedoman umum yang diatur
di dalam peraturan perundangundangan. Pemberian anggaran
yang lebih besar kepada pemerintah daerah tfersebut harus
dimbangi dengan pembaharuan manajemen keuangannya.
Pemerintah daerah dalam hal ini  tidaok hanya dituntut
mempertanggungjowabkan penggunaan anggaran melainkan

juga akuntabilitasnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005,
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa
kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering
disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau

juga sering disebut pengurusan bendaharan. Dalam pengelolaan
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anggaran/ keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok
anggaran sektor publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
No. 23 Tahun 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau juga dikenal dengan Anggaran Daerah adalah suatu bentuk
kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprenhensif yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah
yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau
target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam
satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang
sefiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

1.  Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Anggaran Belanja Daerah;

3. Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan

Secara umum pemerintah daerah  memiliki  sumber
pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang
merupakan hak daerah dalom satu tahun anggaran dan tfidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Berikut rincian dari pendapatan

daerah Kota Probolinggo:
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Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

1 PENDAPATAN 682,356,214,061.16 872,815,764,197.61 859,993,069,407.28 886,186,420,396.52 910,852,078,015.87 987,602,131,967.90 8.14
1.1. Pendapatan Asli 78,404,116,981.16 135,062,805,887.461 142,434,720,375.28 171,307,335,436.52  203,937,860,275.87 | 175,789,670,858.90 20.65
Daerah
1.1.1. Pajak daerah 20,951,122,357.00 24,457,670,693.00 26,691,349,430.00 31,076,858,870.05 38,751,038,006.00 41,197,934,466.00 14.66
1.1.2.  Refribusi daerah 11,870,773,952.09 15,330,543,060.00 12,702,076,865.00 12,831,539,509.00 13,059,933,88%.00 13,446,115,747.00 3.55
1.1.3. Hasil 739.526,618.98 762,559,815.47 783,805,224.22 997.,533,281.00 1,403,455,530.28 1,.376,617,776.70 14.39
pengelolaan
keuangan
daerah yang
dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD 44,842,694,053.09 94,512,032,319.14 102,257,488,856.06 = 126,401,403,776.47 = 150,723,432,850.59 119,769,002,869.20 28.25
yang sah
1.2 Dana 495,494,215,850.00 532,707,444,981.00 555,092,998,083.00 613,830,831,039.00 624,680,854,085.00 666,819,341,771.00 6.16
Perimbangan
1.2.1.  Dana bagi hasil 48,536,474,850.00 54,015,790,981.00 53,262,028,083.00 59,828,576,539.00 53,402,335,042.00 = 103,360,369,258.00 21.01
pajak/bagi hasil
bukan pajak
1.2.2. Dana alokasi 414,534,284,000.00 454,208,196,000.00 463,649,666,000.00 470,212,966,000.00  461,952,836,000.00  461,402,648,000.00 2.24
umum
1.2.3. Dana alokasi 32,341,470,000.00 24,483,458,000.00 38,181,304,000.00 83,332,171,500.00 = 109,325,683,043.00  102,056,324,513.00 34.89
khusus
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1.24

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Dana Proyek
Pemerintah
Daerah dan
Desenfralisasi
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yang Sah

Hibah
Dana darurat

Dana bagi hasil
pajak dari
provinsi dan
Pemerintah
Daerah lainnya
***)

Dana
penyesudian dan
otonomi
khusus****)
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnya

Pendapatan
Lainnya

81,987,000.00

108,457,881,230.00

43,267,073,230.00

58,099,963,000.00

7.,090,845,000.00

682,356,214,061.16

205,045,513,329.00

64,595,377,329.00

86,059,278,000.00

32,447,497,000.00

21,943,361,000.00

162,465,350,949.00

5,819,040,000.00

60,256,691,949.00

67,335,536,000.00

29,054,083,000.00

457,117,000.00

101,048,253,921.00

65,288,012,921.00

2,276,060,000.00

33,484,181,000.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018

82,233,363,655.00

81,634,373,655.00

598,990,000.00

144,993,119,338.00

20,733,080,000.00

78,795,704,838.00

45,464,334,500.00

0.00

17.64

-50.00
0.00
14.50

-24.54

0.00

-16.85
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2. Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalom periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja
daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah
Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo
Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan waijib dilaksanakan
dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan. Berikut rincian dari realisasi belanja daerah Kota

Probolinggo:
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2.1

211
21.2
213
21.4
2.1.5

22
221
222

223

BELANJA
Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kot
a dan Pemerintah Desa
Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung
Belanja Pegawai

Belanja
Jasa

Barang dan

Belanja Modal

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

655,772,250,384.43
335,262,153,415.02

301,273,207,631.60

22,000,794,406.42
10,509,120,000.00
622,972,777.00

856,058,600.00

320,510,096,969.41
65,612,242,153.00
186,736,243,008.67

68,161,679,882.74

778,254,103,607.97
357,419,858,576.00

339,315,809,262.00

12,223,966,000.00
4,205,450,000.00
643,396,802.00

1,031,236,512.00

420,834,245,031.97
83,299,897,199.00
230,610,989,994.25

106,923,357,838.72

731,680,260,276.83

384,666,679,125.72
364,931,668,202.72
15,377,755,000.00
2,230,815,925.00
463,139,998.00

1,663,300,000.00

347,013,581,151.11
74,655,165,202.00
198,066,714,766.42

74,291,701,182.69

Daerah Kota Probolinggo 2013-2018

911,768,784,364.92
404,061,412,510.75

378,293,526,303.75
33,060,000.00
22,092,733,000.00
1,298,850,000.00
575,955,036.00

1,767,288,171.00

507,707,371,854.17
50,168,794,248.00
309,832,797,580.32

147,705,780,025.85

957,598,284,549.55
341,105,030,685.00

316,694,743,080.00
48,450,000.00
21,843,899.,892.00
1,706,522,850.00
752,045,863.00

59,369,000.00

616,493,253,864.55
52,143,725,856.00
325,168,161,072.74

239,181,366,935.81

947,112,971,040.46
372,227,283,282.00

336,578,321,210.00
58,800,000.00
32,726,759,495.00
1,548,150,000.00
1,252,045,864.00

63,206,713.00

574,885,687,758.46

55,689,441,645.00
356,409,256,950.20

162,786,989,163.26
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8.24
2.56

2.77
13.58
14.74

-25.32
19.34

-0.43

14.94
-1.10
16.05
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3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan
daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan
penerimaan  pembiayaan daerah  timbul  karena  jumlah
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat
defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran (SiLPA). transfer dari dana cadangan
(DCD). hasil penjualan  kekayaan daerah yang dipisahkan.
penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian
pinjoman. penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran
pembiayaan daerah fimbul karena ada surplus/ kelebihan
anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah  diantaranya
diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan. investasi
(penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham).
pembayaran pokok utang. pemberian pinjoman daerah. dan sisa
lebih perhitungan. Pembiayaan tampaknya masih fluktuaktif
perkembangannya. rata-rata tahun 2013 sampai dengan 2018
lebih besar penerimaan pembiayaan. yang didominasi oleh
penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya (SILPA). Untuk pengeluaran pembiayan. pembiayaan
dialokasikan pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah dan Pemberian Pinjoman Daerah. Berikut rincian dari

realisasi pembiayaan daerah Kota Probolinggo:
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Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

3.1.1.

3.2

PEMBIAYAAN

Penerimaan
Pembiayaan

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya
(SILPA)
Pencairan
Cadangan

Dana

Harsil Penjualan
Kekayaan
Daerah
dipisahkan
Penerimaan
Pinjoman Daerah

yang

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman*
Penerimaan
Piutang Daerah

Pengeluaran
Pembiayaan

48,489,039,925.73

45,989,039,925.73

2,500,000,000.00

74,913,283,602.46

74,913,283,602.46

750,000,000.00

168,724,944,192.10

168,724,944,192.10

297,037,753,322.55

297,037,753,322.55

2,500,000,000.00

270,382,807,634.79

270,382,807,634.79

39,359,557.83

225,975,119,088.42

223,415,613,785.34

2,559,505,303.08

-9

46.07

47.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-99.48



Pembentukan
Dana Cadangan

2,500,000,000.00

39.359,557.83

-66.14

Penyertaan
Modal (Investasi)
Pemerintah
Daerah

750,000,000.00

0.00

3.2.3.

Pembayaran
Pokok Utang

0.00

3.2.4.

Pemberian
Pinjaman
Daerah**

0.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
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3.1.2 Neraca Daerah
1. Perkembangan Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan
yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat
penting artinya bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya
untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya
ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efekfif.
Banyak pihak yang sangat berkepentingan terhadap neraca
daerah, bukan hanya pihak eksekutif daerah saja tetapi juga
legislatif, masyarakat dan pengguna lainnya untuk mengetahui
kualitas aset yang dimilki oleh daerah dan bagaimana
pengelolaannya, apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif
dalaom rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat.

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan
daerah yang menyagjikan informasi mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota
Probolinggo menyusun neraca dengan mengumpulkan, mencatat
anggaran dan realisasinya kedalam pos-pos neraca. Neraca
sefidaknya menyaqjikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2)
investasi jangka pendek; (3) piutang pajok dan bukan pajak; (4)
persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7)
kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9)
ekuitas. Pos-pos  tersebut  disgjikan  secara komparatif
(dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos
tersebut, entitas dapat menyagjikan pos-pos lain dalam neraca,

sepanjang penyagjian tersebut untuk menyagjikan secara wajar posisi
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keuangan suatu enfitas dan fidak bertentangan dengan SAP
(Standar Akuntansi Pemerintahan). Untuk mengetahui  kondisi
neraca daerah Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018

secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
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ASET

Tabel 3.4. Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

1.610.683.606.364,99

()14

1.799.999.771.872,66

1.404.218.057.744,74

1.496.043.374.918,82

1.592.418.090.129,47

1.681.778.008.505,24

1.1 | Aset Lancar 105.523.394.053,21 | 194.851.996.960,55 | 330.064.224.954,74 | 321.228.462.833,13 | 277.074.965.866,25 | 306.902.726.825,54
1.1.1 | Kas 75.027.352.102,46 | 168.758.862.514,29 | 297.081.284.722,55 | 271.084.121.591,17 | 224.361.547.534,35 |  266.464.280.015,86
1.1.2 | Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.1.3 | Piutang 25.142.436.748,29 18.792.640.180,62 |  25.338.289.908,85 |  41.452.956.085,30 |  42.927.560.092,03 |  29.409.705.015,12
1.1.4 | Belanja Dibayar Dimuka 484.766.184,16 528.702.213,34 555.458.800,33 692.090.373,50 55.125.503,50 194.353.439,77
1.1.5 E%%:ﬁgb‘g’?cor Tuntutan 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00
1.1.6 | Persediaan 4.868.839.018,30 6.771.792.052,30 7.089.191.523,01 7.999.294.783,16 9.724.232.736,37 10.834.388.354,79

1.2 | Investasi Jangka Panjang 18.208.417.416,16 | 14.034.247.117,67 |  14.458.496.460,90 | 14.177.746.819,94 |  17.361.095.108,80 |  24.214.288.852,63
1.2.1 | Investasi Non Permanen 4.037.909.980,93 3.957.409.104,51 4.007.300.958,55 3.950.314.630,97 3.904.561.593,81 3.867.105.982,39
1.2.2 | Investasi Permanen 14.170.507.435,23 10.076.838.013,16 10.451.195.502,35 10.227.432.188,97 13.456.533.514,99 |  20.347.182.870,24

1.3 | Aset Tetap 1.474.032.683.171,62 | 1.577.355.824.313,44 | 1.048.111.955.038,10 | 1.139.887.285.250,75 | 1.260.067.192.535,47 | 1.301.883.268.367,34
1.3.1 | Tanah 363.850.242.260,00 | 374.012.613.868,00 | 375.750.033.868,00 | 375.750.033.868,00 | 454.934.642.730,69 | 471.818.412.032,12
1.3.2 | Peralatan dan Mesin 202.672.524.914,41 | 237.583.340.386,41 | 266.615.157.116,14 | 342.759.152.757,35 | 425.413.109.507,31 | 472.693.723.089,46
1.3.3 | Gedung dan Bangunan 411.008.241.963,48 | 437.785.761.927,26 | 456.263.395.412,07 | 476.303.431.822,76 | 504.891.210.399,16 | 507.824.277.194,58
1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 476.964.895.67823 |  508.444.016.352,17 |  531.766.986.715,12 |  601.782.893.497.95 | 608.513.217.711,68 |  707.881.648.143,21
1.3.5 | Aset Tetap Lainnya 18.253.465.115,50 18.777.549.215,50 19.411.816.06550 |  20.333.864.010,52 |  20.769.740.403,50 |  21.097.313.956,50
1.3.6 Eggggﬁﬁo'om 1.283.313.240,00 752.542.564,10 558.196.501,00 6.196.789.670,48 11.416.868.691,48 11.267.664.638,48
1.3.7 ﬁszmzﬁipe”yus“m” 0,00 0,00 | -602.253.630.639,73 | -683.238.880.376,31 | -765.871.596.908,35 | -890.699.770.687,01

1.4 | Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.539.359.557,83 0,00

n-13




Uraian

1.4.1 | Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.539.359.557,83 0,00
1.5 | Aset Lainnya 12.919.111.724,00 13.757.703.481,00 11.583.381.291,00 18.249.880.015,00 35.375.477.061,12 |  48.777.724.459,73
1.5.1 | Aset Tidak Berwujud 2.771.639.560,00 2.968.750.160,00 3.042.450.160,00 4.827.910.660,00 6.156.255.660,00 7.016.751.660,00
1.52 | Aset Lain-lain 10.147.472.164,00 10.788.953.321,00 10.952.342.731,00 16.534.327.025,00 | 102.123.417.778,92 |  115.988.227.408,37
1.5.3 | Amortisasi 0,00 0,00 -2.411.411.600,00 -3.112.357.670,00 -3.953.401.240,00 -4.723.017.660,00
1 5.4 | Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 | -68.950.795.137,80 |  -69.504.236.948,64
Aset Lain-lain
Il | KEWAJIBAN 3.519.467.351,02 5.495.373.568,91 13.414.917.418,42 |  38.895.302.029,48 14.981.305.536,23 13.059.407.482,06
2.1 ﬁeenw::f““ Jangka 3.519.467.351,02 5.495.373.568,91 13.414.917.418,42 38.895.302.029,48 14.981.305.536,23 13.059.407.482,06
2.1.1 | Utang Perhitungan Fihak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketiga (PFK)
2.1.2 | Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 | Utang Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang
2.1.4 | Jangka Panjang Dalam 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Negeri
215 E‘fr:]‘jfgomn Diterima 261.797.675,00 377.082.238,00 945.004.808,33 952.472.718,33 944.700,00 981.450,00
2.1.6 E;?n”n%f”gko Pendek 3.257.669.676,02 5.118.291.330,91 12.469.912.610,09 37.942.829.311,15 14.980.360.836,23 13.058.426.032,06
Kewaijiban Penerimaan
2.1.7 | Kas yang Belum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terindentifikasi
Kepemilikannya
5y | MRl LEL e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang
22.1 | Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n-14




Uraian

222

Utang Jangka Panjang
Lainnya

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

EKUITAS DANA

1.607.164.139.013,97

1.794.504.398.303,75

1.390.803.140.326,32

1.457.148.072.888,33

1.577.436.784.593,24

1.668.718.601.023,18

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS DANA

1.610.683.606.364,99

1.799.999.771.872,66

1.404.218.057.744,74

1.496.043.374.917,81

1.592.418.090.129,47

1.681.778.008.505,24

Sumber : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Keterangan : Data Neraca Daerah Tahun 2018 bersumber dari LKPD 2018 yang telah diaudit (Audited)
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Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2013 - 2018

Uraian Rata-rata
Pertumbuhan (%)

1 | ASET 1,67%

1.1 | Aset Lancar 29,68%
1.1.1 | Kas 38,75%
1.1.2 | Investasi Jangka Pendek 20,00%
1.1.3 | Piutang 9,05%
1.1.4 | Belanja Dibayar Dimuka 39.85%
1.1.5 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -20,00%
1.1.6 | Persediaan 17.92%
1.2 | Investasi Jangka Panjang 8,02%
1.2.1 | Investasi Non Permanen -0,85%
1.2.2 | Investasi Permanen 11,09%
1.3 | Aset Tetap -0,79%
1.3.1 | Tanah 5.61%
1.3.2 | Peralatan dan Mesin 18,65%
1.3.3 | Gedung dan Bangunan 4,34%
1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan 8.36%
1.3.5 | Aset Tetap Lainnya 2.94%
1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan 205,18%
1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 8.37%
1.4 | Dana Cadangan -19.69%
1.4.1 | Dana Cadangan -19.69%
1.5 | Aset Lainnya 35,99%
1.5.1 | Aset Tidak Berwujud 21,95%
1.5.2 | Aset Lain-lain 118,00%
1.5.3 | Amortisasi 15,11%
1.5.4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0.16%
Il | KEWAIJIBAN 63,18%
2.1 | Kewajiban Jangka Pendek 63,18%
2.1.1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00%
2.1.2 | Utang Bunga 0,00%
2.1.3 | Utang Pajak 0,00%
2.1.4 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 0,00%
2.1.5 | Pendapatan Diterima Dimuka 19.89%
2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya 66,34%
2.2 | Kewajiban Jangka Panjang 0,00%
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Rata-rata

No. Uraian

Pertumbuhan (%)
2.2.1 | Utang Dalam Negeri 0.00%
2.2.2 | Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00%
Ill | EKUITAS DANA 1.59%

Sumber : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diuraikan
penjelasan terkait dengan kondisi aset, kewaqjiban, dan ekuitas
dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai
berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/
atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau
sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Melihat pada kondisi aset dapat diketahui bahwa jenis aset
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo saat ini meliputi:
Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana
Cadangan, dan Aset Lainnya. Nilai aset Pemerintah Kota
Probolinggo dalam setiap tahun (antara tahun 2013 hingga 2018)
memiliki  pertumbuhan  rata-rata  sebesar  1,67%, dimana
pertumbuhan tersebut lebih banyak ditunjong oleh pertumbuhan
dari aset lancar dengan rata-rata setiap tahun sebesar 29,68% dan
aset lainnya sebesar 35,99%. Sedangkan untuk investasi jangka
panjang rata-rata dalam setiap tahun memiliki pertumbuhan

sebesar 8,02%. Sebagian besar aset yang dimiliki oleh Pemerintah
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Kota Probolinggo dalom bentuk aset fetap dengan rata-rata
proporsi setiap tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018) sebesar
81,09%, sedangkan aset lancar berada pada posisi berikutnya
dengan rata-rata proporsi sebesar 16,33%. Untuk investasi jangka
panjang, dana cadangan, dan aset lainnya memiliki proporsi
dengan rata-rata setiap tahun di bawah 2%.

Pada tahun 2013 nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo
dalom neraca tercatat sebesar Rp. 1.610.683.606.364,99, dimana
pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 11,75% atau
sebanyak Rp. 189.316.165.507,67, sehingga dengan demikian nilai
aset pada akhir tahun 2014 menjadi Rp. 1.799.999.771.872,66.
pertumbuhan aset yang terjadi pada tahun 2014 antara lain
disebabkan oleh adanya pertumbuhan aset lancar khususnya kas
yang mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 sebesar 124,93%,
sedangkan secara akumulatif aset lancar mengalami pertumbuhan
sebesar 84,65%. Keberadaan aset Pemerintah Kota Probolinggo
pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 21,99% atau
sebanyak Rp. 395.781.714.127,92, sehingga nilai aset pada akhir
tahun 2015 tercatat sebanyak Rp. 1.404.218.057.744,74. Penurunan
tersebut terdorong oleh penurunan nilai aset tetap sebesar -33,55%
yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai konstruksi dalam
pengerjoan dan akumulasi  penyusutan  aset  tetap yang
diberlakukan dengan nilai sebesar Rp. 602.253.630.639,73, sehingga
mengurangi nilai buku aset yang dimiliki. Kondisi aset Pemerintah
Kota Probolinggo pada tahun 2016 kembali mengalami
peningkatan sebesar 6,54%, yaitu menjadi Rp. 1.496.043.374.918,82.
Pertumbuhan pada tahun 2016 lebih banyak disebabkan oleh
peningkatan nilai aset lainya, khususnya dalam bentuk aset tidak

berwujud dan aset lain-lain dengan pertumbuhan di atas 50% dari
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tahun 2015. Pada tahun 2017 nilai aset Pemerintah Kota
Probolinggo
tercatat sebanyak Rp. 1.592.418.090.129,47 atau mengalami
pertumbuhan sebesar 6,44% dari tahun 2016. Pertumbuhan yang
terjadi pada tahun 2017 lebih banyak disebabkan oleh
peningkatan pada kepemilikan aset lainnya sebesar 93,84% yang
bersumber dari aset lain-lain. Selain itu, pada tahun 2017 investasi
jongka panjong mengalami  pertumbuhan sebesar 22,45%,
khususnya dalam bentfuk investasi permanen. Pada ftahun 2017
posisi aset lancar justru mengalami penurunan sebesar 13,75%
sebagai dampak dari penurunan nilai kas dan belanja dibayar
dimuka. Kondisi pada tahun 2018 nilai aset Pemerintah Kota
Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% dari tahun
2017, sehingga pada tahun tersebut nilai aset tercatat sebanyak
Rp. 1.681.778.008.505,24. Terjadinya pertumbuhan nilai aset pada
tahun 2018 secara signifikan disebabkan oleh meningkatnya
perfumbuhan pada investasi jangka panjang, aset lainnya, dan
aset lancar masing-masing sebesar 39,47%, 37,89%, dan 10,77%.
2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang fimbul dari
peristwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Probolinggo.
Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam
sefiap tahun secara keseluruhan berbentuk kewajiban jangka
pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka
pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa
pendapatan diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya,

dimana nilai utang jangka pendek lainnya lebih dominan dengan
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rata-rata proporsi setiap tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018)
sebesar 96,03%.

Nilai kewaqjiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo
dalom setiap tahun mengalami pertumbuhan dengan rata-rata
setiap tahunnya sebesar 63,18%, dimana untuk utang jangka
pendek lainnya rata-rata setiap tahun memiliki perftumbuhan
sebesar 66,34%, sedangkan pendapatan diterima dimuka sebesar
19.89%. Pada tahun 2013 nilai kewajiban jangka pendek
Pemerintah Kota Probolinggo tercatat  sebanyak Rp.
3.519.467.351,02. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan pada
tahun 2014 sebesar 56,14%, sehingga menjadi Rp. 5.495.373.568,91.
Pada tahun 2015 dan 2016 kewaqjiban jaongka pendek Kota
Probolinggo mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu
sebesar 144,11% pada tahun 2015 dan sebesar 189,94% pada tahun
2016, sehingga nilai kewajiban yang dimiliki tercatat pada tahun
2015 sebanyak Rp. 13.414.917.418,42 dan tahun 2016 sebanyak Rp.
38.895.302.029,48. Pertumbuhan nilai kewajiban jangka pendek
yang tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh tingginya
pertumbuhan pada masing-masing jenis kewajiban, yaitu di atas
100%. Sedangkan pada tahun 2016 terjadinya pertumbuhan
sebagian besar disebabkan oleh peningkatan utang jongka
pendek lainnya yang tercatat sebesar 204,28% dari nilai tahun 2015.
Seiring dengan semakin meningkatnya kewajiban, pada tahun
2017 Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk mengurangi
nilai kewajiban yang dimiliki. Hal tersebut tferwujud dengan
menurunnya nilai kewajiban jangka pendek sebesar 61,48%,
sehingga di tahun 2017 nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Probolinggo tercatat menjadi Rp.
14.981.305.536,23. Pada tahun 2018 nilai kewajiban Pemerintah Kota

Probolinggo kembali mengalami penurunan sebesar 12,83%,
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sehingga menjadi Rp. 13.059.407.482,06. Penurunan nilai tersebut
disebabkan oleh adanya penurunan jenis kewajiban jongka
pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu utang

Jangka Pendek Lainnya.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
pada tanggal laporan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas dana
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap
tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018) tercatat sebesar 1,59%.
Keberadaan nilai ekuitas dana dalam setiap tahunnya mengalami
perkembangan. Pada tahun 2013 nilai ekuitas Pemerintah Kota
Probolinggo tfercatat sebanyak Rp. 1.607.164.139.013,97, jumlah
tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 11,66%,
sehingga menjadi Rp. 1.794.504.398.303,75. Seiring dengan
menurunnya nilai aset dan meningkatnya nilai kewaqjiban yang
dimiliki pada tahun 2015, maka nilai ekuitas dana pada tahun
tersebut mengalami penurunan sebesar 22,50%, sehingga menjadi
Rp. 1.390.803.140.326,32. Pada tahun 2016, dengan meningkatnya
nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo turut
meningkatkan nilai ekuitas dana menjadi Rp. 1.457.148.072.888,33
atau sebesar 4,77%. Pada tahun 2017 nilai ekuitas dana yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo kembali mengalami
pertumbuhan sebesar 8,26%, sehingga nilai ekuitas dana di tahun
2017 menjadi Rp. 1.577.436.784.593,24. Sedangkan pada tahun 2018
nilai ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo
kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,79%, sehingga nilai
ekuitas dana di tahun 2018 menjadi Rp. 1.668.718.601.023,18.

Pertumbuhan tersebut selain ditunjong oleh meningkatnya nilai
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aset, juga dipengaruhi oleh menurunnya nilai kewajiban yang

dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2018.

A. Rasio Neraca Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan
melaksanakan analisis rasio  ferhadap neraca yang telah
diselenggarakan dan disusun. Analisis rasio ini digunakan untuk
mengukur kemampuan pemerintah daerah dalom memenuhi
kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya,
serta melihat fingkat akfivitas tertentu pada kegiatan pelayanan
pemerintah daerah. Analisis rasio tersebut dilaksanakan melalui
perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas yang
masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan
pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Jenis rasio yang digunakan untuk melihat
likuiditas antara lain adalah rasio lancar dan rasio quick. Untuk
melihat secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan rasio
lancar dan rasio quick secara lebih jelas dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Sumber : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Gambar 3.1. Rasio Likviditas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Rasio lancar menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota
Probolinggo dalom membayar utang yang segera harus dibayar
dengan aset lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara
membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar yang

datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran
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standar untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai
rasio lancar Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018
tercatat berada di atas 1 (satu), sehingga dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kondisi keuangan Kota Probolinggo selama
tahun 2013 hingga 2018 dalam kategori baik. Pada tahun 2013 nilai
rasio lancar Kota Probolinggo berada pada angka 29,9828. Seiring
dengan peningkatan nilai aset lancar yang lebih  tinggi
dibandingkan dengan peningkatan nilai kewajiban jaongka pendek,
maka nilai rasio lancar pada tahun 2014 mengalami peningkatan
menjadi 35,4575. Pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan aset
lancar Pemerintah Kota Probolinggo mengalami perlambatan,
sedangkan pertumbuhan kewajiban jangka pendek menunjukkan
peningkatan yang signifikan, sehingga nilai rasio lancar pada tahun
2015 mengalami penurunan menjadi 24,6043 dan pada tahun 2016
kembali menurun menjadi 8,2588. Pada tahun 2017 nilai kewaqjiban
jangka pendek mengalami  penurunan  yang lebih  besar
dibandingkan dengan aset lancarnya, sehingga nilai rasio lancar
pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun 2016 menjadi 18,4947, yang artinya Pemerintah Kota
Probolinggo mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya
sebanyak 18 kali peminjoman selama satu tahun. Pada tahun 2018
seiring dengan menurunnya nilai kewajiban jangka pendek, nilai
rasio lancar mengalami kenaikan menjadi 23,5005, yang artinya
Pemerintah Kota Probolinggo mampu melunasi kewajiban melalui
aset lancarnya sebanyak 23 kali peminjoman selama satu tahun.
Bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka kemampuan
keuangan Pemerintfah Kota Probolinggo dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2017 dan 2018 dinilai
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lebih baik, dimana kemampuan bayar pada tahun 2016 hanya
sebesar 8 kali.

Rafio Quick disebut juga acid test ratio, merupakan
perimbangan antara jumlah aset lancar dikurangi persediaan,
dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Persediaan fidak
dimasukkan dalam perhitungan rasio quick karena persediaan
merupakan komponen aset lancar yang paling kecil tingkat
likuiditasnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang
paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sepertihalnya rasio
lancar, rasio quick Kota Probolinggo pada tahun 2013 sampai
tahun 2018 tercatat memiliki nilai di atas 1 (satu), sehingga dapat
disimpulkan  bahwa  kondisi keuangan Kota  Probolinggo
berdasarkan nilai rasio quick pada tahun 2013 hingga 2018 dalam
kategori baik. Semakin besar rasio ini menunjukkan kondisi yang
semakin baik. Pada tahun 2013 nilai rasio quick Kota Probolinggo
tercatat sebesar 28,5994, dimana pada tahun 2014 mengalami
peningkatan menjadi  34,2252. Seiring dengan melambatnya
pertumbuhan nilai  aset lancar dan semakin - meningkatnya
persediaan, serta meningkatnya nilai kewajiban jangka pendek,
maka nilai rasio quick pada tahun 2015 dan 2016 mengalami
penurunan menjadi 24,0758 pada tahun 2015 dan 8,0531 pada
tahun 2016. Seiring dengan menurunnya nilai kewajiban jangka
pendek pada tahun 2017 yang mencapai 61,48% dari tahun 2016,
maka nilai rasio quick pada tahun 2017 mengalami peningkatan
menjadi 17,8456, dimana Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun
2017 memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek
yang lebih baik dari tahun 2016, yaitu sebanyak 17,8 kali. Pada
tahun 2018 nilai rasio quick tercatat kembali mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu mencapai 22,6709. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban
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jongka pendek pada tahun 2018 semakin baik dibandingkan
dengan tahun 2016 dan 2017.
2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan
pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam memenuhi kewajiban-
kewaqjiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang
digunakan antara lain: Rasio total hutang terhadap total aset dan
Rasio hutang terhadap modal. Berikut adalah gambar yang
menunjukkan hasil perhitungan kedua rasio tersebut di Kota

Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018.

0,0267
0,0260

0,0096 0,0095
0,0096 0,0094 0,0078
0,0078
oz 2
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Keterangan : [l Rosio Total Hutang thd Total Aset
I Rasio Hutang terhadap Modal

Sumber : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Gambar 3.2. Rasio Solvabilitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan sejauh
mana kewajiban yang dimiliki dapat ditutupi oleh aset. Berdasarkan
data pada gambar di atas dapat terlihat bahwa dalam setiap

tahunnya nilai rasio total hutang terhadap total aset di Kota
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Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2016 mengalami kenaikan,
sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan penurunan.
Pada tahun 2013 rasio total hutang terhadap total aset Kota
Probolinggo tercatat sebesar 0,0022, dimana pada tahun 2014
hingga 2016 nilai tersebut mengalami pertumbuhan sehingga pada
tahun 2016 menjadi sebesar 0,0260 yang disebabkan oleh fingginya
perfumbuhan nilai kewajiban/ hutang. Pada tahun 2017 dan 2018
dengan adanya penurunan nilai kewajiban/ hutang menyebabkan
nilai rasio total hutang terhadap total aset mengalami penurunan
menjadi 0,0094 pada tahun 2017 dan 0,0078 pada tahun 2018. Nilai
rasio yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kondisi
yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016, dimana nilai
rasionya lebih kecil. Semakin kecil rasionya, maka menunjukkan
kondisi yang semakin aman (solvable). Selain itu, nilai rasio total
hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam
setfiap tahun masih menunjukkan pada angka di bawah 5%, artinya
komposisi hutang terhadap aset masih berada di bawah nilai
tersebut.

Rasio hutang terhadap modal menggambarkan seberapa
besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang dan untuk
mengetahui bagian dari setfiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan
jominan untuk keseluruhan hutang. Kinerja pemerintah daerah
dikatakan baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu).
Semakin kecil rasio hutang terhadap modal menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin  baik. Berdasarkan hasil
perhitungan rasio hutang terhadap modal pada tabel di atas, rasio
hutang terhadap modal Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun
2013 sampai tahun 2018 berada di bawah angka 1 (satu). Pada
tahun 2013 nilai rasio tercatat sebesar 0,0022, sedangkan pada

tahun 2016 mengalami kenaikan sehingga menjadi 0,0267. Pada
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tahun 2017 dan 2018 nilai rasio mengalami penurunan sehingga
menjadi 0,0095 pada tahun 2017 dan 0,0078 pada tahun 2018. Hal
ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Probolinggo
dalam menjamin keseluruhan hutang melalui setfiap rupiah ekuitas
dana sudah baik, dimana hal ini ditandai dengan fren rasio yang
nilainnya kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.
3. Rasio Akfivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas
tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo.
Rasio aktivitas dalam pembahasan ini dilihat dari rata-rata umur
piutang dan rata-rata umur persediaan. Adapun nilai rata-rata
umur pivutang dan rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota
Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Keterangan : Rata-rata umur piutang

Rata-rata umur persediaan

Sumber : Neraca Daerah & CALK Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Gambar 3.3. Rasio Aktivitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018
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Rata-rata umur piutang adalah rasio yang digunakan untuk
melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang
(merubah pivtang menjadi kas). Semakin lama jongka waktu
pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan fidak
tertagihnya piutang. Melihat data pada gambar di atas dapat
diketahui bahwa rata-rata umur pivtang yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Probolinggo dalam setfiap tahunnya menunjukkan
adanya perkembangan, dimana bentuk piutang yang dimiliki
antara lain adalah: pivtang pajak, piutang retribusi, dan piutang
lain-lain. Pada tahun 2013 nilai rata-rata umur piutang tercatat
sebanyak 9,24 hari, sedangkan pada tahun 2017 mengalami
kenaikan menjadi 16,91 hari. Seiring dengan meningkatnya
kemampuan pengelolaan piutang, maka pada tahun 2018 nilai
rata-rata umur piutang mengalami penurunan menjadi 13,43 hari.

Seperti halnya rata-rata umur pivtang, rata-rata umur
persediacan menggambarkan berapa lama dana tertanam dalam
bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi
pelayanan  publik). Perputaran  persedican yang  tfinggi
menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalaom satu
tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaaan.
Sebaliknya, jika perputaran persediacan rendah menunjukkan
pengendalian atas persediaan kurang efekfif. Bila melihat pada
data yang tersedia, nilai Rata-rata umur persediaan Pemerintah
Kota Probolinggo pada tahun 2018 menunjukkan adanya
peningkatan, yaitu dari 38,70 hari pada tahun 2016 menjadi 87,26
hari, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo semakin efektif.
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3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-
sumber pendapatan yang selama ini felah menjadi sumber
penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-
sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah
dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance
budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus
berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah
pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang

beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
1. Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kota Probolinggo berasal
dari Dana Perimbangan yang proporsi rata-rata Tahun 2013 - 2018
mencapai 68% dari total pendapatan daerah. Secara spesifik,
pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan
proporsi rata-rata mencapai 54,10% dari total pendapatan daerah.
Artinya, Kota Probolinggo masih mengandalkan bantuan dari
pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan terbesar untuk
membiayai kebutuhan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap
tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan
keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren
proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat
sefiap tahunnya menggambarkan bahwa Kota Probolinggo telah
berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui  pajak.

retribusi. dan lain-lain PAD yang sah. Rincian proporsi realisasi
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pendapatan Kota Probolinggo dapat tersaiji

bawah ini.

1

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

pada tabel di

Tabel 3.6. Proporsi Realisasi Pendapatan Kota Probolinggo

Tahun 2013 - 2018

PENDAPATAN

Pendapatan Asli
Daerah
Pajak daerah

Reftribusi daerah

Hasil
pengelolaan
keuangan
daerah yang
dipisahkan
Lain-lain PAD
yang sah

Dana
Perimbangan

Dana bagi hasil
pajak/bagi  hasil
bukan pajak

Dana alokasi
umum

Dana alokasi
khusus

Dana Proyek
Pemerintah
Daerah dan
Desentralisasi
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yang Sah
Hibah

Dana darurat

Dana bagi hasil

pajak dari
provinsi dan
Pemerintah

Daerah lainnya
***)

Dana
penyesuaian
dan otonomi

1%

3%
2%
0%

7%

73%

7%

61%

5%

0%

16%

0%
0%
6%

9%

15%

3%
2%
0%

1%

61%

6%

52%

3%

0%

23%

0%
0%
7%

10%

17%

3%
1%
0%

12%

65%

6%

54%

4%

0%

19%

1%
0%
7%

8%

19%

4%
1%
0%

14%

69%

7%

53%

9%

0%

1%

0%
0%
7%

0%

22%

4%
1%
0%

17%

69%

6%

51%

12%

0%

9%

0%
0%
9%

0%

18%

4%
1%
0%

12%

68%

10%

47%
10%

0%

15%

2%
0%
8%

0%
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khusus****)

1.3.5 Bantuan 0% 4% 0% 0% 0% 5%
Keuangan  dari
Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnya

1.3.6 Pendapatan 1% 3% 3% 4% 0% 0%
Lainnya

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD Kota
Probolinggo dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio
Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efekfivitas, dan Indeks
Kapasitas Fiskal Daerah. Analisis pendapatan Kota Probolinggo

adalah sebagai berikut

a. Rasio Kemandirian Kevangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian
keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah
menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam
membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan
penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung
kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian
keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah
terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjoman. Rasio
kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:
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Rasio Kemandirian Keuangan

35,00
20,00 28,85
23,96

25,00 oot 21,94
20.00 18,31 ’
15,00 12,97
10,00
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2013 - 2018

Tingkat keuangan Kota Probolinggo masih tergolong sangat
rendah dengan pola hubungan Instruktif pada tahun 2013 - 2016.
Artinya, Kota Probolinggo masih masih bergantung pada transfer
dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan,
pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Namun
berdasarkan grafik di  atas, dapat diihat bahwa fingkat
kemandirian keuangan daerah Kota Probolinggo menunjukkan tren
yang positif dengan peningkatan kemandirian yang tferjadi setiap
tahun. Pada tahun 2017 Kota Probolinggo berhasil meningkatkan
kemandirian keuangan daerah hingga mencapai 28,85 dan masuk
ke dalam kriteria “Konsultatif”. Tetapi pada tahun 2018 kembali
mengalami  penurunan dengan  pola  hubungan  instruktif.
penurunan terjadi disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang
menurun. Kota Probolinggo berkomitmen untuk menjadi daerah
dengan keuangan daerah yang mandiri, namun pada tahun 2018

mengalami kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah.
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Pedoman wuntuk melihat pola hubungan dan kemandirian

keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Kemandirian Pola Hubungan
Keuangan (%)

Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah 25-50 Konsultatif
Sedang 50-75 Partisipatif

Tinggi 75-100 Delegatif

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi  Fiskal adalah ukuran menunjukan
tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat
kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran
Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan
ukuran keberhasilan suatu daerah dalaom menyelenggarakan
desenftralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan
daerah, maka semakin tfinggi kemampuan keuangan daerah
dalom membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan
pemerintahannya. Rasio dergjat  desentralisasi  fiskal  Kota

Probolinggo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah))

Gambar 3.5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo
Tahun 2013 - 2018

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo setiap
tahunnya mengalami peningkatan hingga berhasil mencapai
angka 22,39 pada tahun 2017 dengan kriteria “Sedang”. Angka
tersebut lebih baik dari pada empat tahun sebelumnya dimana
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo tahun 2013 -
2016 berada pada kategori “Kurang”. Arfinya, kemampuan
keuangan daerah Kota Probolinggo dalam memaksimalkan PAD
terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan
pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang.
Pada tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi
evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD
sehingga dapat menjalankan fungsi desentralisasi yang baik dalam
sisi keuangan daerah. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal

tersaji pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.8. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD

Tingkat Desentralisasi

terhadap Total Fiskal
Pendapatan Daerah
0,00 -10,00 Sangat Kurang
10,01 -20,00 Kurang
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 - 40,00 Cukup
40,01 - 50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat
kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan
daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan keuangan
daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah
pendapatan fransfer yang diterima oleh penerimaan daerah
dengan total penerimaan daerah. Semakin  finggi rasio
ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat
ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari
pemerintah  pusat dan/ atau pemerintah  provinsi.  Rasio
ketergantungan keuangan daerah Kota Probolinggo dapat dilihat

pada grafik di bawah ini.
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RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Rasio  ketergantungan  keuangan  Kota  Probolinggo
cenderung mengalami fren yang positif. Tingkat ketergantungan
keuangan terhadap pendapatan transfer setiap tahunnya
mengalami  penurunan. Artinya, pemerintah Kota Probolinggo
sudah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer
dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan
PAD. Walaupun mengalami penurunan, fingkat ketergantungan
keuangan Kota Probolinggo masih dalam kategori “Sangat Tinggi”.
Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo
untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah
pusat. Kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah

tersaji pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.9. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuvuangan

Persentase Ketergantungan
Keuangan Daerah

0,00 -10,00 Sangat Rendah
10,01 - 20,00 Rendah
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,00 Tinggi

>50,00 Sangat Tinggi

d. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat
menjadi indikator keberhasilan  pemerintah  daerah  daloam
melaksanakan roda pemerintahan  yang dijalankan.  Rasio
efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan Pendapatan  Asli Doerah (PAD) yang
direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja
pemerintah daerah. Rasio efektivitas Kota Probolinggo dapat dilihat

pada grafik di bawah ini.

RASIO EFEKTIVITAS

140,00 133,12 131,13
120,00 114,48 111,07
100,80 103,27
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.7. Rasio Efektivitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018
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Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio
efektivitas Kota Probolinggo cenderung fluktuatif. Namun, mulai
tahun 2014 - 2018 rasio efektivitas cenderung mengalami
penurunan. Walaupun demikian, kinerja keuangan Kota
Probolinggo pada tahun 2013 - 2018 masuk kedalam kategori
“Sangat Efektif”. Artinya, kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang
ditetapkan terlaksana dengan sangat baik. Kriteria penilaian rasio
efektivitas tersqji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja o
Kriteria
Keuangan
> 100% Sangat Efektif
100% Efektif
90% - 99% Cukup Efektif
75% - 89% Kurang Efektif
<75% Tidak Efektif

e. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas  Fiskal  merupakan gambaran  dari
kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan  melalui
pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan  yang
penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal
Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah
sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjoman daerah,
penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/
atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Indeks Kapasitas Fiskal Kota Probolinggo

dan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH
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Sumber : Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Tahun 2014 - 2018

Gambar 3.8. Rasio Indeks Kapastitas Daerah Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014 - 2016 Kota
Probolinggo memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dari
daerah sekitarnya, yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, dan Kab.
Probolinggo. Namun pada tahun 2017 dan 2018, Indeks Kapasitas
Fiskal Kota Probolinggo mengalami penurunan yang cukup besar
yaitu sebanyak 0,34 dengan kriteria “Rendah” di tahun 2017.
Sebaliknya, daerah-daerah sekitar Kota Probolinggo mengalami
peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka lebih
dari 1,14 dan masuk ke dalam kriteria “Tinggi”. Kriteria penilaian

indeks kapasitas fiskal daerah tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai IKFD Kriteria

IKFD > 2,05 Sangat Tinggi
1,14 < IKFD < 2,05 Tinggi
0,72<IKFD < 1,14 Sedang
0,53 < IKFD < 0,72 Rendah

IKFD < 0,53 Sangat Rendah
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2. Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota
Probolinggo sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang
bersangkutan. Pengelolaan  belanja daerah  dilaksanakan
berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu
belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau
kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kota Probolinggo tahun
2013 - 2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

2

BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung 46% 53% 44% 36% 39% 35%
2.1.1 Belanja Pegawai 44% 50% 1% 33% 36% 68%
2.1.2 Belanja Subsidi 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.1.3 Belanja Hibah 2% 2% 2% 2% 3% -238%
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 1% 0% 0% 0% 0% -322%
2.1.5 Belanja Bantuan 0% 0% 0% 0% 0% 18%

Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 0% 0% 0% 0% 0% 110%

2.2 Belanja Langsung 54% 47% 56% 64% 61% 167%

2.2.1 Belanja Pegawai 1% 10% 6% 5% 6% 145%

222 Belanja Barang dan 30% 27% 34% 34% 38% 125%
Jasa

2.2.3 Belanja Modal 14% 10% 16% 25% 17% 305%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)
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Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 disajikan pada tabel di bawah
ini.

Tabel 3.13. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

1 Tahunanggaran 2013 5,0 085 449 784.60  655,772,318,459 43 270
2 Tahunanggaran 2014 45, 415706,461.00  779,004,103,607.97 54.25
3 Tahunanggaran 2015 a9 504 83340472 731,680,260,276.83 <00
4 Tahunanggaran 2016 yog 449 300,551.75  914,268,784,364.92 46.86
5 Tahunanggaran 2017 4,8 638 468,936.00  957,637,644,107.38 S,
6 Tahun anggaran 2018 41.42

392,267,762,855.00 | 947,112,971,040.46

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi
Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kota Probolinggo pada
tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Rata-rata proporsi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di
Kota Probolinggo tahun 2013 - 2017 adalah sebesar 49.51%. Hal ini
menunjukkan bahwa APBD Kota Probolinggo relatif sudah cukup
baik dari sisi Belanja. karena proporsi penggunaan anggaran untuk
Belanja Aparatur berada di bawah 50%. pada tahun 2017 Kota
Probolinggo berhasi menekan proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran hingga mencapai

38.52%. Meski demikian, Pemerintah Kota Probolinggo perlu
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meningkatkan efekfivitas dan efisiensi belanja aparatur Kota
Probolinggo. Pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 41.42%,
arfinya di tahun 2018 belanja pegawai meningkat akibat dari

tambahan angka pada rekrutan pegawai.

a. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara
realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja
ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran
yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja Kota Probolinggo

disqjikan dalam grafik di bawah ini.
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.9. Rasio Efisiensi Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 -2017

Berdasarkan grafik di atas, rasio efisiensi belanja Kota
Probolinggo tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif dengan
kecenderungan nilai yang menurun. Walaupun mengalami

fluktuasi, tingkat efisiensi belanja Kota Probolinggo masih masuk ke
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dalam kategori “Efisien” dengan nilai rasio di bawah 1,00. Kriteria

penilaian rasio efisiensi belanja tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja

Persentase Proporsi

Belanja Kriteria
< 100% Efektif
> 100% Tidak Efektif

b. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap
Total Belanja

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah
daerah untuk pengendalian biaya dan pengendaliaon anggaran.
ldealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output
kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung

terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini.
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.10. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Terhadap Total Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018
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Berdasarkan grafik di atas, tren rasio belanja tidak langsung
terhadap total belanja, dan rasio belanja langsung terhadap total
belanja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2018 Kota
Probolinggo lebih banyok menghabiskan belanja langsung
daripada belanja tidak langsung. Artinya, Pemerintah Daerah Kota
Probolinggo lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran
belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan
secara langsung daripada belanja yang tidak terkait langsung
dengan program dan kegiatan. Hal ini tentu berpengaruh
terhadap efektivitas pelaksanaan program yang cenderung efektif.
Namun jika diteliti lebih lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo perlu
meningkatkan upaya untuk menurunkan rasio belanja fidak
langsung dan menaikkan  rasio  belanja  langsung  atau
mempertahankan rasio belanja langsung yang lebih banyak dari
belanja fidak langsung. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota

Probolinggo perlu meningkatkan lagi kinerja keuangannya.

c. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB  merupakan
perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang
dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan
efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

Kota Probolinggo dijelaskan pada grafik di bawah ini.
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RASIO BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)
Gambar 3.11. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB
Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2017

Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Probolinggo tahun
2013 - 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami
penurunan pada tahun 2015. Rasio belanja daerah terhadap PDRB
mengalami kenaikan dan stabil pada tahun 2017. Hal tersebut
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Kota
Probolinggo konsisten dalam meningkatkan produktivitas dan
efektivitas belanja daerahnya hingga mencapai angka 0,10 pada
tahun 2017.

d. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan
untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran  yang
digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan
dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pada umumnya
proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5 - 20

persen. Pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat dalam
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jangka menengah dan panjang. Sedangkan Rasio Belanja Modall
terhadap Dana Alokasi umum (DAU) digunakan untuk melihat
kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam
UU APBN TA 2017, Dana Transfer Umum diarahkan = 25% untuk
belanja infrastruktur daerah yang langsung tferkait dengan
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi
dalom rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan
publik antardaerah. Hal tersebut diatur dalom revisi PMK
48/PMK.07/2016.

Rasio belanja modal terhadap total belanja dan DAU Kota

Probolinggo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
(Diolah)

Gambar 3.12. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan
Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Rasio belanja modal terhadap total belanja Kota Probolinggo
mengalami penurunan pada tahun 2015 namun menunjukkan tren

positif sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 24%. Rata-rata
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rasio belanja modal terhadap ftotal belanja Kota Probolinggo
mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo masih
menghabiskan 15% dari total belanja untuk pembangunan fisik.
Sebagaimana rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio
belanja modal terhadap DAU juga mengalami penurunan pada
tahun 2015 namun menunjukkan fren positif sampai tahun 2017
hingga mencapai angka 52%. Rasio belanja modal terhadap DAU
Kota Probolinggo tahun 2016 - 2018 berhasil berada di atas
ketentuan yang ditetapkan yaitu 25% dibandingkan dengan tiga
tahun sebelumnya yang masih di bawah ketentuan. Hal ini tentu
menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk
meningkatkan lagi rasio belanja modal dengan mengalokasikan
anggaran untuk pembangunan infrastruktur terutama fasilitas publik

dan ekonomi di Kota Probolinggo.

e. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan
dana yang fertunda atau fidak terserap. Artinya, semakin kecil
angka rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah,
maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio SILPA tahun
sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2013
- 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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RASIO SILPA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP
BELANJA DAERAH
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Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018
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Gambar 3.13. Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Grafik di atas menggambarkan fren rasio SILPA tahun
sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2013
- 2017 yang cenderung meningkat namun mengalami penurunan
pada tahun 2017 sebesar 6%. Grafik tersebut menggambarkan
kemampuan Kota Probolinggo dalam penyerapan SiLPA tahun
sebelumnya pada tahun 2014 - 2017 belum efektif karena terus
mengalami peningkatan. Penurunan rasio pada tahun 2017 mulai
menunjukkan upaya penyerapan SiLPA yang lebih baik dari tahun -

tahun sebelumnya.

f. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap
belanja daerah. Semakin finggi angka rasionya maka semakin
besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.
Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka
semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja

pegawai APBD. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan
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dari Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak
langsung (BTL). Rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kota

Probolinggo tahun 2013 - 2018 tersaji pada grafik di bawah ini.

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Gambar 3.14. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota
Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Berdasarkan grafik di atas, rasio belanja pegawai terhadap
total belanja Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 cenderung
fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2018 rasio belanja pegawai terhadap
total belanja berada di bawah 50%. Artinya, tren ini relatif baik
karena angka rasio yang cenderung menurun menunjukkan bahwa
porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau

belanja yang tidak berpengaruh terhadap kinerja program.

3.2.2 Analisis Pembiayaan
1. Analisis Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu
tentang kebijakan anggaran untuk defisit ril anggaran Pemerintah

Daerah yang dilakukan dengan mengisi tabel berikut:
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Tabel 3.15. Tabel Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

23 2014 2005 2006 2007 2018
~ ®) R} R  ®e) R RO}
1  Readlisasi 682,356,214,061.16 872,815,764,197.61 859,993,069,407.28 886,186,420,396.52 910,852,078,015.87 987,602,131,967.90
Pendapatan
Daerah
Dikurangi
realisasi:
2  Belanja 655,772,250,384.43 778,254,103,607.97 731,680,260,276.83 911,768,784,364.92 957,598,284,549.55 947,112,971,040.4%
Daerah
3 Pengeluaran - 750,000,000.00 - 2,500,000,000.00 39.359,557.83 -
Pembiayaan
Daerah

Defisit riil 26,583,963,676.73  93,811,660,589.64 128,312,809,130.45 -28,082,363,968.40 -46,785566,091.51 40,489,160,927.44

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)
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2. Analisis Komposisi Penutup Déefisit Riil Anggaran
Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit

ril anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel 3.16. Komposisi Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Defisit Riil

1 | Sisa Lebih Perhitungan 95% 100% 100% 100% 100% 99%
Anggaran  (SiLPA)  Tahun
Anggaran sebelumnya

2  Pencairan Dana Cadangan 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 1%

3  Hasil  Penjualan  Kekayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Daerah Yang di Pisahkan

4 Penerimaan Pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Daerah

5 | Penerimaan Kembali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemberian Pinjaman Daerah

6  Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7  Sisa lebih pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anggaran tahun berkenaan
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)
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3.3KERANGKA PENDANAAN
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah
memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh
Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024, serta
tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Probolinggo dalam beberapa tahun selanjutnya
(tahun 2019 hingga 2024). Pertimbangan utama yang dijadikan
sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah melihat pada
hasil analisis frend yang diperoleh berdasarkan pada data historis
selama 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek. Selain
mempertimbangkan hasil analisis frend, dalam perumusan proyeksi
juga tfurut mempertimbangkan kecenderungan pencapaian
maupun pertumbuhan pendapatan dan  belanja di  Kota
Probolinggo, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di
Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil  proyeksi dapat diketahui bahwa
pendapatan daerah Kota Probolinggo selama tahun 2019 hingga
2024 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
7.22%, untuk belanja daerah secara keseluruhan dalom beberapa
tahun tersebut diperkirakan memiliki rata-rata  pertumbuhan
sebesar 6,32%. Sedangkan pada pembiayaan diperkirakan memiliki
rata-rata  pertumbuhan  sebesar -27,84% untuk penerimaan
pembiayaan, dan 24,00% untuk pengeluaran pembiayaan.

Melihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui
bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2019 hingga
2024 diperkirakan sebesar 17,91%, dimana pada tahun 2020 jumlah
realisasi diperkirakan mencapai Rp. 200.275.000.951,65, sedangkan
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pada tahun 2024 menjadi Rp. 400.418.494.873,82. Semakin tingginya

nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa tfingkat

kemandirion keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Probolinggo semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi

seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun,

serta  sebagai antisipasi apabila  terjadi  penurunan  tingkat
pertumbuhan dana perimbangan dimasa mendatang, dan
perubahan kebijokan pemerintah pusat yang berdampak
terhadap penurunan dana transfer dari pusat ke daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata

mencapai 17,91% pada dasarnya didasarkan pada beberapa

asumsi, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam setiap

tahun mengalami peningkatan, diharapkan mencapai hingga
diatas 6%.
Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo telah
mencapai 5,88%, dimana pertumbuhan tersebut mengalami
peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,86%.
Diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo dalam
sefiap tahun akan semakin meningkat hingga diatas 6%,
mengingat pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota
Probolinggo pernah mencapai diatas angka 6%, yaitu sebesar
6,47%.

2. Keberadaan pengembangan pelabuhan dan pembangunan
infrastruktur lainnya di Kota Probolinggo diharapkan dapat
memberikan  multiplier effect terhadap berkembangnya
kegiatan usaha di Kota Probolinggo, sehingga dengan
berkembangnya kegiatan usaha dapat mampu memberikan

konftribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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3. Masih adanya potensi pajok daerah di Kota Probolinggo yang
harus dilakukan pemungutan secara optimal melalui kegiatan
intensifikasi  dan  ekstensifikasi, sehingga furut mendorong
peningkatan penerimaan pajak daerah.

Bila melihat pada data historis dapat diketahui bahwa rata-
rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 mencapai 20,88%,
sehingga dengan demikian pertumbuhan pada tahun 2019 hingga
2024 diperkirakan sebesar 17,91% masih realistis. Untuk dana
perimbangan pada tahun 2019 hingga 2024 rata-rata diperkirakan
memiliki pertumbuhan sebesar 3,34%, dimana dari ketiga sumber
dana perimbangan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan
memiliki pertumbuhan yang paling kecil, yaitu sebesar 2,57%.
Rendahnya fingkat pertumbuhan antara lain disebabkan oleh
adanya pengaruh perubahan kebijokan Pemerintah Pusat yang
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Untuk lain-
lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 hingga 2024
rata-rata diperkirakan memiliki fingkat perfumbuhan sebesar 9,26%,
dimana pertumbuhan terbesar diperoleh dari dana bagi hasil pajak
dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya seiring dengan
meningkatnya kendaraan bermotor.

Untuk proyeksi belanja daerah dapat diketahui bahwa rata-
rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2019 hingga 2024
diperkirakan mencapai 6,32%, dimana untuk belanja tidak langsung
rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 3,75%, sedangkan untuk
belanja langsung rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 7,82%.
Pada belanja tidak langsung, belanja pegawai pada tahun 2019
hingga 2024 diperkirakan memiliki perftumbuhan rata-rata sebesar
3.87%, dimana besaran pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan

mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dalam setiap tahunnya.
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Sedangkan pada belanja langsung, rata-rata pertumbuhan
belanja pegawai diperkirakan mencapai 4,89% dalam rangka
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga
mampu mencapai farget kinerja yang telah dirumuskan. Untuk
belanja barang dan jasa maupun belanja modal di Kota
Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 rata-rata diperkirakan
memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 7,73% untuk belanja
barang dan jasa, dan 8,60% untuk belanja modal. Bila melihat
pada komposisi belanja daerah dapat diketahui bahwa belanja
langsung diperkirakan memiliki proporsi yang lebih besar, dimana
rata-rata selama tahun 2019 hingga 2024 mencapai 63,62%,
sedangkan untuk belanja fidak langsung sebesar 36,38%. Untuk
belanja pegawai pada jenis belanja tidak langsung maupun
belanja langsung selama tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan
memiliki proporsi rata-rata sebesar 38,91% dari total belanja daerah.

Pertumbuhan penerimaan pembiayaan pada tahun 2019
hingga 2024 diperkirakan rata-rata sebesar -27,84%, yang terdiri dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -7,84% dan
pencairan dana cadangan. Dana cadangan dicairkan pada
tahun 2023 untuk membiayai Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota periode selanjutnya. Untuk pertumbuhan pengeluaran
pembiayaan pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan rata-rata
sebesar 24,00%, yang merupakan pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan memperhatikan
pada Peraturan Daerah terkait pembentukan dana cadangan.

Untuk mengetahui hasil  proyeksi pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada
tahun 2019 hingga 2024 secara lebih jelas dan terperinci dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.17. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2024 Kota Probolinggo

1 | PENDAPATAN 7,22 1.072.630.800.872,66 | 1.183.721.706.452,64 | 1.257.832.012.523,04 | 1.343.444.510.690,23 | 1.421.306.720.703,48 | 1.519.258.401.257,35
1.1. | Pendapatan Asli Daerah 17,91 175.927.450.503,66 | 200.275.000.951,65 232.960.332.476,29 | 274.892.855.673,79 | 330.006.054.927,19 | 400.418.494.873,82
1.1.1. | Pajak daerah 23,13 33.372.238.111,00 45.370.962.829,41 53.009.710.927,43 63.050.137.197,44 76.319.199.764,16 93.786.157.908,52
1.1.2. | Retribusi daerah 3,62 13.115.794.235,00 13.325.120.914,24 13.789.459.691,57 14.330.044.164,04 14.954.240.675,01 15.662.622.548,22
Hasil pengelolaan
1.1.3. | keuangan daerah yang 7.75 1.525.548.647,66 1.684.982.744,12 1.785.788.862,23 1.905.980.448,19 2.048.514.912,45 2.215.112.934,87
dipisahkan
1.1.4. | Laindain PAD yang sah 17,77 127.913.869.510,00 |  139.893.934.463,88 164.375.372.995,06 |  195.606.693.864,12 |  236.684.099.575,58 |  288.754.601.482,21
1.2. | Dana Perimbangan 3,34 724.881.244.374,00 | 776.945.687.425,05 799.895.555.024,02 | 819.944.885.983,25 | 834.768.645.878,27 | 853.376.270.071,85
12,1, | Bana bagi hasil pajak/ 2,90 117.225.191.374,00 |  123.503.764.173,14 124.392.891.069,04 | 131.442.891.132,27 |  132.171.144.860,82 | 135.060.271.756,71
bagi hasil bukan pajak
1.2.2. | Dana alokasi umum 2,57 482.709.978.000,00 |  517.844.267.916,66 524.824.361.218,25 | 522.707.206.039,78 |  532.181.658.627,52 |  547.261.723.664,27
1.2.3. | Dana alokasi khusus 6,57 124.946.075.000,00 |  135.597.655.335,25 150.678.302.736,73 |  165.794.788.811,20 |  170.415.842.389,93 |  171.054.274.650,87
gy, | Ll EE e e e 9,26 171.822.105.995,00 | 206.501.018.075,94 224.976.125.022,73 | 248.606.769.033,19 | 256.532.019.898,02 | 265.463.636.311,68
Daerah yang Sah
1.3.1 | Hibah 0,00 20.709.000.000,00 20.572.371.428,57 24.039.812.857,14 27.507.254.285,71 30.974.695.714,29 34.442.137.142,86
1.3.2 | Dana darurat 0,00 - - - - - -
Dana bagi hasil pajak dari
1.3.3 | provinsi dan Pemerintah 10,02 58.062.726.995,00 77.794.665.139,57 81.119.053.851,46 84.443.442.563,36 87.767.831.275,25 91.092.219.987,14
Daerah lainnya ***)
Dana penyesuaian dan - . . . . .
1.3.4 otonomi khusus****) 0.00
Bantuan Keuangan dari
1.3.5 | Provinsi atau Pemerintah 8,66 56.385.478.000,00 63.157.373.907,80 70.742.574.514,13 83.483.312.184,12 83.518.656.708,48 84.560.366.781,68
Daerah Lainnya
1.3.6 | Pendapatan Lainnya 8,84 36.664.901.000,00 44.976.607.600,00 49.074.683.800,00 53.172.760.000,00 54.270.836.200,00 55.368.912.400,00
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Pertumbuhan

2019 (APBD) ‘

2 | BELANJA 6,32 1.162.988.690.872,66 | 1.263.721.706.452,64 | 1.330.332.012.523,04 | 1.405.444.510.690,23 | 1.496.806.720.703,48 | 1.579.258.401.257,35
2.1 | Belanja Tidak Langsung 3,75 447.958.505.197,66 | 464.429.002.590,14 480.874.433.677,71 | 503.520.045.004,50 | 519.002.515.266,30 | 538.545.317.972,33
2.1.1 | Belanja Pegawai 3,87 414.673.974.083,66 |  432.175.595.585,26 447.369.805.381,09 |  468.759.195.416,14 |  482.980.944.386,20 |  501.279.224.943,35
2.1.2 | Belanja Subsidi 4,59 75.000.000,00 86.622.857,14 100.588.928,57 114.555.000,00 128.521.071,43 142.338.000,00
2.1.3 | Belanja Hibah 3,03 26.657.485.250,00 27.221.869.531,59 28.149.264.671,69 29.081.659.811,79 30.018.554.951,89 30.939.400.091,99
2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial 1,16 2.800.000.000,00 2.342.543.200,00 2.483.185.015,00 2.623.826.830,00 2.764.468.645,00 2.905.110.460,00
Belanja Bantuan
2.1.5 E?ouvcilr?sig/OKnoEiZ?j?Sn / Kota 11,39 752.045.864,00 993.575.064,86 1.061.197.323,79 1.128.819.582,71 1.196.441.841,64 1.264.064.100,57
dan Pemerintah Desa
2.1.6 | Belanja Tidak Terduga -4,64 3.000.000.000,00 1.608.796.351,29 1.710.392.357,57 1.811.988.363,86 1.913.584.370,14 2.015.180.376,43
2.2 | Belanja Langsung 7.82 715.030.185.675,00 | 799.292.703.862,50 849.457.578.845,33 | 901.924.465.685,73 | 977.804.205.437,17 | 1.040.713.083.285,02
2.2.1 | Belanja Pegawai 4,89 60.393.061.081,00 66.257.441.881,41 67.903.340.602,24 69.759.182.804,48 73.750.277.192,21 76.558.428.974,33
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 7,73 392.749.100.091,00 |  447.627.021.159,48 471.977.466.38382 |  497.655.481.846,43 |  536.835.689.582,83 | 568.535.601.259,43
2.2.3 | Belanja Modal 8,60 261.888.024.503,00 |  285.408.240.821,62 309.576.771.859,27 |  334.509.801.034,82 |  367.218.238.662,13 |  395.619.053.051,26
3 | PEMBIAYAAN
3.1 | Penerimaan Pembiayaan -27,84 90.357.890.000,00 |  80.000.000.000,00 75.000.000.000,00 |  70.000.000.000,00 75.500.000.000,00 |  40.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan
3.1.1. igggggg ;Zgévumnyo 7,84 90.357.890.000,00 80.000.000.000,00 75.000.000.000,00 70.000.000.000,00 65.000.000.000,00 60.000.000.000,00
(SILPA)
312 Eir:jco":gognDom -20,00 . - - - 10.500.000.000,00 ;
3123 Hasil Penjualan Kekayaan 0,00 } ) ) ) ) )

Daerah yang dipisahkan
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Penerimaan Pinjoman

Pertumbuhan

2019 (APBD) ‘

3.1.4 Daerah 0,00 - -

315 Penerimgon !(gmboli* 0.00 ) )
Pemberian Pinjoman

316 Penerimaan Piutang 0,00 . )
Daerah

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan 24,00 2.500.000.000,00 8.000.000.000,00

3.2.1. | Pembeniukan Dana 24,00 2.500.000.000,00 8.000.000.000,00
Cadangan
Penyertaan Modal

3.2.2. | (Investasi) Pemerintah 0,00 - -
Daerah

3.2.3. | Pembayaran Pokok Utang 0,00 - -

304 Pemberian Pinjoman 0.00 ) )

Daerah**
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Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas,

maka dapat dikemukakan beberapa kebijokan yang dapat

dijalankan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencapainya.

Adapun beberapa kebijagkan yang dapat dijalankan adalah

sebagai berikut.

a.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada tahun

2019 hingga 2024 meliputi:

1.

Meningkatkan pendapatan pajak daerah dan refribusi daerah
Kota Probolinggo dengan memaksimalkan pemungutan
berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi
dan ekstensifikasi;

Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan
retribusi daerah di Kota Probolinggo yang up fo date, sehingga
dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung potensi
pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan
sasaran dalam peningkatan pemungutan pajok dan retribusi
daerah;

Meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan
teknologi informasi (IT);

Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem
pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak
daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
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10.

b.

Meningkatkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota
Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;

Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang
melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat  melalui
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS
dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka
mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/
bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kota Probolinggo;

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan
Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal

dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Belanja Daerah

Kebijokan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019

hingga 2024 meliputi:

1.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada
anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah

yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
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Pengalokasian belanja daerah diarahkan pada program dan
kegiatan yang mengacu pada prioritas pembangunan Kota
Probolinggo;

Pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib dan
transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip
efisien, efektif, dan akuntabel;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan
untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu
pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan
anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH,
serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan
prinsip efisien dan efektif;

Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang
berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah
50% dalam sefiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan
pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparat
Sipil Negara (ASN);

Belanja langsung dalam setiop tahunnya diupayakan
mencapai komposisi di atas 60%, dimana proporsi belanja
langsung mengalami peningkatan dalom  setiap tahunnya
secara bertahap dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berlaku;

Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan
infrastruktur di Kota Probolinggo sebagian besar diarahkan
pada pembangunan infrastruktur sosial - ekonomi, sehingga
dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi
pelayanan dasar;

Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-

masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang
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telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijokan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun

2019 hingga 2024 meliputi:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
diupayakan nilainya semakin kecil dalom setfiap tahun, dan
akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi;

2. Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif
pembiayaan keuangan daerah. Pinjoman daerah merupakan
salah saftu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun
pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila
sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah fidak
mampu untuk menutup defisit anggaran;

3. Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optfimalisasi
pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka
penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan
dalom rangka membiayai Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota periode selanjutnya;

4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan
pihak swasta/ masyarakat antara lain melalui penyusunan
kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan
pemerintah  daerah  melalui  kerjasama  yang  saling

menguntungkan (publik private partnership).
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk

menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan
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untuk mendanai program pembangunan jangka menengah
daerah di Kota Probolinggo selama 5 lima tahun ke depan.
Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungannya
adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan
ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan
sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub
bab ini. Kapasitas ril keuangan daerah merupakan total
penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau
belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk  mengetahui  hasil  perhitungan  kapasitas il
kemampuan keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga

2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Probolinggo

Proyeksi

2022

1 Pendapatan 1.183.721.706.452,64 1.257.832.012.523,04 | 1.343.444.510.690,23 | 1.421.306.720.703,48 1.519.258.401.257,35
2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) - - - 10.500.000.000,00 -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 80.000.000.000,00 75.000.000.000,00 70.000.000.000,00 65.000.000.000,00 60.000.000.000,00

Total Penerimaan

1.263.721.706.452,64

1.332.832.012.523,04

1.413.444.510.690,23

1.496.806.720.703,48

1.579.258.401.257,35

Dikurangi:
1 Belanja Tidak Langsung 464.429.002.590,14 480.874.433.677,71 503.520.045.004,50 519.002.515.266,30 538.545.317.972,33
2 Pengeluaran Pembiayaan - 2.500.000.000,00 8.000.000.000,00 - -
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 799.292.703.862,50 849.457.578.845,33 901.924.4465.685,73 977.804.205.437,17 | 1.040.713.083.285,02
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas selanjutnya
dapat diketahui bahwa jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan
Kota Probolinggo diperkirakan dalom setiap tahun mengalami
peningkatan, yaitu dari Rp. 715.030.185.675,00 pada tahun 2019,
meningkat menjadi Rp. 799.292.703.862,50 pada tahun 2020. Pada
tahun 2021 jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan Kota
Probolinggo diperkirakan mencapai Rp. 849.457.578.845,33,
sedangkan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai  Rp.
901.924.465.685,73, pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.
977.804.205.437,17, hingga pada tahun 2024 diperkirakan menjadi
Rp. 1.040.713.083.285,02. Adapun rata-rata pertumbuhan kapasitas
ril kemampuan keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2019
hingga 2024 mencapai 7,82%.

Melihat pada hasil proyeksi kapasitas ril  kemampuan
keuangan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024,
selanjutnya dapat dilakukan alokasi dalam bentuk rencana
penggunaan kapasitas ril  kemampuan keuangan  daerah.
Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran
belanja yang belum dialokasikan berdasarkan tingkatan prioritas
(Prioritas |, Prioritas Il, dan Prioritas Ill). Prioritas | meliputi belanja
langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan
pelayanan dasar; Prioritas Il meliputi belanja pemenuhan visi dan
misi  Kepala Daerah; serta Prioritas Il meliputi  belanja
penyelenggaraan
urusan pemerintahan lainnya.

Berikut disajikan data terkait dengan rencana penggunaan
kapasitas ril kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo,
serta kerangka penggunaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah

Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024.
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Tabel 3.19. Rencana Penggunaan K